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Fenomena permukiman yang berada di lahan samping rel kereta api 
Comboran dan bertahan dengan waktu lama menjadi hal menarik di ruang 
perkotaan. Keberadaan masyarakat yang tinggal pada lahan milik PT KAI, 
membuatnya dianggap sebagai suatu hal yang ilegal. Secara aturan, lahan samping 
rel ditujukkan untuk penunjang keamanan lalu lintas kereta api. Keberadaan 
permukiman mengakibatkan bahaya untuk perjalanan kereta api, dan juga 
masyarakat sendiri. Tujuan penelitian ini memaparkan upaya masyarakat yang 
tinggal di lahan ilegal memproduksi ruang huniannya menjadi milik bersama. 
Kemudian juga pemahaman masyarakat mengenai ketidakpastian normal serta 
strategi dalam mengatasi ketidakpastian tersebut. Penelitian ini memaparkan 
penjelasan fenomena tersebut melalui analisis konsep commons, commoning, 
belonging, negosiasi, normal uncertainty. Perolehan data didapat dari penelitian 
kualitatif dengan metode etnografi, melalui observasi dan wawancara intensif. 
Hasil penelitian mengungkapkan keberadaan masyarakat yang tinggal di samping 
rel kereta api Comboran sejak tahun 1950-an. Saat ini permukiman telah 
melampaui batas aman dan menyerbu semua lahan di samping rel kereta api. 
Masyarakat bersama-sama memproduksi ruang huniannya yang diawali dengan 
menetapkan identitas melalui narasi sejarah sesepuh. Kampung menjadi identitas 
yang ditetapkan dengan menerapkan tradisi gotong royong, seperti masyarakat 
tradisional. Masyarakat menciptakan hubungan sosial baik melalui kegiatan agar 
dapat mewujudkan tujuan bersama. Tujuannya sendiri adalah membangun 
kampung lebih maju dengan fasilitas yang memadai, serta menetapkan kampung 
sebagai kepemilikan bersama. Negosiasi dengan beberapa pihak dilakukan untuk 
pembangunan kampung. Meskipun masyarakat telah membangun kampungnya 
dengan baik, namun memiliki risiko akibat tinggal di lahan bahaya dan ilegal. 
Risiko tersebut menjadi ciri khas kehidupan mereka sehari-hari yang dianggap 
normal sekaligus berbahaya. Disamping terbiasa dengan keadaan, masyarakat 
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The phenomenon of settlements located on land next to the Comboran 
railway and surviving for a long time is an interesting thing in urban spaces. The 
existence of people living on land owned by PT KAI, makes it considered illegal. 
As a rule, the area next to the rail is intended to support rail traffic security. The 
existence of settlements poses a danger to rail travel, as well as to the community 
itself. The purpose of this study is to describe the efforts of people living in illegal 
lands to produce their dwelling place as common property. Then also the public's 
understanding of normal uncertainty and strategies to deal with this uncertainty. 
This study describes the explanation of this phenomenon through the analysis of 
the concepts of commons, commoning, belonging, negotiation, normal 
uncertainty. The data obtained from qualitative research using ethnographic 
methods, through observation and intensive interviews. The results of the study 
reveal the existence of people living next to the Comboran railway since the 
1950s. Currently the settlements have exceeded the safe limit and invaded all land 
beside the railroad tracks. The community together produces their dwelling place 
which begins with establishing identity through the historical narrative of the 
elders. Kampung becomes an identity that is determined by applying the tradition 
of gotong royong, like a traditional society. The community creates good social 
relations through activities in order to realize common goals. The goal itself is to 
build a more advanced kampung with adequate facilities, and to establish the 
kampung as joint ownership. Negotiations with several parties were carried out for 
kampung development. Even though the community has built their kampung well, 
it has risks due to living in dangerous and illegal land. These risks are 
characteristic of their daily lives which are considered normal and dangerous. In 
addition to being familiar with the situation, the community also applies several 
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1.1 Latar Belakang 
Permukiman kumuh menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan 
hingga saat ini. Permasalahan permukiman kumuh ini, hampir terjadi di seluruh 
wilayah Indonesia. Kepadatan penduduk di Indonesia yang terus mengalami 
peningkatan, menyebabkan kebutuhan akan ruang hunian meningkat. Begitu juga 
di Kota Malang, kepadatan penduduk setiap tahunnya semakin meningkat. 
Dilansir dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Malang, menunjukkan bahwa 
kepadatan penduduk pada tahun 2018 mencapai 7.870 jiwa per km2. Tahun 2019, 
kepadatannya meningkat menjadi 7.911 jiwa per km2. Selain itu menurut 
pendataan BPS, Kota Malang menjadi kota terpadat kedua di Jawa Timur setelah 
Kota Surabaya (Ratih, 2020). Daya tarik ekonomi yang tinggi di kota, 
menyebabkan masyarakat desa melakukan urbanisasi (Stezen, 2014). Sentralisasi 
pembangunan di kota seperti fasilitas yang menjanjikan terhadap pendidikan dan 
kesehatan, serta pola perubahan minat dari pertanian ke industri terutama pada 
masyarakat usia kerja, juga memengaruhi urbanisasi (Syam, 2017). 
Masyarakat pendatang yang tidak memiliki banyak bekal untuk kehidupan 
di kota, berdampak pada pemilihan tempat tinggal. Akibatnya banyak 
permukiman yang didirikan di lahan ilegal, salah satunya berada di samping rel 
kereta api Kota Lama Malang. Pendatang yang berada di permukiman samping rel 
kereta api Kota Lama Malang, sebagian besar merupakan etnis Jawa dari 




adalah Madura (Stezen, 2014). Bangunan yang didirikan bermacam-macam, ada 
yang permanen dan semi permanen. Bangunan yang seharusnya didirikan minimal 
enam meter dari rel kereta api, tidak diperhatikan oleh masyarakat. Mereka 
membangun dengan jarak dekat sekitar satu sampai tiga meter. Permukiman 
tersebut jika dikaji menggunakan tata letak bangunan yang sesuai aturan, tentu 
jauh dari kata aman. Harapan untuk hidup lebih baik membuat masyarakat 
bertahan pada lingkungan yang berbahaya, dan penuh kebisingan lalu lalang 
kereta api.  
Sejarah Malang pada masa kolonial juga perlu dipaparkan sebagai bukti 
bahwa pola penyebaran permukiman telah terbentuk saat itu. Malang dengan 
kurun waktu 1914-1940 tumbuh dengan pesat, dari kabupaten kecil menjadi kota 
madya kedua terbesar di Jawa Timur. Malang memiliki penduduk majemuk yang 
terdiri dari pribumi, Timur Asing, dan Eropa. Pada saat itu penduduk Eropa 
kebanyakan tinggal di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan, yaitu alun-
alun Kota Malang. Penduduk Cina yang sebagian besar merupakan pedagang, 
tinggal di sekitar Pasar Besar (Pecinan). Sedangkan penduduk pribumi tinggal di 
gang kecil sekitar wilayah alun-alun (Soehargo, 1996). Sampai saat ini 
permukiman di Malang mengikuti pola penyebaran pada masa kolonial. Wilayah 
Jodipan dan Klojen yang dekat dengan pusat kota sekarang banyak didirikan 
permukiman, salah satunya adalah permukiman kumuh di sekitar Sungai Brantas 
dan rel kereta api. 
Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor yang membentuk 




kosong dari masyarakat sekitar yang melihat peluang dengan menjualnya (Bhakti, 
2018). Lahan tersebut dijual dengan harga murah, sehingga banyak yang tertarik 
dan mengambil tawarannya. Meskipun permukiman berada di samping rel kereta 
api, masyarakat masih diharuskan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) (Syam, 2017). Masyarakat juga memiliki fasilitas air, listrik, dan terdaftar 
sebagai penduduk di permukiman samping rel kereta api, sehingga menyebabkan 
ketidakjelasan status lahan (Zulfiandari, 2018). Dilansir dari berita 
malangtimes.com (2017), Wali Kota Malang Abah Anton memiliki rencana untuk 
mengentaskan permasalahan permukiman di samping rel kereta api, namun 
terhalang oleh ketidakjelasan legalitas dan status lahan hukum.  
Menurut Zulfiandari (2018), bahwa adanya ketidakjelasan status lahan 
yang menghambat penyelesaian masalah permukiman samping rel kereta api, 
membuat masyarakat tetap tinggal dan terus membangun ruang hunian beserta 
fasilitas yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Selain itu, memungkinkan bahwa 
masyarakat beranggapan kehidupannya sudah baik karena dekat dengan lapangan 
pekerjaan dan akses lain yang mudah dijangkau. Hal tersebut mengakibatkan 
keputusan untuk membangun ruang hunian semakin kuat. Padahal masyarakat 
yang tinggal di samping rel kereta api secara jelas menggunakan lahan PT KAI, 
sehingga rawan dengan penggusuran. 
Dalam penelitian Atika (2020), permukiman samping rel kereta api yang 
menjadi lokasi penelitiannya menggunakan fasilitas umum komunal yang 
digunakan bersama seperti parkiran, toilet umum, balai RW, PAUD, dan mushola. 




warung. Dengan adanya hal ini saya berasumsi bahwa selama tinggal, masyarakat 
akan memproduksi ruang huniannya secara bersama. Selain membangun ruang 
hunian yang berbentuk fisik, masyarakat juga melaksanakan kegiatan bersama 
yang dapat membantu mereka untuk menciptakan hubungan sosial baik. Menurut 
Syam (2017), masyarakat di permukiman kumuh telah membentuk RT dan RW, 
serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Masyarakat juga 
memiliki strategi untuk bertahan hidup dalam ketidakpastian seperti bencana, 
penggusuran, dan kemiskinan.  
Permasalahan tersebut membuat saya tertarik melihat pemaknaan 
masyarakat di samping rel kereta api terhadap kehidupan yang baik. Bisa saja 
mereka menganggap bahwa kehidupan yang dijalani selama ini sudah masuk 
dalam kategori baik. Selain itu, melihat upaya masyarakat menjadikan ruang yang 
mereka tinggali sebagai milik bersama. Maksud dari milik bersama adalah 
masyarakat memproduksi ruang yang dapat dimiliki dan digunakan bersama. 
Apakah rasa memiliki bersama terhadap ruang yang masyarakat tinggali, 
menjadikan mereka tangguh dan tidak takut pada penggusuran yang terjadi 
sewaktu-waktu? Saya juga melihat negosiasi yang mereka lakukan untuk 
menempati lahan ilegal. Strategi atau cara bertahan masyarakat yang hidup dalam 
ancaman bahaya juga saya teliti. Hal lain yang saya pikirkan adalah, apakah 
masyarakat menunggu pergerakan dari lembaga berwenang untuk menyelesaikan 
permasalahan permukiman mereka selama ini? Apakah masyarakat justru tidak 
ingin lembaga berwenang mengganggu kehidupan mereka? karena merasa bahwa 




1.2 Rumusan Masalah 
Saya memiliki dua riset pertanyaan besar yang menjadi inti dari pencarian 
data yaitu: 
1. Bagaimana upaya masyarakat samping rel kereta api Comboran 
memproduksi ruang huniannya menjadi hak milik mereka? 
2. Bagaimana masyarakat samping rel kereta api Comboran memahami 
ketidakpastian dalam kehidupannya (bencana, penggusuran, dan 
kemiskinan) sebagai hal yang normal? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya masyarakat yang tinggal 
di lahan ilegal memproduksi ruang huniannya menjadi milik bersama. Terkait 
pula negosiasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan lahan ilegal 
untuk mendirikan bangunan. Selain itu saya juga ingin mengetahui pemahaman 
masyarakat terhadap ketidakpastian dalam kehidupannya (bencana, penggusuran, 
dan kemiskinan) yang dianggap sebagai hal normal. Terakhir mengenai strategi 
yang dilakukan dalam menghadapi ketidakpastian tersebut. 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 
praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan khasanah 
keilmuan baru dalam mengembangkan pemikiran upaya masyarakat menjadikan 
ruang yang mereka tinggali sebagai milik bersama, sehingga akan diketahui hal 
apa saja yang mendorong mereka membangun dan bertahan di lahan ilegal, serta 




memberikan sumbangan pemikiran pemecahan masalah bagi pihak yang 
bersangkutan dalam menata kawasan kumuh di lahan ilegal. Dengan adanya 
penelitian ini diharapkan pihak terkait dapat memahami dan mengetahui hal yang 
dirasakan oleh masyarakat di permukiman samping rel kereta api. Oleh karenanya 
penyusunan program penataan pada permukiman kumuh tidak asal dilakukan, 
namun memiliki informasi terkait masyarakat yang bersangkutan. 
1.5 Tinjauan Pustaka 
 Penelitian mengenai kehidupan masyarakat di lahan ilegal, memerlukan 
tinjauan pustaka sebagai usaha untuk mengetahui sejauh mana permasalahan 
serupa dibahas oleh peneliti lain. Selain itu juga sebagai penemuan konsep 
terhadap penelitian terdahulu, yang dapat diterapkan pada penelitian saya. 
Penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka pertama adalah salah satu 
chapter buku yang ditulis oleh Hellman (2018). Dalam chapter tersebut, Hellman 
menjelaskan mengenai permukiman di bantaran sungai Kampung Pulo Jakarta 
yang rawan dengan ancaman penggusuran. Kampung Pulo dicirikan dengan 
permukiman sementara, terbuka, dan rentan. Namun faktanya masyarakat 
memiliki strategi untuk tetap tangguh, aktif, dan bertahan. Permasalahan yang 
sering dihadapi oleh masyarakat Kampung Pulo adalah status hukum lahan dan 
definisi mereka yang tidak jelas. Namun seiring berjalannya waktu mereka 
membangun komunitasnya menjadi bagian dari masyarakat lokal, dan ingin diakui 
sebagai kampung bukan permukiman liar. Mereka memiliki bukti sebagai 




kampungnya dengan cara mengklaim teritorial yang tidak sah secara bertahap, 
yaitu berinvestasi seperti membangun fasilitas sanitasi. 
Tinjauan pustaka ini memiliki persamaan dalam konsep commons dan 
commoning, yang saya gunakan untuk mengetahui upaya masyarakat menjadikan 
lahan samping rel kereta api sebagai tempat tinggal. Lahan di samping rel kereta 
api merupakan milik PT KAI yang digunakan untuk keperluan transportasi. 
Mungkin masyarakat memandang bahwa lahan tersebut berada di ruang 
perkotaan, sehingga memahaminya sebagai milik bersama yang dapat diproduksi 
untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam jurnal dibahas mengenai 
masyarakat Kampung Pulo yang berinvestasi dalam pembangunan kampungnya 
agar memiliki klaim dan identitas. Dalam hal ini masyarakat memiliki tujuan 
untuk mengubah area ilegal menjadi area yang diakui oleh negara. Saya ingin 
melihat apakah masyarakat yang tinggal di samping rel kereta api pada lokasi 
penelitian ini, juga melakukan hal serupa sebagai strategi menghadapi risiko 
penggusuran. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi yang mana 
mempengaruhi proses penataan permukiman, karena ancaman bahaya yang 
dihadapi berbeda. 
Tinjauan pustaka yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Voorst (2016). 
Dalam buku tersebut, Voorst menjelaskan mengenai permukiman kumuh yang 
berada di sepanjang bantaran sungai Jakarta. Masyarakat disana menjalankan 
kehidupan sehari-hari dengan berbagai risiko, baik kesehatan maupun bencana 
alam. Bencana alam yang dimaksud adalah banjir yang datang sewaktu-waktu 




sungai umumnya memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-
hari. Bahkan untuk menabung tidak bisa, sehingga risiko yang terjadi kedepan 
belum dipersiapkan secara matang. Voorst mengklasifikasikan pola perilaku 
penanganan risiko di bantaran sungai Jakarta yaitu orang antisipasi, orang susah, 
orang ajar, dan orang siap. Adanya pengklasifikasian strategi untuk menghadapi 
ancaman memperlihatkan bahwa masyarakat di bantaran sungai yang dibahas 
Voorst memiliki strategi yang berbeda dalam setiap individu, tergantung dari cara 
berpikirnya.  
Voorst menggunakan tiga konsep dalam penelitiannya yaitu 
heterogeneous risk behaviour, normal uncertainty, dan risk styles. Konsep normal 
uncertainty digunakan Voorst untuk memahami praktik risiko mendesak seperti 
penggusuran dan kemiskinan. Tinjauan pustaka ini memiliki persamaan dengan 
penelitian saya dalam konsep normal uncertainty yang digagas oleh Voorst, untuk 
mengetahui pemahaman masyarakat terhadap ketidakpastian normal di 
permukiman samping rel kereta api. Sedangkan perbedaan terdapat pada 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Voorst menekankan pada 
pendekatan psikologis yang ditujukan untuk mengetahui praktik risiko setiap 
individu. Saya menekankan pada pendekatan budaya yang dijelaskan Voorst pada 
tulisannya dalam mengetahui praktik risiko, yaitu masyarakat membentuk 
“budaya bencana” untuk menghadapi ketidakpastian di hidupnya. Penggunaan 
tinjauan pustaka ini membantu saya melihat kondisi serta strategi masyarakat 
yang hidup dengan ancaman. Meskipun setting tempatnya berbeda, tetapi 




Ancaman yang saya maksud mengarah pada kecelakaan kereta api, penggusuran, 
dan kemiskinan. 
 Tinjauan pustaka yang ketiga adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh 
Some dkk (2009). Jurnal tersebut membahas negosiasi yang dilakukan PWS 
(Paguyuban Warga Strenkali Surabaya). PWS muncul akibat adanya ancaman 
penggusuran permukiman di bantaran sungai Surabaya. Masyarakat bersama-
sama melakukan resistensi terhadap pemerintah agar tidak menggusur wilayah 
yang menjadi rumah mereka. Masyarakat yang memiliki pendapatan kurang, tentu 
akan kesulitan atas masalah tersebut. Negosiasi dilakukan oleh masyarakat 
terutama PWS untuk mempertahankan wilayahnya, dengan cara meyakinkan 
pemerintah bahwa mereka memiliki hak tetap tinggal di bantaran sungai. PWS 
melakukan negosiasi dengan pemerintah perihal permukiman tetap dipertahankan 
tanpa merusak sungai. Sebab, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai 
memiliki kehidupan penting pada tengah perkotaan Surabaya. Penggusuran 
mereka justru akan mengganggu tatanan sosial masyarakat di desa-desa tetangga. 
Pada akhirnya, menemui solusi yaitu dengan cara sungai dibersihkan dan dikeruk, 
lalu masyarakat menjadi penjaga sungai atau jogo kali. Tujuannya untuk 
mencegah pembangunan gedung baru dan migrasi keluarga baru di sepanjang 
sungai. Pada tahap ini penulis melihatnya dengan konsep relokasi menjadi 
renovasi. 
Konsep relokasi menjadi renovasi merupakan solusi yang sama-sama 
menguntungkan antara kedua pihak. Saya mencari tahu mengenai relokasi 




samping rel kereta api. Namun, perlu diketahui bahwa lokasi mempengaruhi 
proses relokasi menjadi renovasi. Permukiman samping rel kereta api rawan 
penggusuran di masa depan akibat adanya pembangunan rel baru, sehingga harus 
memperhatikan banyak aspek untuk solusi yang baik bagi masyarakat. Hal 
tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian saya. Selain itu, jurnal ini 
memberikan gambaran mengenai negosiasi yang dapat saya terapkan untuk 
melihat proses negosiasi pihak formal dan informal dalam mendirikan bangunan 
di lahan ilegal. 
 Tinjauan pustaka yang keempat adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh 
Stezen (2014). Jurnal tersebut membahas mengenai pasal yang dibuat oleh 
pemerintah untuk menangani kasus permukiman di samping rel kereta api. Penulis 
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji permasalahan dari 
segi hukum normatif. Hukum normatif yang dimaksud adalah Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2007 tentang larangan mendirikan permukiman di sempadan rel 
kereta api. Tujuan dibuatnya pasal tersebut adalah untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di samping rel kereta api, 
karena dapat membahayakan dan mengganggu aktivitas perjalanan kereta. Namun 
pasal tersebut tidak efektif untuk mencegah masyarakat dalam membangun 
permukiman di samping rel kereta api. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor 
salah satunya tingkat urbanisasi yang tinggi.  
Penulis memaparkan bahwa keberadaan sanksi tegas oleh pemerintah 
daerah maupun pihak PT KAI, sangat dibutuhkan untuk menjalankan efektivitas 




diimbangi dengan solusi yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Menurut 
Stezen jika melibatkan penegak hukum akan cenderung melukai masyarakat, 
karena tidak memperhatikan keadaan dan apa yang dibutuhkan mereka. Menurut 
saya, jurnal ini dapat menjadi pendukung penelitian karena memberikan latar 
belakang penyebab adanya permukiman di samping rel kereta api. Namun penulis 
hanya fokus pada efektivitas penerapan pasal larangan mendirikan permukiman di 
samping rel kereta api. Hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian saya, 
yang mana lebih fokus pada masyarakat. Selain itu juga melihat cara bertahan 
hidup masyarakat di lahan ilegal yang sudah diberikan pasalnya sendiri.  
Tinjauan pustaka yang kelima adalah disertasi yang ditulis oleh Bhakti 
(2018). Penelitian penulis dilakukan di permukiman sepanjang rel kereta api 
Stasiun Jebres, yaitu Kampung Petoran, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, 
Kota Surakarta. Permukiman tersebut akan digusur karena program rel ganda dan 
kereta bandara. Masyarakat akan diberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Namun penggusuran tersebut berdampak terhadap kondisi sosial 
ekonomi masyarakat. Meskipun diberikan ganti rugi, hal tersebut tidak lantas bisa 
menyelesaikan masalah. Ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat akan 
memiliki solusi jangka pendek. Hal ini dapat menimbulkan masalah lagi, yaitu 
mereka tidak mampu menyewa rumah yang mahal, sehingga menyewa atau 
mendirikan di lahan ilegal lain. Program yang dianggap pemerintah sebagai 
penataan ruang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Menurut Bhakti, 
penataan ruang yang baik adalah penataan ruang yang sekaligus dapat mencapai 




dengan mengorbankan orang lain demi kelancaran proses pelaksanaan program. 
Pembangunan infrastruktur kota tidak memerlukan tindakan menyingkirkan 
masyarakat yang rentan. Namun dengan investasi, kreativitas, serta kerjasama 
antara pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan perumahan permanen yang 
dikelola oleh masyarakat. 
 Tinjauan pustaka ini dapat saya gunakan sebagai wawasan tambahan 
mengenai pola permukiman di samping rel kereta api. Selain itu, penelitian Bhakti 
ini dapat dijadikan lanjutan untuk penelitian saya yang fokus pada masyarakat. 
Dalam jurnal dijelaskan mengenai negosiasi untuk mendapatkan lahan, saya juga 
mencari informasi tersebut di permukiman samping rel kereta api yang menjadi 
lokasi penelitian. Sedangkan yang belum dibahas dalam jurnal, yaitu fokus pada 
masyarakat dalam strategi hidup di permukiman samping rel kereta api akan saya 
terapkan. Dalam jurnal tersebut lebih mengarahkan pada pasal-pasal yang berlaku. 
Tinjauan pustaka yang keenam merupakan skripsi yang ditulis oleh 
Zulfiandari (2018), mengenai pembenaran masyarakat terhadap tempat tinggalnya 
di samping rel kereta api Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas. Penulis 
memiliki dua rumusan masalah yaitu apa yang mendorong masyarakat memilih 
tempat tinggal di samping rel kereta api? dan pembenaran apa yang dimiliki 
masyarakat untuk tetap tinggal di permukiman tersebut? Penulis menggunakan 
teori antropologi terapan untuk mengkaji masalah nyata dan ada yang dihadapi 
oleh masyarakat, kemudian memunculkan rekomendasi kebijakan sebagai solusi. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berusaha mempertahankan 




kereta api sejak tahun 1970. Adanya pembiaran selama puluhan tahun serta 
pemberian beberapa fasilitas, membuat masyarakat mempertahankan tempat 
tinggalnya. Selain itu masyarakat meyakini bahwa sebenarnya lahan tersebut tidak 
sepenuhnya milik PT KAI, tetapi terdapat orang lain yang menjadi pemilik lahan. 
Tinjauan pustaka ini memiliki persamaan dengan penelitian saya mengenai 
hal apa yang mendorong masyarakat membangun rumah di samping rel kereta api. 
Perbedaanya yaitu lokasi penelitian saya merupakan lahan yang masih 
digunakan/jalur aktif kereta api. Sedangkan tinjauan pustaka ini memaparkan 
masyarakat yang tinggal di lahan rel kereta api tidak aktif selama puluhan tahun 
lalu. Lokasi penelitian saya lebih rentan karena merupakan lahan yang masih 
digunakan, sehingga permasalahan yang muncul akan lebih kompleks baik dari 
kecelakaan kereta api maupun penggusuran. Selain itu, Zulfiandari tidak 
menjelaskan strategi yang dilakukan masyarakat pada penelitiannya, namun lebih 
menjelaskan pembenaran mereka yang hidup di lahan rel kereta api tidak aktif. 
Sedangkan saya melihat strategi yang dilakukan masyarakat untuk terhindar dari 
bahaya kecelakaan kereta api, serta budaya bencana yang dibentuk dalam 
kehidupannya. 
1.6 Kerangka Teori 
Penelitian ini mengkaji ruang hunian di samping rel kereta api wilayah 
Kota Lama Malang melalui kerangka teori commons, commoning, belonging, 
negosiasi, dan normal uncertainty. Saya mengadopsi pemikiran Hellman (2018) 
dalam jurnalnya mengenai konsep commons dan commoning. Pertama, Hellman 




bertujuan untuk menganalisis permukiman sebagai bentuk sumber daya kolektif, 
sosial, dan material. Hal ini akan menunjukkan keberadaan masyarakat yang 
tinggal di lahan ilegal, ruang yang sesuai menurut mereka, dan cara menciptakan 
sumber daya untuk mereka sendiri. Terdapat beberapa pengertian commons 
menurut para ahli. Namun saya mengambil pengertian commons yang sesuai 
dengan konteks penelitian ini.  
Pengertian commons menurut beberapa ahli telah dijelaskan pada tulisan 
Helman (2018). Pertama, menurut Gonzalez (2014) istilah commons merupakan 
sumber daya alam atau buatan manusia yang dapat dimiliki dan diproduksi 
bersama. Nonini (2001) mengatakan bahwa sumber daya tersebut dapat berupa 
materi atau non materi, dan simbolis atau sosial. Selain itu, istilah commons juga 
diartikan oleh Cortes dkk (2014) sebagai bagaimana sumber daya berwujud dan 
tidak berwujud diciptakan dan diperjuangkan untuk kepemilikan sumber daya 
tersebut. Jadi, commons disini merujuk pada mode atau cara hidup yang dilakukan 
masyarakat untuk memproduksi sumber daya yang ada sehingga dianggap sebagai 
milik bersama. Dalam penelitian Hellman (2018) mengacu pada Kampung Pulo 
yang dianggap sebagai milik bersama karena mereka membangun, mengatur, dan 
mengelola kampung bersama. Saya menggunakan konsep ini untuk melihat cara 
yang dilakukan masyarakat di samping rel kereta api dalam membangun, 
mengatur, dan mengelola pemukiman. Oleh karena itu dapat mengindikasikan 
adanya upaya masyarakat menjadikan ruang huniannya sebagai milik bersama.  
Selanjutnya, Hellman (2018) mengembangkan konsep commons pada 




thing to relation”. Hal ini menyangkut apa yang menghubungkan masyarakat 
memproduksi ruang yang dianggap milik bersama. Menurut Harvey (2012), 
commoning adalah menciptakan lingkungan sosial dan fisik yang dianggap 
penting bagi kehidupan. Cara yang dilakukan adalah melaksanakan praktik sosial 
yang dapat membangun hubungan sosial antar kelompok untuk kehidupannya. 
Hubungan sosial yang baik pada masyarakat menciptakan kelompok sosial 
dengan tujuan yang sama, lalu bergerak untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu 
membangun, mengatur, dan mengelola pemukiman bersama (Hellman, 2018). 
Kesimpulannya, commoning ini saya gunakan untuk melihat praktik sosial 
masyarakat samping rel kereta api yang berguna untuk kehidupan bersama.  
Setelah dijelaskan commons dan commoning, selanjutnya mencari tahu apa 
saja yang sudah dibangun di permukiman samping rel kereta api. Hellman (2018) 
merujuk pada tulisan Susser dan Tonnelat (2013) yang mengkategorikan tiga jenis 
urban commons. Pertama, terdapat dalam kehidupan sehari-hari seperti produksi, 
konsumsi, layanan publik yang dibingkai ulang sebagai sarana umum. Kedua, 
ruang publik yang menjadi mobilitas serta perjumpaan secara kolektif seperti 
jalan, warung, dan taman umum. Ketiga, visi kolektif bahwa setiap individu dapat 
menemukan tempat untuk tinggal. Salah satu contoh urban commons yang 
terdapat di Kampung Pulo yaitu kursi di pinggir jalan yang dijadikan tempat untuk 
berkumpul. Jadi masyarakat bebas menggunakan ruang tersebut karena menjadi 
ruang publik mereka (Hellman, 2018). Saya menggunakan tiga jenis urban 
commons ini untuk mengkategorikan fasilitas yang telah dibangun masyarakat di 




Pada dasarnya manusia membangun karena membutuhkan ruang hunian 
untuk tinggal (Heidegger dalam Inglod, 2002). Akhirnya, membangun menjadi 
proses yang terus dilakukan selama manusia membutuhkan hunian untuk tinggal 
di suatu lingkungan. Rumah yang dibangun semakin bertambah dan menjadi 
permukiman. Praktik sosial yang diterapkan pada lingkungan tersebut, dapat 
memproduksi ruang yang digunakan sebagai sarana untuk kehidupan sehari-hari. 
Hal tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat telah memproduksi ruang 
menjadi kepemilikan kolektif. Sederhananya masyarakat menciptakan 
kepemilikan yang sebelumnya bukan miliknya, namun diklaim menjadi tempat 
bersama.  
Benson & Emma (2012) yang mengacu pada pendapat Savage dkk (2015), 
menjelaskan bahwa pendatang mengklaim kepemilikan atau belonging, sebagai 
akibat pilihan mereka yang memiliki kepentingan untuk pindah ke suatu tempat. 
Selanjutnya mereka akan mengklaim kepemilikan moral atas tempat tinggalnya 
(elective belonging). Namun klaim kepemilikan berdasarkan moral, tidak cukup 
untuk menjelaskan klaim secara keseluruhan. Terdapat faktor lain klaim 
kepemilikan yang terdiri dari penggunaan simbolis pada ruang fisik, praktik 
sehari-hari, dan proses pengaturan. Selain itu, Benson & Emma (2012) 
mengembangkan faktor lain, yaitu dengan menganalisis produksi dan 
pemeliharaan keuangan di lingkungan kelas menengah. Hal ini  memperlihatkan 
bagaimana menjadi penduduk bukan hanya klaim secara moral, namun juga 




diciptakan, dibentuk, dan dipelihara secara terus menerus (Massey dalam Benson 
& Emma, 2012). 
Selanjutnya, saya menggunakan konsep negosiasi sebagai tahapan untuk 
mengetahui negosiasi masyarakat membangun rumah dan fasilitas di 
permukimannya. Negosiasi merupakan proses komunikasi secara langsung antara 
dua belah pihak atau lebih yang sedang berusaha mengkoordinasikan perilaku 
mereka atau mengalokasikan sumber daya langka, dengan cara saling 
menguntungkan jika dirundingkan bersama, dibandingkan dirundingkan oleh 
masing-masing (Korobkin, 2009). Negosiasi perlu dibahas dalam penelitian untuk 
mengetahui cara masyarakat menempati permukimannya. Hal tersebut berkaitan 
dengan sejarah berdirinya permukiman tersebut. Negosiasi tetap berlanjut saat 
masyarakat sudah menempati permukiman untuk memperoleh fasilitas yang 
dibutuhkan. Misalnya permukiman di samping rel kereta api membutuhkan 
layanan air bersih, maka masyarakat akan melakukan negosiasi untuk 
memperoleh layanan tersebut. Proses negosiasi mungkin terus dilakukan selama 
mereka memproduksi ruang yang ditinggali.  
Selanjutnya, fenomena permukiman di samping rel kereta api tentu 
memiliki beberapa risiko untuk masyarakat. Menurut Voorst (2016) alih-alih 
mempersempit fokus penelitian dengan satu risiko, akan lebih baik jika 
mempertimbangkan risiko lainnya yang saling berhubungan. Risiko yang 
memungkinkan terjadi di permukiman samping rel kereta api adalah kecelakaan 
kereta api, penggusuran, dan kemiskinan. Risiko tersebut sudah melekat pada 




masyarakat, sehingga Voorst menyebutnya dengan ketidakpastian yang dianggap 
normal atau normal uncertainty. Menurut Voorst (2016) masyarakat yang hidup 
di samping sungai terbiasa dengan bencana, hal tersebut tercermin dari ungkapan 
“kami akrab dengan banjir”. Saya berusaha melihat ketidakpastian normal pada 
masyarakat yang tinggal di samping rel kereta api. Dengan adanya pendekatan 
masyarakat mengenai normal uncertainty, saya dapat melihat strategi yang 
diterapkan masyarakat dalam mengatasi risiko kecelakaan kereta api, 
penggusuran, dan kemiskinan. 
Pendekatan budaya dapat digunakan untuk melihat normal uncertainty 
dalam sudut pandang antropologi. Pendekatan ini menekankan strategi hidup 
kelompok atau komunitas untuk mengatasi risiko (Voorst, 2016). Oleh karena itu, 
dapat mengungkapkan strategi yang dipikirkan oleh masyarakat dalam 
membentuk mekanisme komunal untuk mengatasi tantangan lingkungannya 
(Smith & Hoffman; Gaillard dalam Voorst, 2016). Mekanisme tersebut dapat 
dilihat pada masyarakat yang hidupnya di wilayah rentan dengan bencana alam. 
Seperti yang disebutkan Bankoff (2003), masyarakat di Filipina telah membentuk 
penanggulangan dengan adaptasi arsitektur (Voorst, 2016). Hal ini menunjukkan 
bahwa masyarakat memiliki cara untuk menyesuaikan diri dan respon terhadap 
situasi mengancam yang disebut “budaya bencana”, dan sikap terhadap bencana 
yang dianggap normal.  
Saya menggunakan pendekatan budaya sebagai langkah untuk mengetahui 
strategi dalam menghadapi lingkungan yang mengancam, baik dari segi 




kerentanan supaya dapat diketahui penanganan risiko masyarakat secara 
keseluruhan. Selain itu, saya juga menggunakan konsep negosiasi untuk 
mengetahui negosiasi yang dilakukan masyarakat agar tetap tinggal di lahan 
ilegal. Negosiasi ini mungkin juga menjadi salah satu strategi masyarakat untuk 
bisa terus tinggal di permukiman samping rel kereta api, meskipun pada akhirnya 
mereka akan berjumpa dengan penggusuran di masa depan.  
Konsep commons, commoning, belonging, negosiasi, dan normal 
uncertainty saling berhubungan dalam penelitian ini. Konsep commons dan 
commoning dapat digunakan untuk mengetahui upaya masyarakat menjadikan 
ruang yang mereka tinggali sebagai milik bersama, melalui pembangunan dan 
praktik sosial. Tanpa disadari mereka berusaha mengklaim ruang tersebut 
(belonging). Lalu saya juga perlu mengetahui negosiasi yang dilakukan 
masyarakat dengan pihak formal/informal untuk menempati lahan ilegal. Seperti 
negosiasi dengan PT KAI dan seseorang yang bekerja khusus untuk menjual lahan 
kosong di wilayah tersebut. Selain itu, perlu diketahui cara masyarakat 
membangun fasilitas untuk kehidupan sehari-hari karena pasti membutuhkan 
negosiasi terlebih dahulu. Terakhir normal uncertainty digunakan untuk 
mengetahui hal yang membuat masyarakat bertahan, serta strategi yang diterapkan 
dalam kehidupannya yang memiliki ketidakpastian seperti kecelakaan kereta api, 
penggusuran, dan kemiskinan. 
1.7 Metode Penelitian 
 Saya tertarik menggunakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. 




sebenarnya di lapangan. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara pengamatan 
saat berada di lokasi penelitian dan wawancara intensif dengan informan. Menurut 
Creswell (2008), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mengeksplorasi 
dengan cara melakukan wawancara secara langsung (Semiawan, 2010). Saya tidak 
memberikan pembatasan terkait pendapat yang diungkapkan oleh informan, 
sehingga informan dapat mengungkapkan pikirannya secara terbuka. Informan 
juga tidak diberi pertanyaan yang dapat dijawab sesuai pilihan yang sudah 
ditentukan. Penelitian ini memberikan ruang besar pada informan, sebab informan 
dapat menjawab pertanyaan dengan menceritakan banyak hal di luar pertanyaan.  
1.7.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam melakukan penelitian tentu perlu diperhatikan tempat, aktor, dan 
aktivitas pada lingkungan yang menjadi lokasi penelitian (Spradley, 2007). Ketiga 
hal tersebut menjadi poin penting dalam menentukan lokasi penelitian, untuk 
mempertimbangkan penelitian berjalan dengan baik. Saya memiliki pertimbangan 
dalam penentuan permukiman yang menjadi tempat penelitian. Pertimbangan 
tersebut berupa permukiman samping rel kereta api yang hanya dibatasi oleh jalan 
setapak. Kedua, permukiman samping rel kereta api yang dibatasi dengan jalan 
lebih besar dan tembok kecil. Kedua jenis permukiman tersebut berada di samping 
rel kereta api wilayah Kota Lama Malang. Saya lebih mengacu pada permukiman 
samping rel kereta api yang hanya dibatasi oleh jalan setapak, karena rentan 
dengan ancaman kecelakaan kereta api dan penggusuran. Lokasi penelitian berada 
di RT. 09 RW. 07 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau 




permukiman ini juga dekat dengan Pasar Comboran. Sehingga lokasi ini tepat 
untuk penelitian karena dekat dengan fasilitas kota yang mungkin mendorong 
masyarakat membangun di lahan ilegal.  
Saya melakukan penelitian selama satu bulan yang merupakan waktu 
cukup untuk mendapatkan data. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan 
melihat siklus kehidupan masyarakat yang biasanya berulang setiap bulan. 
Penelitian tahap pertama dimulai pada akhir bulan Desember 2020. Tahap 
pertama saya lebih fokus pada pengamatan, pengenalan, dan meminta 
rekomendasi beberapa informan yang sesuai kriteria melalui Ketua RT. Penelitian 
tahap kedua pada bulan Januari 2021, yang mana saya mulai wawancara dengan 
informan secara bertahap. Saya juga melakukan wawancara dengan pihak Tata 
Kelola Ruang pada tahap kedua. Penelitian tahap ketiga pada bulan Februari 
2021. Pada tahap ketiga saya wawancara dengan informan sebelumnya secara 
terus menerus, dan menghadiri kegiatan masyarakat. Selain itu juga wawancara 
dengan pihak PT KAI, dan melakukan pencarian informan yang mengetahui 
informasi jual beli lahan. Penelitian tahap keempat pada awal bulan Maret 2021, 
saya masih melakukan wawancara terutama dengan informan kunci. Pada tahap 
akhir ini, saya fokus pada penambahan dan verifikasi data.  
Penelitian banyak dilakukan di bulan Januari-Februari. Jangka waktu 
penelitian yang saya lakukan panjang, namun terhitung hanya melakukan 
wawancara atau tatap muka selama satu bulan. Hal tersebut dikarenakan harus 
menyesuaikan waktu informan dan juga instansi. Terhitung setiap minggu 




dengan sistem pulang pergi, dari pagi hingga sore untuk wawancara dan 
mengamati kegiatan masyarakat. Selain itu juga dilakukan pada malam hari, 
menyesuaikan jadwal kegiatan masyarakat dan waktu luang yang dimiliki 
informan. 
1.7.2 Pemilihan Informan 
Dalam penelitian ini saya telah mengkategorikan informan yang akan 
diwawancarai. Teknik memilih informan berdasarkan tipologi Dean (1967), 
dengan menargetkan informan yang memiliki pengetahuan sesuai keinginan 
peneliti, dan bersedia untuk menyampaikan kepada peneliti (Hammersley & 
Atkinson, 2007). Pertama informants who are especially sensitive to the area of 
concern (informan yang sensitif terhadap lokasi yang menjadi perhatian) adalah 
mereka yang melihat secara objektif, yaitu perwakilan dari pihak PT KAI Kota 
Malang dan Bidang Tata Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan 
Cipta Karya Kota Malang. Saya tidak banyak menyasar informan ini, tetapi hanya 
untuk mencari beberapa data penelitian dari sudut pandang mereka. Saya ingin 
mengetahui pandangan pihak PT KAI terhadap masyarakat yang menempati lahan 
miliknya. Sedangkan pada Bidang Tata Ruang, saya ingin mengetahui mengenai 
tata letak bangunan yang sesuai aturan. Kedua the more willing to reveal 
informants (informan yang lebih bersedia untuk menyampaikan sesuatu) adalah 
mereka yang frustasi atau pemberontak, yaitu masyarakat permukiman samping 
rel kereta api atau Kampung Comboran. Informan ini menjadi aktor utama dalam 




Pemilihan informan diawali dari Ketua RT, kemudian diarahkan pada 
keluarga yang bersedia untuk diwawancarai secara intensif. Pemilihan informan 
dengan cara tersebut dilakukan karena diharapkan Ketua RT dapat memberikan 
rekomendasi keluarga yang sesuai dengan kriteria informan pada penelitian ini. 
Kriteria informan kunci yang pertama adalah keluarga yang telah lama tinggal di 
permukiman samping rel kereta api. Saya memiliki harapan bahwa mereka yang 
telah lama tinggal, mengetahui lebih banyak informasi terkait permukimannya. 
Saya memilih keluarga Bu Inah untuk menjadi informan pertama karena telah 
lama tinggal di Kampung Comboran, serta keadaan keluarga yang berekonomi 
rendah. Selain itu saya juga mewawancarai Abah Maji, yaitu salah satu 
masyarakat yang tahu sejarah pembentukan Kampung Comboran.  
Kriteria informan kunci yang kedua adalah keluarga pendatang, atau 
mereka yang melakukan urbanisasi dan tinggal di permukiman samping rel kereta 
api. Tujuan memilih informan tersebut yaitu dapat memberikan informasi terkait 
negosiasi yang dilakukan saat menempati lahan samping rel kereta api. Saya 
memilih keluarga dari Madura yaitu Bu Yanti, dan juga saudaranya yang 
mengikutinya pindah ke Kota Malang. Selain itu saya juga mewawancarai Ketua 
RT dan tiga keluarga lain yang tinggal di permukiman tersebut secara acak. Acak  
yang saya maksud adalah mewawancarai masyarakat tanpa pilihan yang spesifik, 
namun hanya dengan syarat masyarakat menetap pada permukiman tersebut baik 
lama maupun baru. Tujuan pemilihan informan tersebut untuk membandingkan 
informasi supaya dapat diketahui valid atau tidaknya. Tiga keluarga tersebut 




Salih sebagai penjual lahan dan rumah di Kampung Comboran untuk mengetahui 
apakah terdapat kerjasama dengan PT KAI. 
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu observasi, wawancara 
secara intensif, dan studi literatur. 
a. Observasi 
Observasi dan wawancara intensif sebagai ciri dari penelitian kualitatif 
saya gunakan untuk memperoleh data penelitian. Observasi saya lakukan sebelum 
dan selama penelitian berlangsung. Sebelum penelitian, saya mencari permukiman 
samping rel kereta api sekitar Stasiun Kota Lama Malang, terutama di Kecamatan 
Klojen dan Sukun. Banyak permukiman di samping rel kereta api, namun menurut 
saya Kampung Comboran sangat dekat. Tidak ada batas pengaman, dan terlihat 
belum tertata dibanding yang lain. Lalu saya melanjutkan observasi pada lokasi 
yang sudah ditentukan untuk mengetahui, dan melihat secara langsung kegiatan 
sehari-hari masyarakat. Saya juga mengamati wilayah di sekitar permukiman dan 
melihat kereta api melintasi rel, sehingga akan mengetahui kecepatan yang 
digunakan dan cara masyarakat menghindari bahaya dari kereta api. Observasi 
juga saya lakukan untuk menentukan informan yang cocok. Seandainya 
rekomendasi informan dari Ketua RT kurang cocok dengan kriteria yang saya 
inginkan, maka saat di lokasi saya mengamati melalui rumah yang dibangun dan 




b. Wawancara  
Pencarian data saya lakukan dengan wawancara intensif (berulang-ulang 
dengan orang yang sama) kepada informan kunci. Informan kunci merupakan dua 
keluarga yang sudah saya tentukan sebelumnya. Selain melakukan wawancara 
kepada informan kunci, saya juga melakukan wawancara kepada masyarakat 
lainnya dan Ketua RT. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 
umum terlebih dahulu, hingga mengerucut ke pertanyaan detail. Saya 
menanyakan mengenai pemaknaan pada lingkungan yang ditinggali, upaya serta 
negosiasi untuk membangun fasilitas permukiman, kegiatan yang diikuti, dan 
strategi hidup di lingkungan tersebut kepada masyarakat. Sedangkan Ketua RT, 
saya fokuskan pada pertanyaan mengenai administrasi dan pembangunan, serta 
negosiasinya di wilayah tersebut. Namun ternyata saya mendapatkan informasi 
lain selain mengenai hal tersebut.  
Menurut Hammersley dan Atkinson (2007), peneliti harus membentuk 
respon awal pada informan dengan cara melakukan penelitian secara terbuka. 
Penelitian terbuka dimaksudkan, memperkenalkan diri sebagai mahasiswa yang 
sedang melakukan penelitian untuk keperluan skripsi. Selain itu, peneliti juga 
harus membangun kepercayaan dengan cara impression management atau 
memperhatikan penampilan peneliti (Hammersley & Atkinson, 2007). Saya 
berpenampilan sederhana dan tidak mencolok layaknya informan, tetapi tidak 
secara keseluruhan mengubah latar belakang saya. Saya melakukan penelitian 




kali datang hanya untuk melihat keadaan, dan baru berkenalan serta wawancara 
kepada masyarakat. 
Saya tidak memiliki kendala jarak jika melakukan penelitian di lokasi. 
Permukiman di samping rel kereta api Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, 
Kota Malang tidak jauh dengan rumah saya jika ditempuh menggunakan 
kendaraan roda dua maupun angkutan umum. Selain itu saya juga melakukan 
wawancara pada pihak PT KAI Malang, namun harus meminta izin ke pusat PT 
KAI Daop 8 di Surabaya. Sebelum ke Surabaya, saya diharuskan tes rapid antigen 
terlebih dahulu. Lalu saya berangkat di pagi hari hingga malam menggunakan 
transportasi kereta api. Saya meminta izin ke tiga unit sesuai kebutuhan data yaitu 
Unit Operasi, Penjagaan Aset, dan Pengusahaan Aset. Setiap unit memberikan 
izin berupa tanda tangan pada surat dari PT KAI yang sebelumnya saya isi, 
sehingga saya dapat melakukan wawancara dengan setiap unit di cabang Malang. 
Wawancara pada pihak PT KAI hanya sebagai data pendukung untuk melengkapi 
informasi.  
Terdapat kendala pada saat wawancara dengan PT KAI, yaitu 
diharuskannya izin secara langsung dengan keadaan pandemi. Sebelumnya saya 
sudah mengirim surat izin melalui kantor pos, namun bisa diproses jika saya 
sebagai peneliti izin secara langsung. Setelah izin secara langsung, saya harus 
menunggu surat dari pusat untuk digunakan wawancara dengan pihak PT KAI 
Malang. Beberapa data yang saya butuhkan tidak dapat disampaikan dan 
diberikan oleh pihak PT KAI Malang, akibat adanya pembatasan informasi. Data 




Comboran, dan biaya boyong bongkar yang dikeluarkan untuk masyarakat 
terdampak. Saya juga melakukan wawancara dengan Bidang Tata Kelola Ruang 
dan berjalan dengan lancar. Hanya perlu mengantarkan surat izin, lalu akan 
dihubungi kembali untuk melakukan wawancara secara langsung dengan 
mematuhi protokol kesehatan. Setelah wawancara selesai, saya tetap 
menghubungi pihak Bidang Tata Kelola Ruang untuk menanyakan informasi yang 
terlewat saat wawancara.  
Selain kendala dengan pihak instansi, saya juga memiliki beberapa 
kendala dengan masyarakat. Salah satunya dengan orang yang menjual lahan di 
Kampung Comboran. Informan yang saya tuju tidak tinggal di Kampung 
Comboran, dan beliau sudah tua serta sakit sehingga sulit untuk ditemui. Saya 
menggunakan cara alternatif dengan mencari keluarga beliau. Pencarian saya 
lakukan beberapa kali, karena selalu dilempar dengan alasan tidak mengetahui 
informasinya. Sampai akhirnya saya menemukan salah satu anaknya yang juga 
memiliki lahan serta rumah di Kampung Comboran. Selain itu, pandemi tidak 
menjadi penghalang saya untuk melakukan penelitian di Kampung Comboran. 
Masyarakat disana terbuka dengan orang luar, dan tidak begitu takut dengan 
adanya pandemi. Hal ini dapat dilihat dengan tidak menggunakan masker saat 
keluar di sekitar rumah, padahal lingkungannya padat dengan orang-orang 
berjualan di pasar. Setelah data saya rasa sudah cukup, saya melakukan 
pemeriksaan ulang terkait data yang didapat. Jika ditemukan data yang kurang, 





c. Studi Literatur 
 Penulisan akan dilakukan dengan mencantumkan dua sumber yaitu sumber 
primer dan sekunder. Menurut Barlian (2016), sumber primer didapatkan 
langsung dari sumber data yaitu jawaban informan dengan mengajukan 
pertanyaan yang telah saya siapkan. Sedangkan sumber sekunder saya dapatkan 
melalui pihak ketiga, yaitu data dari ketua RT yang merekap identitas keluarga di 
permukiman samping rel kereta api ataupun tahun penempatan di lahan tersebut. 
Selain itu juga didapat dari sumber lain yaitu buku, berita, jurnal, artikel, video, 
dan sumber lainnya yang dapat diakses di internet. Menurut Raco (2010), hasil 
bacaan yang didapatkan dari buku, jurnal, maupun berita memberikan gambaran 
yang lebih jelas mengenai topik pembahasan yang sebelumnya dibahas oleh 
peneliti lain.  
Saya mencari data dari buku dan jurnal secara online di beberapa website. 
Buku yang saya gunakan mengarah pada persoalan mengenai negosiasi, 
permukiman di lahan ilegal, dan lainnya yang menyangkut penelitian. Selain itu 
saya juga membaca skripsi mahasiswa Antropologi yang memiliki pembahasan 
serupa di SAC FIB. Saya telah menggunakan studi literatur berupa buku dan 
jurnal yang diperoleh dari JSTOR, libgen, dan google scholar untuk tinjauan 
pustaka. Beberapa diantaranya adalah chapter yang ditulis oleh Hellman ada di 
buku Cities in Asia by and for The People dengan judul How to Prove You are 
Not a Squatter Appropriating Space and Marking. Buku yang ditulis oleh Voorst 
dengan judul Natural Hazard, Risk and Vulnerability: Floods and Slum Life in 




Renovation Not Relocation: the Work of Paguyuban Warga Strenkali (PWS) in 
Indonesia. 
1.7.4 Analisis Data  
Hasil dari pengumpulan data saya rekap dalam bentuk fieldnote atau 
catatan lapangan. Catatan lapangan ini berbentuk cerita narasi yang saya tulis dari 
hasil pengamatan dan wawancara selama berada di lokasi penelitian. Data yang 
masih dalam bentuk catatan lapangan akan saya olah kembali menjadi tulisan 
yang lebih terstruktur dan ilmiah, yang akan menjawab rumusan masalah. 
Pertama, yang saya lakukan adalah memilah data-data agar dapat diketahui data 
yang berhubungan dan tidak berhubungan. Selanjutnya, saya akan mencocokkan 
data tersebut dengan rumusan masalah, lalu mengkolaborasikan dengan konsep 
yang sudah ditentukan sebelumnya. Mulai dari konsep commons, commoning, 
belonging, negosiasi, dan normal uncertainty. Terakhir, saya menyusun secara 
sistematis dan deskriptif data wawancara yang sudah dielaborasikan dengan data 
ilmiah, sehingga akan menghasilkan kesimpulan penelitian. 
1.8 Sistematika Penyusunan 
 Bab pertama pada tulisan ini membahas mengenai latar belakang 
permasalahan dan ketertarikan saya memilih topik penelitian. Selanjutnya saya 
merangkum pertanyaan menjadi dua rumusan masalah besar yang menjadi inti 
dari pencarian data. Tujuan dan manfaat penelitian ini juga saya jelaskan, supaya 
apa yang saya sampaikan pada pembahasan dapat berguna bagi pihak yang 
membaca. Selain itu, saya mencantumkan beberapa tinjauan pustaka secara 




peneliti lain. Saya juga menggunakan beberapa konsep pada penelitian terdahulu 
yang dapat diterapkan pada penelitian saya. Konsep yang saya temukan dari 
penelitian terdahulu di tinjauan pustaka dan tulisan lain, saya jabarkan pada 
pembahasan kerangka teori. Kerangka teori berguna untuk mempermudah analisis 
data pada bab-bab selanjutnya. Terakhir, terdapat metode penelitian yang saya 
jabarkan mulai dari lokasi, informan, dan teknik pengumpulan data. Metode 
penelitian tersebut merupakan cara yang akan saya lakukan untuk mendapatkan 
data di lapangan. 
 Bab kedua membahas mengenai lokasi penelitian yang di dalamnya 
terdapat penjelasan terkait sejarah perkembangan permukiman di Malang pada 
masa kolonial, dan daya tariknya. Selain itu terdapat sejarah perkembangan kereta 
api di Malang yang menunjukkan bahwa jalur rel sudah ada sebelum permukiman 
didirikan. Keadaan dan kepadatan permukiman samping rel kereta api atau 
Kampung Comboran, dijelaskan secara rinci mulai dari sejarah pembentukan 
kampung hingga lokasi kampung yang merupakan zona RTH. Sub bab terakhir 
menjelaskan tentang keadaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dengan 
memperlihatkan penduduk yang heterogen serta pekerjaan yang homogen karena 
kampung dekat dengan pasar. 
 Bab ketiga membahas mengenai upaya masyarakat memproduksi ruang 
huniannya menjadi kepemilikan mereka. Perbedaan rumah dan alasan tinggal 
beberapa informan dijelaskan pada sub bab pertama. Selanjutnya, diperlihatkan 
secara rinci semua kegiatan yang masyarakat laksanakan di Kampung Comboran, 




mengenai pembangunan yang sudah dilakukan masyarakat dengan menggunakan 
tiga kategori agar lebih mudah untuk dianalisis. Terakhir, terdapat negosiasi yang 
masyarakat lakukan untuk membangun dan memiliki ruang huniannya secara 
bersama. 
 Setelah membangun dan memiliki hubungan sosial baik, tentu masyarakat 
juga harus memikirkan penanganan untuk mengatasi risiko yang ada di ruang 
huniannya. Pertama, dijelaskan mengenai tiga risiko yang terjadi di Kampung 
Comboran dan sudah menjadi ciri khas masyarakat. Meskipun begitu masyarakat 
tetap memiliki penanganan untuk mengatasi risiko yang dijelaskan pada sub bab 
selanjutnya. Terakhir, dijelaskan mengenai strategi komunal atau bersama yang 
masyarakat lakukan untuk menghadapi risiko penggusuran jika terjadi di masa 
depan. Bab selanjutnya yang menjadi akhir dari penulisan akan memberikan 
penjelasan secara singkat mengenai penelitian ini. Saran juga dituliskan untuk 
menunjukkan beberapa topik penelitian yang mungkin bisa dilanjutkan untuk 






PERMUKIMAN KUMUH DI MALANG: BERKEMBANG DAN PADAT
Pembahasan pada bab ini dimaksud untuk mendeskripsikan mengenai 
sejarah permukiman dan rel kereta api di Kota Malang. Selain itu mengenai tata 
ruang permukiman, keadaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di 
permukiman samping rel kereta api Kota Lama Malang, khususnya Kampung 
Comboran. Malang merupakan kota terpadat kedua di Jawa Timur setelah 
Surabaya (Ratih, 2020). Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Kota 
Malang mendorong masyarakat dari kota lain melakukan urbanisasi. Dapat kita 
lihat bahwa di tengah-tengah Kota Malang terdapat banyak permukiman yang 
didirikan di lahan ilegal dan berbahaya. Lahan di samping Sungai Brantas dan rel 
kereta api menjadi sasaran masyarakat untuk mendirikan bangunan. Permukiman 
tersebut tidak secara spontan ada, namun sudah ada generasi sebelumnya yang 
membangun hingga menjadi permukiman padat seperti sekarang. Hal tersebut 
juga didukung dengan perkembangan Kota Malang pada masa kolonial yang 
memiliki pengaruh terhadap penyebaran penduduk dan permukiman. 
2.1 Kilas Balik dan Daya Tarik Kota Malang 
         Kota Malang menjadi wilayah dengan pertumbuhan kota yang diakui 
memiliki perkembangan sejak awal abad ke-20. Pada era kolonialisasi, memicu 
adanya masyarakat yang majemuk di Kota Malang. Lokasi Malang yang 
dikelilingi pegunungan dan sungai, menjadikannya sebagai wilayah ideal bagi 
penduduk asing untuk bermukim (Suryorini, 2010). Meskipun demikian, 





disebabkan oleh lokasi Malang yang relatif tertutup akibat berada diantara dua 
barisan pegunungan, yaitu gunung Arjuna-Kawi di sebelah barat dan gunung 
Bromo-Semeru di sebelah timur. Sebenarnya kondisi tersebut menyebabkan tanah 
di Malang kaya abu vulkanis dan sumber air, sehingga menguntungkan 
pengembangan lahan perkebunan (Van Kol dalam Hudiyanto, 2017). Namun pada 
awal abad ke-19 pemerintah kolonial tidak memperhatikan kondisi lahan tersebut, 
melainkan fokus dengan kawasan pesisir dan pusat pemerintahan. Sampai 
akhirnya pada tahun 1826 terjadi pengembangan kawasan perkebunan 
(Hudiyanto, 2017). Perkebunan teh, kopi, tembakau, dan gula mendorong 
terbentuknya industri di Malang. Hal tersebut menyebabkan wilayah Malang yang 
dekat dengan perkebunan, memiliki infrastruktur antar kota dan dalam kota yang 
memadai (Saffanah, 2018).  
Setelah Malang menunjukkan perkembangan yang signifikan, mendorong 
migrasi besar-besaran masyarakat Eropa dan pribumi terutama Madura (Margana 
& Nursam dalam Hudiyanto, 2017). Masyarakat dari Madura berdatangan pada 
kurun waktu tahun 1855 sampai 1885. Mereka mencari penghidupan yang lebih 
baik dengan bekerja di perusahaan perkebunan kolonial (Nawiyanto, 2020). 
Selain itu, bekerja sebagai buruh lepas di tanah tegalan yang diubah menjadi 
perkebunan kopi dan tebu (Schaik dalam Hudiyanto, 2017). Masyarakat dari 
wilayah Kediri, Surabaya, dan Pasuruan juga mulai berdatangan ke Kota Malang 
akibat adanya pembukaan lahan. Faktor lainnya adalah perkembangan industri, 
perkebunan, dan perdagangan yang menciptakan peningkatan kemakmuran Kota 





Sebenarnya bukan hanya faktor perkembangan Kota Malang yang 
mendorong urbanisasi masyarakat Madura. Saya menekankan masyarakat 
Madura, karena pada lokasi penelitian banyak pendatang dari sana. Kondisi 
geografis Madura mendorong urbanisasi karena alam yang gersang, kering, dan 
tanah berkapur tidak mendukung pengembangan pertanian (Kuntowijoyo dalam 
Julaihah, 2020). Nawiyanto (2020) juga mengatakan, bahwa masyarakat Madura 
meninggalkan daerah asalnya yang tandus untuk pindah ke Malang dan wilayah 
ujung Timur Jawa lainnya.  
“Saya pindah ke Malang karena di Madura keluarga banyak, 
dan hanya mengandalkan pertanian. Dulu tempat tinggal saya 
kekurangan air kalau musim kemarau, jadi ya buat sawah dan 
kebutuhan sehari-hari harus beli. Pengeluaran menjadi lebih banyak 
akibat kekurangan air. Bahkan tempat tinggal saya sampai dijuluki 
desa larangan karena semua serba mahal” (Wawancara Bu Yanti, 
2021) 
 
Pernyataan di atas membenarkan informasi bahwa masyarakat yang tinggalnya 
jauh dari Kota Madura hanya mengandalkan pertanian. Tidak banyak pekerjaan 
yang bisa dilakukan di Madura, apalagi masyarakat yang tinggal jauh dari 
perkotaan. Beberapa kesulitan yang dialami masyarakat Madura, memperkuat 
faktor yang mendorong mereka melakukan perpindahan ke wilayah yang lebih 
maju. 
Perpindahan yang dilakukan masyarakat dari wilayah lain menyebabkan 
adanya penduduk majemuk di Kota Malang. Hal tersebut memunculkan 
pembagian kelas yang memengaruhi pola penyebaran permukiman. Sekitar tahun 
1800 sampai 1900 kota kolonial yang telah diduduki Belanda memiliki ciri khas, 
yaitu alun-alun kota menjadi pusat pemerintahan. Bangunan penting seperti kantor 





Kota dibentuk untuk kepentingan ekonomi, sehingga banyak bangunan penting 
yang dibangun di pusat kota “civic center” (Soehargo, 1996). Sampai sekarang 
kita dapat melihat bahwa di sekitar Alun-Alun Kota Malang terdapat pusat 
perbelanjaan seperti Ramayana, Matahari, Pasar Gajah Mada, Pasar Besar, Pasar 
Comboran, masjid, gereja, kantor pos, hotel dan sebagainya. 
Pola penyebaran permukiman juga mulai terbentuk pada saat itu, yang 
mana penduduk dengan kelas sosial tinggi akan bermukim di dekat pusat kota dan 
pemerintahan. Penduduk Eropa bermukim di kawasan yang dekat dengan pusat 
kota yaitu barat daya dari alun-alun seperti Talun, Tongan, Sawahan, Kayutangan, 
Oro-Oro Dowo, Celaket, Klojen, dan Rampal. Selanjutnya penduduk Cina 
sebagian besar bermukim di tenggara alun-alun, seperti Pasar Besar karena 
mereka merupakan pedagang. Sekarang kawasan tersebut dikenal sebagai 
Pecinan. Selain itu penduduk Arab bermukim di sekitar belakang masjid. 
Sedangkan penduduk pribumi kebanyakan bermukim di selatan dari alun-alun 
seperti Kebalen, Penanggungan, Jodipan, Talun, dan Klojen (Soehargo, 1996). 
Kondisi penyebaran permukiman pada zaman dahulu berkembang sampai 
sekarang. Dapat kita lihat bahwa di sekitar alun-alun tetap menjadi pusat 
pemerintahan dan perdagangan. Selain itu banyak orang-orang Cina yang menjadi 
pemilik toko di Pasar Besar. Bangunan toko di Pasar Besar juga terlihat tua seperti 
bangunan pada zaman dahulu, mungkin hanya direnovasi sesuai kebutuhan 
penggunanya. Kita dapat melihat pada kawasan yang dulunya merupakan 





Bahkan permukiman semakin bertambah, dan masyarakat yang tinggal di 
kawasan tersebut bukan lagi dari Malang saja, namun juga dari kota lain. 
Terdapat hal lain yang mendorong masyarakat dari kota lain mulai 
menetap di Kota Malang. Masyarakat yang telah melakukan urbanisasi dari dulu 
mengajak keluarga di daerah asalnya menetap di Kota Malang. Mereka 
menawarkan berbagai pekerjaan dan juga tempat tinggal yang murah. Ketua RT 
memberikan salah satu contoh siklus urbanisasi masyarakat ke Kota Malang. 
Diawali dengan nenek moyang yang telah menetap, karena pergeseran dari 
Madura menuju wilayah lain akibat penjajahan. Selanjutnya mengajak saudara 
lain untuk tinggal bersama sekaligus mencari peruntungan di Kota Malang. 
Beberapa waktu kemudian, mereka yang dulunya menumpang akan menyewa 
ataupun membangun rumah di permukiman yang sebelumnya ditempati. Siklus ini 
terus berlanjut sampai sekarang, ditambah adanya testimoni langsung bahwa 
hidup di Kota Malang dapat membantu perekonomian dibandingkan di Madura. 
Siklus urbanisasi semacam itu tidak hanya terjadi di Kota Malang. 
Penelitian yang dilakukan (Sasongko & Wahyuni, 2013), menunjukkan bahwa 
orang Madura melakukan urbanisasi ke Kota Bogor dengan membuka usaha 
informal. Mereka akan pulang ke Madura di saat hari lebaran dan menceritakan 
keberadaannya selama di perantauan, sehingga menarik kerabat lainnya untuk 
melakukan urbanisasi ke wilayah tersebut. Kesimpulannya, sub bab ini 
memberikan penjelasan bahwa Malang memiliki beberapa daya tarik yang 





internal (berkembangnya Malang) dan eksternal (keadaan geografis daerah asal), 
yang menyebabkan masyarakat dari wilayah lain melakukan urbanisasi.  
2.2 Sejarah Perkembangan Kereta Api di Malang 
         Pembangunan jalur kereta api di Malang bertujuan untuk membuka 
hubungan dengan wilayah lain, karena banyak hasil perkebunan dan orang Eropa 
yang singgah (Wicaksono & Alrianingrum, 2017). Secara sengaja pembangunan 
tersebut menghilangkan hambatan alam, yang menjadikan Malang menjadi 
wilayah tertutup dan sulit untuk berkembang (Hudiyanto, 2017). Pada awalnya 
pembangunan jalur kereta api diperuntukkan untuk transit perdagangan antara 
Malang dan Surabaya. Pada tahun 1879, pemerintah dengan bantuan perusahaan 
Staatsspoorwegen (SS) membangun jalur Malang-Bangil sebagai tempat transit 
sebelum menuju Surabaya. Pada tahun 1892, jalur dibangun kembali sampai 
Surabaya sehingga Bangil sudah tidak digunakan untuk transit. 
Selanjutnya Malang membutuhkan transportasi untuk mengangkut hasil 
perkebunan yang sedang berkembang saat itu. Pemerintah memberikan izin 
kepada pihak swasta Malang Stoomtram Maatschappij (MSM) untuk membangun 
stasiun dan jalur trem. Stasiun tersebut dibangun tahun 1900 dan dikenal dengan 
Stasiun Malang Jagalan yang terletak di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, 
Kota Malang. Stasiun Malang Jagalan ini diperuntukkan untuk bongkar muat 
tebu, dan langsiran kereta api ketel dari depo. Jalur trem yang dibangun oleh 
MSM adalah Malang-Bululawang, Bululawang-Gondanglegi, Gondanglegi-






Selanjutnya, MSM mengembangkan transportasinya untuk angkutan 
penumpang. Pada tahun 1901 dilakukan pembangunan jalur trem Tumpang-
Singasari, Malang-Blimbing, dan Sedayu-Turen. Stasiun Malang Jagalan 
memiliki tambahan fungsi yaitu sebagai transit penumpang. Stasiun Malang 
Jagalan ini terhubung dengan Stasiun Kota Lama Malang yang diperuntukkan 
untuk kereta api penumpang antar kota. Selain itu pembangunan jalur MSM 
terkoneksi dengan jalur yang dibangun SS, sehingga mempermudah penumpang 
untuk berganti kereta dengan dua jalur tersebut (Wicaksono & Alrianingrum, 
2017).  
Informasi mengenai trem yang mengangkut hasil perkebunan sekaligus 
penumpang, dibenarkan oleh pernyataan Abah Maji yang merupakan masyarakat 
lama. Dahulu kereta yang melewati jalur di dekat permukiman mereka adalah 
kereta uap atau sering disebut sepur kluthuk. Kereta tersebut mengakut hasil 
perkebunan seperti tebu dan kopi. Selain itu penumpang beserta barang 
dagangannya seperti pisang, daun pisang, kelapa, singkong dan sebagainya. 
Stasiun Jagalan pada saat itu juga masih berfungsi, yaitu rute kereta Dampit-
Turen-Gondanglegi. Lalu lintas kereta api memang sudah ada sejak masyarakat 
generasi pertama tinggal di permukiman mereka, namun hanya kereta sederhana 
atau trem. Dahulu setiap trem melintas, masyarakat was-was jika uap yang keluar 
dari cerobong atas mengenai rumah-rumah hingga menyebabkan kebakaran. 
Trem dan kereta api pada saat itu sama-sama menggunakan bahan bakar 
uap. Perbedaanya terletak pada rute operasi yaitu trem melayani rute pendek 





gerbong. Sedangkan kereta api melayani rute antar kota dengan rangkaian 
gerbong lebih panjang (Wicaksono & Alrianingrum, 2017). Sekarang trem sudah 
tidak digunakan kembali, dan beberapa stasiun kecil seperti Stasiun Malang 
Jagalan sudah tidak beroperasi. Hanya stasiun besar untuk kereta api penumpang 
antar kota masih beroperasi seperti Stasiun Kota Lama dan Belimbing. Selain itu, 
jalur trem banyak yang sudah tertimbun tanah. Namun ada juga jalur yang masih 
digunakan untuk kereta api ketel atau kereta api yang mengangkut Bahan Bakar 
Minyak (BBM). Jalur kereta api tersebut berada di Kampung Comboran yang 
menjadi lokasi penelitian saya. Menurut Abah Maji, jalur trem mengalami 
perubahan mutu rel, karena sekarang digunakan untuk jalur kereta api ketel yang 
memiliki muatan banyak. 
Kereta api ketel yang masih aktif sampai saat ini memiliki rute tetap pada 
wilayah Surabaya dan Malang. Kereta akan mengangkut BBM dari Stasiun 
Benteng yang berada di Surabaya. Selanjutnya kereta ketel akan transit di Stasiun 
Bangil karena jalan menuju Malang menanjak, sehingga sepuluh gerbong dari dua 
puluh gerbong yang dibawa akan ditinggalkan. Sepuluh gerbong akan diantar ke 
Depo Pertamina Malang, lalu kepala kereta akan kembali mengambil sepuluh 
gerbong yang masih berada di Stasiun Bangil.  
Pembahasan pada sub bab ini memperlihatkan bahwa masyarakat telah 
lama hidup berdampingan dengan lalu lalang kereta api di permukimannya. Hal 
tersebut didukung adanya pengetahuan mengenai keadaan kereta dengan 
teknologi dulu, dan kegunaanya untuk mengangkut hasil kebun serta dagangan. 





Kampung Comboran sekitar tahun 1950-an. Artinya saat itu rel dan aktivitas 
kereta api sudah ada, dan masyarakat sengaja membangun rumah di sekitarnya.  
2.3 Comboran: Permukiman di Pinggiran Rel 
Kampung Comboran berada di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, 
Kota Malang. Secara geografis Kelurahan Sukoharjo memiliki luas wilayah 
kurang lebih 54,74 km2, dengan ketinggian 444 m di atas permukaan air laut 
(Parera, Surjati, & Meviana, 2019). Kelurahan Sukoharjo ini merupakan salah 
satu kelurahan yang berada di Kecamatan Klojen. Artinya jika dilihat dari 
peta,  Kecamatan Klojen berada di tengah atau menjadi pusat Kota Malang. Hal 
tersebut memengaruhi akses menuju Kampung Comboran karena pusat kota. 
Banyak angkot, ojek, becak kayuh, becak motor yang melewati jalan di sekitar 
Pasar Comboran. Biasanya transportasi tersebut banyak digunakan oleh pedagang 
maupun pembeli yang menuju Pasar Besar, Comboran, dan Gadang. Selain itu, 
Kelurahan Sukoharjo berbatasan langsung dengan empat kelurahan lainnya. 
Sebelah utara terdapat Kelurahan Kidul Dalem, sebelah selatan terdapat 
Kelurahan Ciptmulyo, sebelah timur terdapat Kelurahan Jodipan, dan sebelah 






Gambar 1. Peta Kota Malang  
(Sumber: Si Petarung Kota Malang) 
 
Kelurahan Sukoharjo sendiri menjadi pusat perdagangan di Kota Malang. 
Salah satu pasar yang ada di Kelurahan Sukoharjo adalah Pasar Comboran. Pasar 
tersebut berada di sepanjang jalan Irian Jaya, Halmahera, Prof Moh Yamin dan 
Sartono SH atau sepanjang rel kereta api BBM (Pertiwi, 2020). Adanya kegiatan 
jual beli di Pasar Comboran memengaruhi kepadatan bangunan, baik toko 
maupun rumah. Masyarakat yang berjualan di Pasar Comboran, membangun toko 
permanen maupun semi permanen di samping jalan raya utama dan juga rel kereta 
api. Selain toko, masyarakat juga membangun rumahnya di samping rel kereta 
api. Salah satu permukiman padat berada di Kampung Comboran, yang dibangun 
pada samping kanan dan kiri rel kereta api.  
Kampung Comboran memiliki enam akses masuk yaitu Jalan Prof Moh 
Yamin gang VII, Sartono SH gang II, Sartono SH gang IV, Sartono SH gang VI, 
dan dua gang di Laksana Mardinata. Akses utama yang dekat dengan jalan raya 
dan jalur rel kereta api, berada di Jalan Moh Yamin gang VII dengan ruas jalan di 





kanan juga. Pendatang seperti saya akan kaget jika pertama kali masuk kampung 
melewati akses utama, dan bertepatan dengan melintasnya kereta api. Jalan 
menuju Kampung Comboran sudah berupa paving. Namun ketika hujan deras, 
beberapa titik jalan akan tergenang air. Hal ini menandakan bahwa jalannya tidak 
rata dan ada cekungan, sehingga air hujan yang jatuh dari genteng rumah tidak 
bisa mengalir ke ujung jalan. Salah satu hal yang saya lihat pertama kali di 
Kampung Comboran yaitu, tempat cuci piring, kompor, mesin cuci, dan sepeda 
motor berada di depan rumah. Tidak ada ruang di dalam rumah, sehingga barang-
barang yang tidak bisa diletakkan di dalam, akan diletakkan di luar. 
 
Gambar 2. Kepadatan Permukiman di Kampung Comboran  
(Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti) 
 
Kampung Comboran tidak spontan ada, namun terdapat sejarah awal 
masyarakat mulai menetap. Awalnya, Kampung Comboran tidak padat penduduk 
dan rumah seperti sekarang. Beberapa informan yang saya wawancarai ingat 
bahwa dulu lahan di samping rel kereta api luas, sehingga menjadi tempat 
bermain ketika masih kecil. Namun, permukiman perlahan-lahan tumbuh 





Rumah pertama yang berdiri di samping rel kereta api Comboran, terhitung sejak 
tahun 1950-an atau setelahnya. Namun sebelum itu, saat Belanda dan Jepang 
berada di Malang, tidak memungkinkan masyarakat bermukim di samping rel 
kereta api. Hal ini dilihat dari narasi sejarah pada buku “Menjadi Tjamboek 
Berdoeri” (Tjing, 2010). Tjing menarasikan keadaan sekitar Kota Lama, yang 
dekat dengan jalur rel kereta api. Sekitar wilayah itu terdapat pos jaga tentara 
Jepang. Saat itu terjadi ketegangan antara Belanda dan Jepang. Jepang berupaya 
merebut kekuasaan dari Belanda yang terlebih dahulu berada di Malang. Sehingga 
setiap pribumi atau Belanda yang lewat harus menunduk. Jika tidak mematuhi 
aturan tersebut akan dihukum. Selain itu, keadaan Malang pada tahun 1945-1947 
masih tegang hingga terjadi agresi militer Belanda I (Kharisma, 2016). 
Narasi Tjing mengenai sejarah keadaan sekitar Kota Lama yang artinya 
dekat dengan Kampung Comboran, dapat membenarkan pernyataan informan 
bahwa menetap di kampungnya sejak tahun 1950 atau setelahnya. Lalu, 
masyarakat yang telah menetap mengajak anggota keluarga untuk pindah karena 
wilayah Comboran menjadi pusat Kota Malang. Pasar, rel kereta api, stasiun, dan 
terminal dahulu berada di wilayah Comboran. Hal tersebut dibuktikan dalam 
deskripsi foto yang bersumber dari Museum Malang Tempo Dulu. Deskripsi 
tersebut berisi bahwa kendaraan dokar yang datang dari pelosok Malang, berhenti 
di daerah Comboran sebelum membawa dagangannya ke Pecinan. Oleh karenanya 






Dahulu pada awal pembentukan Kampung Comboran, hanya dihuni 
sebelas rumah dan letaknya berada di sebelah barat atau sekarang menjadi Pasar 
Comboran Timur. Sebelas rumah dihuni oleh keluarga yang berasal dari Madura 
dan Kabupaten Malang. Selanjutnya pemerintah atau kota madya membangun 
Pasar Comboran Timur, dan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah tersebut 
dipindahkan ke Sukun. Masyarakat sudah mendapatkan jatah tanah untuk masing-
masing keluarga. Namun sesepuh pada saat itu mempertahankan tempatnya, 
sehingga tidak mau untuk dipindah. Sebelum kejadian penggusuran, terdapat 
permohonan atau semacam negosiasi dari masyarakat. Negosiasi dilakukan karena 
masyarakat merasa bahwa nyaman tinggal di wilayah Comboran, dan pekerjaan 
yang dilakukan juga berada di sekitar wilayah tersebut. Alih-alih penggusuran, 
ternyata masyarakat direlokasi dekat dengan tempat lama. Semua yang tinggal 
dipindahkan ke sebelah timur, karena sebelah barat akan dibangun Pasar 
Comboran Timur. Ditetapkan batas barat dan timur untuk permukiman, yaitu 
batas barat berada di masjid, sedangkan batas timur berada di madrasah (letak 
batas sesuai kondisi permukiman saat ini). 
Pada saat itu lahan di samping rel kereta api Comboran masih berupa 
semak belukar, dan yang ditempati masyarakat aman dari rel kereta api. Alasan 
kota madya tidak menggusur permukiman karena pertama, masyarakat tidak mau. 
Kedua, kota madya memiliki rencana menata permukiman menjadi rumah sehat. 
Rumah sehat direncanakan bahwa setiap rumah yang dibangun harus memiliki 
jarak per rumah (lorong) agar tidak berdempet. Setiap Kartu Keluarga (KK) 





membangun rumah. Pembangunan dibantu oleh kota madya, dan dikerjakan 
masyarakat secara gotong royong. Rumah telah memenuhi jarak aman peraturan 
pembangunan di samping rel kereta api, yaitu minimal enam meter. Sehingga 
rumah sehat yang direncanakan berhasil dilakukan, dan jaraknya aman dari rel 
kereta api. Berikut saya sajikan gambar salah satu rumah yang dibangun di tanah 
pemberian kota madya. Saya berdiri di depan pintu untuk mengambil gambar ini, 
hasilnya terlihat bahwa jarak rumah jauh dari rel kereta api. Gambar yang saya 
beri lingkaran merah merupakan batas aman dari PT KAI. Dahulu masyarakat 
membangun tidak sampai batas aman, namun sekarang mulai dibangun melebihi 
batas aman. 
  
Gambar 3. Salah Satu Rumah yang Dibangun di Tanah Pemberian Kota Madya  
(Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti) 
 
Selanjutnya, pemindahan dan pembangunan sekitar sebelas rumah yang 
direlokasi sudah selesai. Pada saat itu pembangunan Pasar Comboran sebelah 
barat maupun timur juga sudah selesai. Keadaan lahan saat itu hanya digunakan 
bagian kanan rel (dilihat dari arah masuk Jalan Sartono SH gang II). Bagian kiri 
rel masih lahan kosong, hanya ada tegalan yang tidak terurus. Sampai akhirnya 
masyarakat berinisiatif menanam beberapa tanaman yang bisa dimanfaatkan, 





masih memanfaatkan lahan kosong di sekitar pasar sebagai tempat tinggal 
sekaligus berjualan. Rumah tersebut bersifat semi permanen atau berupa bedak. 
Pemerintah tidak memperbolehkan adanya hal tersebut, sehingga masyarakat 
membangun rumah di lahan sebelah kiri rel kereta api yang masih berupa tegalan. 
Beberapa orang mulai datang dan mematok tanah untuk dibangun rumah. Rumah 
yang didapatkan kecil-kecil karena dibagi rata dengan masyarakat lainnya. 
Terdapat sudut pandang lain mengenai sejarah Kampung Comboran, 
namun ceritanya tidak jauh berbeda. Bu Inah kelahiran tahun 1943 merupakan 
informan yang berasal dari Bululawang, dan memiliki sudut pandang sedikit 
berbeda mengenai sejarah Kampung Comboran. Bu Inah menceritakan awal 
kedatangannya di Kampung Comboran. Awalnya, bapak dari Bu Inah memulai 
pekerjaannya pada tahun 1950 di pabrik yang beroperasi dekat dengan Pasar 
Comboran. Para pekerja diberikan rumah bersama atau mereka menyebutnya 
sebagai rumah kongsen/magersari. Rumah tersebut dibangun di kawasan 
Kampung Comboran sekarang, namun jaraknya masih aman dari rel kereta api. 
Setelah pabrik tidak beroperasi, rumah tersebut dijual pada pendatang. Bapak 
beliau tidak bisa membeli rumah tersebut karena mahal, sehingga memilih 
kembali ke Bululawang.  
Pada tahun 1980-an, Bu Inah bersama suami kembali ke Kampung 
Comboran. Kondisi Kampung Comboran saat itu sudah ramai, dan masyarakat 
membangun lebih maju dekat dengan rel kereta api. Padahal dahulu Kampung 
Comboran hanya dihuni sebelas rumah seperti yang diceritakan Abah Maji 





untuk karyawan yang jaraknya tidak dekat dengan rel kereta api. Pada saat itu Bu 
Inah membeli dua bedak pedagang lampu dan kompor, serta jasa memperbaiki 
payung rusak di sebelah barat Kampung Comboran. Setelah mendapatkan rumah 
kepemilikan sendiri, Bu Inah dan suami menetap di Kampung Comboran. Hal 
tersebut diteruskan hingga sekarang, yang mana Bu Inah sudah memiliki anak, 
cucu, cicit, dan tetap tinggal bersama di Kampung Comboran. 
Saat ini, rumah-rumah di Kampung Comboran terlihat dibangun dengan 
luas dan tinggi yang berbeda. Namun jarak per rumah hampir sama yaitu tidak ada 
lorong antar rumah, melainkan rapat dengan tembok tetangga. Kondisi tersebut 
membuat permukiman terlihat sangat padat, apalagi dibangun di dekat rel kereta 
api aktif. Hal tersebut membuat saya memutuskan untuk wawancara dengan pihak 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kota Malang. Data 
yang saya cari berhubungan dengan Bidang Tata Ruang. Saya bertemu dengan 
Pak Dedy yang merupakan salah satu anggota Bidang Tata Ruang. Beliau 
mengatakan bahwa membangun rumah di samping rel kereta api sebenarnya 
sudah jauh dari kata aman, jika ditinjau dari tata kelola ruang. Jarak aman antara 
bangunan dan rel kereta api adalah sebelas meter ke kanan dan ke kiri, sehingga 
totalnya dua puluh dua meter. Jarak tersebut ditarik dari garis tengah atau as rel 
kereta api sampai pada pagar bangunan. Jika tidak memiliki pagar bangunan maka 
batasnya adalah halaman rumah yang paling depan. Bangunan yang didirikan di 
samping rel kereta api dengan jarak kurang dari sebelas meter atau jarak aman 





Selain jarak aman, terdapat ketinggian aman pada suatu bangunan. 
Menurut Pak Dedy, ketinggian aman pada umumnya delapan meter. Setiap lantai 
tingginya tiga meter, dan dua meter sisanya merupakan ketinggian atap bagian 
atas. Kebanyakan ketinggian rumah masyarakat masih pada batas aman yaitu 
memiliki dua lantai, dan biasanya lantai kedua terbuat dari bedak atau kayu. 
Selain itu juga terdapat beberapa rumah yang direnovasi dengan baik. Seperti 
rumah bertingkat dua dengan pilihan bahan bagus yang sesuai ketinggian aman. 
Meskipun begitu, kondisi lahan yang berdekatan dengan laju kereta api tetap 
membahayakan penghuninya, terlepas dari arsitektur rumah yang baik. 
Lokasi untuk membangun suatu bangunan perlu diperhatikan, selain 
keamanan jarak dan ketinggiannya. Hal tersebut untuk mengetahui apakah lokasi 
aman untuk hunian manusia, dan lahan bebas dari kepemilikan pihak lain. 
Tujuannya supaya tidak terjadi pembongkaran dan bangunan dapat berusia lama 
(Laksito, 2014). Berdasarkan peta zonasi Kota Malang, Kampung Comboran 
berada di RMJ-BA atau Zona Ruang Manfaat Jalan, Zona Ruang Manfaat Jalur 
Kereta Api, dan Zona Badan Air. Ruang tersebut terdiri dari jalan rel dan bidang 
tanah sebelah kanan, kiri, atas, bawah. Fungsinya untuk konstruksi jalan rel dan 
penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.  
Pada peta zonasi, umumnya permukiman akan diberi tanda warna kuning. 
Namun, Kampung Comboran diberi tanda warna hijau. Tanda warna hijau artinya 
merupakan Ruang Terbuka Hijau atau RTH. Ruang Terbuka Hijau adalah area 
memanjang yang menjadi tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alamiah 





merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki fungsi pokok sebagai 
penghijauan dan resapan. Sama halnya dengan sempadan yang memiliki arti 
dalam kawasan lindung seperti sempadan sungai, sempadan rel kereta api. 
Menurut Pak Dedy, fungsi dari sempadan untuk mengamankan baik fisik 
(bangunan) maupun jiwa (rasa keamanan). Menurut aturan yang berlaku, 
sempadan harus bersih dari bangunan dan kegiatan manusia karena memiliki 
fungsi yang sudah ditetapkan seperti penjelasan sebelumnya. 
 
Gambar 4. Peta Zonasi Kampung Comboran Zona RMJ- BA  
(Sumber: Si Petarung Kota Malang) 
 
 
Gambar 5. Peta Zonasi Kampung Comboran Zona RTH  






Baik peta zonasi maupun peta dasar, Kampung Comboran tidak 
ditunjukkan detail sebagai permukiman. Hanya ditunjukkan rel kereta api beserta 
lahan samping kanan dan kiri yang kosong. Padahal di lapangan, lahan samping 
kanan dan kiri rel kereta api telah padat oleh bangunan. Sebenarnya peraturan 
zonasi di Kota Malang baru ada sejak terbit RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) 
Malang Utara pada tahun 2015. Sebelum tahun 2015 tidak ada peraturan zonasi 
bahwa Kampung Comboran adalah RTH. Lahan samping rel kereta api atau 
sekarang menjadi Kampung Comboran merupakan lahan biasa. Lalu terdapat 
peraturan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota mewajibkan menyediakan 
20% dari luasan kota untuk RTH. Jika tidak dicukupi maka RTRW tidak akan 
disahkan, padahal setiap kota wajib memiliki RTRW.  
Adanya kewajiban pemenuhan RTH untuk kota, dilakukan pencarian 
untuk memenuhi kekurangan dengan cara menjadikan lahan umum sebagai RTH. 
Lahan umum tersebut seperti sempadan sungai, sempadan kereta api, SUTT 
(Saluran Udara Tegangan Tinggi), taman kota, makam umum, dan taman media 
jalan. Saat ini zona RTH di samping rel kereta api digunakan untuk permukiman, 
sehingga menghilangkan fungsi dari RTH itu sendiri. Menurut pihak Tata Ruang, 
kawasan Kampung Comboran tetap diperuntukkan untuk RTH sesuai aturan. 
Tidak ada perubahan warna hijau menjadi kuning pada Kampung Comboran di 
peta zonasi, karena sesuai regulasi akan tetap menjadi zona RTH. 
Pada bagian pembahasan ini memperlihatkan kondisi awal Kampung 
Comboran hingga sekarang. Akibat banyaknya urbanisasi masyarakat luar 





dulunya tegalan, banyak dibutuhkan dan digunakan masyarakat membangun 
bedak untuk berjualan di Pasar Comboran. Lambat laun bedak tersebut 
diperuntukkan untuk tempat tinggal. Selain itu rumah yang dulunya memiliki 
halaman, sekarang sudah tidak ada karena telah dibangun rumah lain. Tidak 
peduli ilegal dan bahaya, masyarakat mulai membangun hingga menjadi 
permukiman yang padat. Tidak ada batas antara satu rumah dengan rumah 
lainnya. Jika dilihat secara dekat, semua rumah adalah satu kesatuan yang 
menyambung karena berdempetan. 
2.4 Kondisi Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat Kampung Comboran 
         Secara demografis Kelurahan Sukoharjo memiliki jumlah penduduk yang 
banyak karena permukimannya juga padat. Jumlah penduduknya mencapai 11.907 
jiwa baik laki-laki maupun perempuan. Semua penduduk tersebut memiliki 
keberagaman budaya dan agama. Kebanyakan masyarakatnya merupakan asli 
suku Jawa dan suku Madura. Sedangkan untuk agama mayoritas islam 9.232 jiwa, 
kristen 768 jiwa, katolik 477 jiwa, dan buddha 234 jiwa (Parera, Surjati, & 
Meviana, 2019). Keberagaman penduduk tersebut tersebar di beberapa 
permukiman, salah satunya adalah di Kampung Comboran.  
Kampung Comboran berada di kawasan RW 07 Kelurahan Sukoharjo 
yang memiliki sembilan RT. Kampung Comboran berada di RT 09, dan 
merupakan kampung dengan jumlah penduduk terbanyak di kawasan RW 07. 
Jumlah penduduknya mencapai 584 jiwa, yang terbagi menjadi 298 laki-laki dan 
286 perempuan. Sedangkan RT 01-08 paling banyak terdapat 266 penduduk. 





Kampung Comboran kebanyakan dari suku Jawa atau asli dari Malang baik kota 
maupun kabupaten, dan suku Madura yang merupakan pendatang. Masyarakat 
pendatang dari Madura mendominasi Kampung Comboran dengan persentase 
80%. Pendatang Madura yang tinggal di Kampung Comboran sebagian besar 
berasal dari Pamekasan, Bangkalan, dan Sampang. Sedangkan masyarakat yang 
asli dari Malang hanya sekitar 15%, dan sisanya masyarakat Cina 5%.   
RT 
Jumlah Penduduk 







0-15 15-65 >65 
01 102 97 199 60 56 118 26 
02 78 105 183 55 47 126 28 
03 81 87 168 59 55 122 19 
04 17 22 39 14 14 55 13 
05 78 66 155 50 44 140 25 
06 49 47 96 31 22 67 5 
07 48 52 100 36 17 87 9 
08 138 128 266 74 96 241 16 
09 298 266 584 164 149 449 23 
Total 889 901 1790 543 500 1405 164 
Tabel 1. Jumlah Penduduk RW 07 Kelurahan Sukoharjo 
(Sumber: Arsip Ketua RT Kampung Comboran) 
Sebagian besar masyarakat di Kampung Comboran merupakan masyarakat 
yang sudah menetap sejak lama. Mereka biasanya menempati rumah peninggalan 
kakek/nenek maupun orang tuanya. Namun juga ada beberapa dari mereka yang 
merupakan pendatang baru, sehingga biasanya menyewa rumah pada pemilik 
lama. Kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat cukup banyak, hal tersebut 
dapat diketahui dengan adanya jamaah, kelompok keamanan, kelompok pemuda, 
PKK, dan posyandu. Masyarakat Kampung Comboran hidup pada struktur 
perkotaan di Kota Malang, sehingga dapat dikatakan memiliki tingkat 





dengan kemampuan masing-masing, sebagai bentuk tanggung jawab dalam 
menjunjung nilai transparansi dan legalitas dalam masyarakat (Sutowo, 2017). 
         Mengacu pada persentase pendatang di Kampung Comboran yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan masyarakat asli Malang, tidak menghalangi 
komunikasi di kehidupan sehari-hari. Masyarakat pendatang banyak yang telah 
menetap lama, sehingga telah beradaptasi dan berbaur dengan keadaan sosial 
budaya Kota Malang. Masyarakat disana mayoritas menggunakan bahasa Jawa 
dalam komunikasi sehari-hari. Menurut masyarakat yang merupakan asli Madura 
dan telah lama tinggal di Kampung Comboran, mereka bisa berkomunikasi 
menggunakan bahasa Jawa halus. Kemampuan untuk berbahasa Jawa halus 
mereka tidak kalah dengan orang Malang asli. Selain itu, mereka juga tidak 
membenarkan bahwa pendatang dari Madura memiliki nada yang tinggi. Mereka 
merasa bahwa dapat berbaur dengan yang lain, karena telah lama menetap 
membuat mereka serupa dengan masyarakat asli. 
         Awalnya masyarakat Madura yang baru pindah di Kampung Comboran, 
atau sekitar sepuluh tahunan merasa kesulitan berkomunikasi dengan bahasa 
Jawa. Mereka kurang memahami bahasa Jawa, karena kehidupan sehari-hari di 
Madura menggunakan bahasa Madura yang berbeda jauh dengan bahasa Jawa. 
Madura memiliki bahasa sendiri, bahkan memiliki bahasa kasar dan halus seperti 
bahasa Jawa. Tidak heran jika orang Madura yang baru pindah di Kampung 
Comboran merasa kesulitan berkomunikasi dengan orang Malang. Namun hal 
tersebut tidak terlalu dipikirkan oleh orang Madura, karena di Kampung 





menggunakan bahasa Madura. Sampai saat ini mereka yang berasal dari Madura 
saling menggunakan bahasa Madura di kehidupan sehari-hari. Sedangkan dengan 
orang Malang, pada awalnya mereka berkomunikasi menggunakan bahasa 
Indonesia. Namun lambat laun mereka mulai memahami apa yang 
dikomunikasikan oleh orang Malang menggunakan bahasa Jawa. Selanjutnya 
mereka bisa mempraktikkan sendiri dengan berkomunikasi menggunakan bahasa 
Jawa.  
Jika orang luar bertemu masyarakat Madura yang telah lama tinggal di 
Kampung Comboran, mungkin tidak akan menyadari bahwa orang tersebut asli 
dari Madura. Saya sendiri merasa seperti itu karena bahasa dan nada bicaranya 
sudah seperti orang Malang. Namun, berbeda jika bertemu dengan masyarakat 
Madura yang baru tinggal di Kampung Comboran, karena nada atau logat 
bicaranya masih terdengar seperti logat Madura meskipun berkomunikasi 
menggunakan bahasa Jawa. Bahasa tidak menjadi masalah besar bagi masyarakat 
karena mereka dapat beradaptasi dengan baik. Selain itu masih ada bahasa utama, 
yaitu bahasa Indonesia yang bisa digunakan ketika belum bisa mengerti bahasa 
Jawa. 
 Populasi orang Madura di Kampung Comboran selain memunculkan 
perbedaan budaya dan bahasa, juga memunculkan mata pencaharian yang paling 
diminati. Hasil penelitian dari (Sasongko & Wahyuni, 2013), menunjukkan bahwa 
orang Madura yang menetap di wilayah perkotaan akan berkecimpung pada usaha 
sektor informal. Maksud dari usaha sektor informal adalah, istilah yang biasanya 





wilayah memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. 
Wilayah Kampung Comboran dikelilingi pasar, sehingga sebagian masyarakat 
menjadi pedagang di Pasar Besar dengan menjual sayuran, bumbu dapur, maupun 
kebutuhan pokok lainnya. Selain itu juga menjual barang bekas, penyedia bahan 
































































































01 17 1 - 55 2 1 2 4 14 6 16 5 2 - 
02 12 2 - 57 4 2 2 2 8 7 12 8 4 - 
03 9 1 - 53 - 1 - - 9 19 69 16 6 - 
04 9 1 - 23 - 1 - 14 11 11 34 3 9 1 
05 26 4 - 23 6 2 2 6 16 16 117 8 26 1 
06 15 1 - 19 - 1 - 4 5 4 5 - 16 - 
07 15 5 1 9 2 5 2 5 12 5 3 4 - - 
08 67 2 1 61 - 1 - 13 13 61 76 2 17 - 
09 38 3 - 159 14 - 3 18 73 27 25 8 - - 
Total 208 20 2 459 28 14 11 66 161 156 357 54 80 2 
Tabel 2. Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan RW 07 Kelurahan Sukoharjo 
(Sumber: Arsip Ketua RT Kampung Comboran) 
Data pekerjaan masyarakat di RW 07 Kelurahan Sukoharjo yang saya 
dapatkan dari Ketua RT, menunjukkan bahwa kebanyakan bekerja sebagai 
wiraswasta atau pedagang. Sisanya bekerja sebagai karyawan swasta, PNS, 





memperoleh pekerjaan, dan data menunjukkan bahwa masyarakat di kampung 
Comboran paling banyak berpendidikan sampai SD. Masyarakat yang 
berpendidikan di tingkat SMP dan SMA, biasanya bekerja sebagai jasa seperti 
kurir dan ojek online. Beberapa masyarakat yang saya temui bekerja sebagai 
karyawan di restoran, pabrik, jual beli motor, pengantar barang, menjadi pegawai 
penjual baju di pasar, asisten rumah tangga, tukang parkir, mengumpulkan barang 
bekas, jasa memperbaiki telepon genggam dan sebagainya. 
         Selain beberapa pekerjaan di atas, masyarakat di Kampung Comboran 
khususnya perempuan membuka toko kelontong atau menjual jajanan di 
rumahnya. Banyak toko kelontong di Kampung Comboran mulai dari hanya 
menjual jajan, es kemasan yang diseduh, alat-alat sekolah, dan sembako. Selain 
itu masyarakat juga membuka warung kecil-kecilan di depan rumah yang hanya 
menggunakan meja sebagai tempat untuk menaruh jajanannya. Seperti sosis, 
tempura, jagung susu keju, pisang coklat, sayur, lontong, bakso, dan gado-gado. 
Saya juga mendengar bahwa terdapat masyarakat yang berjualan baju dengan 
sistem cicilan. Masyarakat yang tertarik bisa membeli baju yang diinginkan dan 
bayar dengan cara dicicil. Cicilan dibayar kapan dan berapa kali tergantung 
kesepakatan kedua belah pihak.  
Selain menjual kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan perut, 
terdapat yang menjual voucher wifi. Keadaan pandemi memaksa anak-anak 
belajar dari rumah secara daring. Mereka membutuhkan internet untuk mengakses 
pelajaran di sekolah. Beberapa diantaranya akan membeli voucher wifi yang dijual 





bahwa permukiman yang berdiri di samping rel kereta api ternyata memiliki 
banyak penduduk, dan juga banyak pekerjaan yang telah mereka lakukan untuk 





 BAB III  
RUANG HUNIAN, MASYARAKAT, DAN HAK MILIK
Pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai sejarah penyebaran 
permukiman di Malang masa kolonial, dengan memperlihatkan wilayah yang 
dihuni pribumi. Dipaparkan juga mengenai sejarah pembangunan transportasi 
kereta api di Malang dan Kampung Comboran. Pemaparan tersebut 
memperlihatkan bahwa rel kereta api dibangun terlebih dahulu, baru muncul 
rumah-rumah di sampingnya. Dalam bab ini saya memaparkan upaya masyarakat 
untuk memproduksi ruang huniannya menjadi kepemilikan mereka. Hal tersebut 
berawal dengan upaya memberikan identitas pada ruang hunian, yang 
berhubungan dengan sejarah pembentukan kampung. Dilanjutkan dengan upaya 
lainnya seperti pemilihan/pengaturan rumah, menciptakan praktik sosial, serta 
pembangunan fasilitas untuk kehidupannya. 
Pada bab ini saya memaparkan keadaan kampung kurang lebih seperti 
pandangan Patrick Guinness (2009) di buku “Kampung, Islam and State in Urban 
Java”. Pandangannya terhadap kampung adalah, masyarakat otonom dalam 
pembangunan fasilitas karena negara tidak sepenuhnya hadir. Kampung pada 
lokasi penelitian saya tidak memiliki izin dari PT KAI atas lahan yang digunakan. 
Secara umum kampung tersebut dikatakan sebagai permukiman ilegal. Hal 
tersebut membuat peran negara terhadap pembangunan infrastruktur kurang hadir. 
Sehingga kebanyakan pembangunan dilakukan dengan bantuan dana swadaya dan 
pihak luar. Meskipun begitu terdapat cerita dari masyarakat bahwa pemerintah 





langsung diperoleh begitu saja, namun harus negosiasi terlebih dahulu. Dalam bab 
ini saya juga memaparkan beberapa negosiasi yang dilakukan masyarakat untuk 
mendapatkan bantuan pembangunan fasilitas. 
3.1 Seadanya, yang Penting Tidak Kebocoran dan Kepanasan 
Keberadaan masyarakat memanfaatkan ruang yang seharusnya tidak 
digunakan untuk tempat tinggal, telah menciptakan berbagai pembangunan. 
Pembangunan pada sebuah ruang menjadi tempat tinggal, tentu melibatkan 
tindakan kolektif. Umumnya, ruang dipahami sebagai hal yang abstrak karena 
tidak memiliki ciri konkrit (Cresswell dalam Jaffe & Koning, 2016). Misalnya 
lahan di samping rel kereta api hanya berupa lahan kosong yang dipenuhi semak 
belukar. Tidak ada ciri-ciri tanaman yang sengaja dibentuk, untuk mengisyaratkan 
kegunaannya sebagai lahan pemanfaatan keamanan perjalanan kereta api. 
Sedangkan tempat, dipahami sebagai ruang terbatas yang memiliki ciri konkrit, 
serta dibentuk oleh pengalaman manusia dan dimaknai keberadaannya. Ciri 
konkrit tersebut dapat dilihat adanya bangunan, batas yang ditetapkan, dan 
aktivitas manusia (Cresswell dalam Jaffe & Koning, 2016). 
Kampung dapat dikatakan sebagai simbol kepemilikan yang dijiwai 
dengan nostalgia tertentu (Hellman, 2018). Pernyataan tersebut sejalan dengan 
perjalanan di awal pembentukan Kampung Comboran, yang membuat generasi 
penerus melanjutkan mempertahankan permukimannya. Sampai saat ini generasi 
penerus pada sebelas keluarga, beberapa masih tinggal di Kampung Comboran. 
Adanya pembangunan kota yang terus berkembang, mengakibatkan masyarakat 





dan memiliki identitas. Awalnya hanyalah permukiman kumuh, lalu dijuluki 
Kampung Comboran karena dekat dengan Pasar Comboran. Kata comboran 
sendiri diambil dari sejarah Pasar Comboran Barat yang sebelumnya merupakan 
tempat parkir dokar1. Comboran berasal dari kata combor/nyobor yang artinya 
memberi makan kuda2. Pada bagian ini secara khusus masyarakat memiliki 
hubungan antara proses konstruksi fisik dengan pembuatan makna. Masyarakat 
mengubah ruang yang tidak bermakna menjadi bermakna.  
Selain itu, pemaknaan juga muncul akibat adanya narasi sejarah awal 
berdirinya kampung serta pengalaman sesepuh mempertahankan dari 
penggusuran. Tempat tinggal tersebut dijiwai dengan rasa emosional dan ingatan 
pada sesepuh. Ahli geografi Yi-Fu Tuan menggunakan istilah topofilia (cinta 
tempat) untuk merujuk pada ikatan tersebut (Jaffe & Koning, 2016). Analisis ini 
juga tersambung dengan konsep commons yang saya sebutkan pada kerangka 
teori. Commons diartikan oleh (Nonini dalam Hellman, 2018) bahwa sumber daya 
yang diproduksi serta dimiliki bersama, dapat berupa materi atau non materi, dan 
simbolis atau sosial. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat 
memproduksi dan memiliki sumber daya berupa simbolis. Tempat tinggal mereka 
ada dan dijiwai dengan perjuangan sesepuh di masa lalu. Tempat tinggal tersebut 
juga dipertahankan dan memiliki identitas, serta makna sebagai bentuk 
kepemilikan bersama. 
Commons juga diartikan oleh (Cortes dkk dalam Hellman, 2018) sebagai 
mode atau cara hidup yang dilakukan masyarakat, untuk memproduksi sumber 
                                                          
1 Kereta roda dua yang ditarik oleh seekor kuda 





daya yang ada sehingga dianggap sebagai milik bersama. Sederhananya, 
bagaimana proses sumber daya diciptakan dan menjadi kepemilikan bersama? 
Selain memproduksi sumber daya simbolis yang tidak tampak fisik, masyarakat 
beralih pada sumber daya material yang tampak fisik. Dalam pembahasan ini, 
mode atau cara hidup selanjutnya yang dilakukan masyarakat untuk memproduksi 
sumber daya material adalah memilih, membeli, dan merenovasi rumah.  
Saat ini beraneka ragam bentuk dan ukuran rumah baik besar maupun 
kecil telah berdiri di Kampung Comboran. Saya akan menceritakan empat 
keluarga sebagai perwakilan untuk menunjukkan perbedaan rumah di Kampung 
Comboran. Dua keluarga menetap tepat di samping rel kereta api, dan satu 
keluarga berada di lahan pemberian kota madya. Satu keluarga lagi telah pindah di 
kawasan yang jauh dari rel kereta api, namun masih satu kampung.  
Rumah keluarga pertama tergolong sangat kecil sekitar 2x2 meter, dan 
dihuni oleh Bu Ria beserta suami. Beliau membeli rumah tersebut berupa satu 
bedak kecil yang terbuat dari kayu atau bagunan semi permanen pada tahun 2006, 
dengan harga Rp. 2.500.000,00. Harga yang dibayar untuk membeli satu bedak 
kecil terbilang murah, dan dapat dijadikan kepemilikan sendiri. Artinya bedak 
tersebut dapat direnovasi sesuai keinginan dan kebutuhan pemilik. Selain itu tidak 
dibebankan biaya sewa karena sudah dibeli. Bagi Bu Ria menyewa rumah 
memberikan beban, karena membayar biaya sewa setiap tahunnya. Sedangkan 
membeli rumah hanya membayar di awal, dan seterusnya tidak akan dibebankan 
pembayaran sewa. Hal tersebut mendorong beliau membeli rumah di samping rel 





“Ibu bapak bilang ke saya, daripada sewa rumah/kontrak satu 
sampai dua tahun cepat habis masa sewanya, lebih baik beli bedak di 
samping rel. Saya bisa merenovasi dan mengatur bedak itu senyaman 
saya. Sekarang kalau sewa rumah satu tahun habis biaya 3-4 juta, 
sedangkan beli bedak hanya 2,5 juta sudah jadi kepemilikan saya 
sendiri” (Wawancara Bu Ria, 2021). 
 
Umumnya masyarakat yang tinggal di lahan ilegal dengan rumah kecil, 
pandai mengatur dan memfungsikan ruangannya. Hal ini dibuktikan dengan 
keadaan bedak yang dibeli Bu Ria sebelumnya, telah berubah menjadi rumah 
kecil dengan dua ruangan yaitu atas dan bawah. Rumah bagian atas merupakan 
papan kayu, sedangkan rumah bagian bawah merupakan tembok yang sebagian 
dilapisi keramik. Keramik yang digunakan warnanya tidak senada, selain untuk 
lapisan tembok juga sebagai lantai. Rumah atas dan bawah dihubungkan dengan 
tangga yang terbuat dari kayu. Bagian atas rumah merupakan tempat untuk 
menyimpan barang, dan bagian bawah rumah untuk tidur. Biasanya setiap rumah 
memiliki satu ruangan untuk kamar mandi dan dapur, namun Bu Ria tidak 
memilikinya. Tidak ada lahan lagi untuk membangun ruang tambahan, beliau juga 
tidak memiliki uang lebih untuk merenovasi menjadi lebih baik. Pandangan Bu 







Gambar 6. Keadaan Rumah Bu Ria 
(Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti) 
 
Keadaan rumah nenek Bu Ria juga hampir sama, yaitu dua bedak kecil 
yang dibeli lalu direnovasi menjadi beberapa ruangan. Rumah mereka 
bersebelahan karena Bu Inah merupakan nenek Bu Ria sekaligus orang tua yang 
tinggal bersama anak, cucu, dan cicitnya di satu atap. Rumahnya tidak begitu 
besar, yaitu dua bedak kecil disatukan dan dibangun bagian atasnya untuk menjadi 
tempat tidur. Saya tidak begitu paham mengenai ukuran rumah yang pasti, tetapi 
menurut pandangan saya rumah tersebut memiliki luas 6x3 meter. Rumah beliau 
memiliki dua pintu, yang pertama adalah pintu akses ke ruang tamu. Sebenarnya 
ruang tamu yang saya maksud bukan seperti rumah pada umumnya, dengan 
dilengkapi furnitur kursi dan meja. Melainkan ruang tamu tersebut menjadi ruang 
serbaguna yang digunakan untuk beberapa aktivitas. Ketika ada tamu datang, akan 
dipersilahkan duduk di ruang tersebut. Ketika ingin makan dan istirahat sembari 





ruang tersebut akan berubah menjadi kamar tidur karena kasur-kasur akan 
dipasang dan beberapa orang akan tidur disana. Selain itu, ruangan tersebut juga 
sebagai barang penyimpanan baju. Terdapat dua lemari kecil yang berisi 
tumpukan baju, dan di atas lemari digunakan untuk meletakkan televisi.  
Ruang selanjutnya dapat diakses melalui pintu kedua yang langsung 
menuju dapur. Jadi sebelah ruangan serbaguna tadi terdapat dapur, kamar mandi, 
dan akses untuk naik ke ruangan atas. Dapur dan kamar mandi hanya memiliki 
lebar 2x3 meter sehingga sangat sempit. Kamar mandinya sendiri kira-kira hanya 
delapan keramik ukuran sedang. Tidak ada tempat untuk buang air besar, hanya 
tempat untuk mandi dan buang air kecil saja. Ruangan dan tanah di rumah Bu 
Inah tidak memadai jika dibangun lubang untuk bakal jamban. Sedangkan 
ruangan atas atau lantai dua dari rumah Bu Inah digunakan untuk tidur, sholat, 
menjemur pakaian dan menyimpan beberapa barang. Selain itu, ruang tersebut 
juga digunakan oleh anak bungsu Bu Inah untuk melakukan bisnis jasa 
memperbaiki telepon genggam. Sedangkan mencuci piring dan baju dilakukan di 
depan rumah, karena tidak ada ruangan lagi untuk kegiatan tersebut. 
Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa terdapat sebelas keluarga yang 
menempati tanah pemberian kota madya di masa lalu. Warisan rumah dari 
sesepuh tersebut, dipertahankan dengan cara ditempati oleh anak-anaknya. Secara 
bertahap rumah direnovasi dengan menyesuaikan kebutuhan keluarga yang 
tinggal saat ini. Rumah tersebut cukup luas dibandingkan dengan rumah dua 
keluarga sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena rumah bukan dibeli dari bedak 





didapatkan melalui pemberian kota madya, memiliki fungsi awal sebagai tempat 
tinggal. Salah satu contohnya yaitu rumah milik Ketua RT yang merupakan 
warisan dari orang tuanya. Rumah tersebut sudah diubah dan diperluas hingga ke 
dekat rel untuk membangun halaman dan toko kelontong.  
Tiga informan sebelumnya merupakan keluarga yang telah lama tinggal di 
Kampung Comboran atau sekitar lima belas sampai dua puluh tahun lebih. 
Selanjutnya saya akan memperlihatkan salah satu keluarga pendatang dari Madura 
yang baru tinggal di Kampung Comboran kurang dari dua puluh tahun. Bu Yanti 
merupakan orang asli Pamekasan Madura yang pindah ke Malang karena ingin 
mencari pekerjaan selain menjadi petani. Beliau pindah ke Malang pada tahun 
2014, dan akan bekerja di Pasar Besar. Kampung Comboran menjadi pilihan Bu 
Yanti, karena menemukan sewa rumah yang murah dan dekat dengan tempat 
kerja. Beliau tidak memikirkan keamanan lingkungan yang akan ditempati, 
namun hanya fokus mencari rumah yang dekat dengan pasar.  
Saat ini Bu Yanti telah merasa nyaman dan tercukupi tinggal di Kampung 
Comboran. Sampai akhirnya saudara kandung di Madura mengikuti pindah di 
Kampung Comboran, dengan menyewa rumah di samping rel kereta api juga. Saat 
ini saudara kandung Bu Yanti telah membeli rumah yang sebelumnya hanya 
disewa. Rumahnya sudah menjadi kepemilikan pribadi, namun lahan yang 
digunakan tetap milik PT KAI. Selain itu, selama enam tahun Bu Yanti beserta 
suaminya mengumpulkan uang untuk rencana pindah dari Kampung Comboran. 
Ternyata pindahnya buka di luar Kampung Comboran, namun masih tetap berada 





namun sedikit jauh ke belakang. Tanah yang digunakan untuk membangun rumah 
juga masih kepemilikan dari PT KAI. Alasan pindah yaitu menginginkan rumah 
yang lebih luas dan aman dari lalu lalang kereta api, karena memiliki anak kecil 
yang sedang masa aktif. Rumah yang dibeli sekarang memiliki halaman sehingga 
bisa digunakan untuk bermain anaknya tanpa merasa takut akan bahaya.  
Berdasarkan penjelasan keadaan rumah kedua keluarga yang tinggal tepat 
di samping rel kereta api, memperlihatkan bahwa baik Bu Ria maupun Bu Inah 
telah menciptakan rumah nyaman versi mereka. Selanjutnya, salah satu keluarga 
sesepuh juga telah meneruskan rumah warisannya. Terakhir, satu keluarga 
pendatang dari Madura juga telah mewujudkan rumah nyaman mereka, yaitu 
pindah menjauhi rel kereta api. Dengan hal ini kita dapat melihat bahwa rasa 
nyaman tinggal di Kampung Comboran tidak hanya didapatkan dari lamanya 
tinggal di permukiman tersebut seperti Bu Inah. Melainkan juga didapatkan dari 
kenangan masa lalu dari sesepuh seperti Ketua RT. Serta kerukunan masyarakat 
yang heterogen dan dekat dengan fasilitas seperti anggapan Bu Yanti. Dekat 
dengan saudara juga memengaruhi rasa nyaman, hal ini terlihat dari Bu Ria dan 
Bu Yanti yang memiliki saudara di dekat rumahnya. Beberapa faktor yang 
memengaruhi rasa nyaman menurut empat keluarga, sejalan dengan yang 
disampaikan Abah Maji bahwa Kampung Comboran dijuluki Daerah Istimewa 
Comboran. Hal tersebut dikarenakan masyarakat rukun, banyak kegiatan yang 
dilaksanakan, dan tetap aman walaupun hidup di samping rel kereta api. Bahkan 
menurut Abah Maji, Kampung Comboran tidak dapat ditukar dan disamakan 





Selain cerita mengenai rasa nyaman pada empat keluarga di atas, 
kenyamanan juga dapat dilihat pada masyarakat lainnya. Secara kasat mata 
terlihat beberapa rumah telah direnovasi dengan baik. Masyarakat yang awalnya 
singgah dengan menyewa rumah, lalu membeli dan merenovasinya. Beberapa 
saudara dari daerah asal juga mulai diajak untuk tinggal di Kampung Comboran. 
Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Bu Inah Bahwa Masyarakat yang tinggal 
Kampung Comboran, terutama orang Madura ketika sudah sukses di perantauan 
akan membangun rumah yang lebih bagus dan mengajak saudaranya. Dari sini 
kita dapat melihat, bahwa lahan ilegal tidak memengaruhi seseorang enggan 
memilih tinggal di Kampung Comboran. Bahkan setelah memiliki uang yang 
cukup untuk pindah, mereka memilih tetap tinggal. Mereka bukan tinggal di 
Kampung Comboran tanpa alasan. Masing-masing memiliki alasan sendiri sesuai 
dengan pengalaman maupun kebutuhan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. 
Terdapat dua sudut pandang penilaian kampung dari informan yang saya 
wawancarai. Menurut masyarakat yang telah lama tinggal di Kampung 
Comboran, merasa bahwa dirinya telah memiliki pengalaman hidup berharga 
mulai awal pembentukan sampai saat ini. Pengalaman tersebut seperti ingatan 
pada sesepuh atau anggota keluarga yang dulu berjuang mempertahankan 
permukiman. Selain itu ingatan masa kecil yang melihat perubahan kondisi 
kampung hingga saat ini. Sedangkan menurut masyarakat pendatang, khususnya 
dari Madura merasa bahwa Kampung Comboran dekat dengan fasilitas yang 





peluang untuk mendapatkan pekerjaan, walaupun salah satunya hanya menjadi 
penjaga toko pakaian di Pasar Besar.  
Penghasilan yang didapatkan ketika bekerja di Malang dirasa cukup, 
dibandingkan penghasilan petani di Madura yang tidak pasti. Hal tersebut 
dikarenakan panen dilakukan tiga sampai empat bulan sekali dan bergantung 
dengan cuaca. Sedangkan kerja di Malang misalnya menjadi penjaga toko 
pakaian, sudah memiliki hasil yang pasti yaitu gaji satu bulan sekali. Perolehan 
pendapatan yang pasti dan tidak pasti tersebut, menjadi tolak ukur untuk 
mengetahui perbandingan pendapatan di Madura dan Malang. Hal ini tentu tidak 
bisa disamakan dengan semua orang. Informan dari Madura yang saya 
wawancarai berpandangan bahwa, bisa mendapatkan pekerjaan apa saja jika hidup 
di tengah perkotaan dibandingkan di desa.  
Pada sub bab ini dapat dirangkum bahwa masyarakat yang tinggal di 
Kampung Comboran telah menciptakan identitas untuk kampungnya. Identitas 
tersebut diciptakan secara kolektif, akibatnya mereka memiliki penilaian baik 
terhadap kampungnya. Selain itu, masyarakat juga membangun rumah yang 
sesuai menurut mereka. Hal ini sejalan dengan konsep milik bersama yang 
didefinisikan oleh Hellman (2018). Milik bersama bertujuan untuk menganalisis 
permukiman sebagai bentuk sumber daya kolektif, sosial, dan material. Pertama, 
permukiman sebagai sumber daya kolektif ditunjukkan pada masyarakat asli 
maupun pendatang dapat menempati Kampung Comboran. Meskipun berasal dari 
wilayah yang berbeda, mereka sepakat atas identitas yang dibangun di 





nyaman juga didapatkan dari pemilihan sewa atau membeli rumah sesuai 
kebutuhan. Rumah yang dipilih masyarakat ini dapat dikatakan sebagai sumber 
daya material atau tampak fisik. Mereka tidak memperdulikan lahan siapa yang 
dihuni, namun lebih memperdulikan bagaimana bisa memiliki tempat tinggal yang 
dapat digunakan untuk tidur, meletakkan barang-barang, makan, dan kegiatan 
lainnya.  
3.2 Praktik Sosial Masyarakat dalam Membangun Ruang Hunian 
         Masyarakat telah memproduksi identitas, dan menetapkan rumah yang 
sesuai menurut mereka. Kedua hal tersebut membuat masyarakat nyaman tinggal 
di Kampung Comboran. Selain itu, terdapat praktik sosial yang menyebabkan 
masyarakat semakin nyaman tinggal di kampungnya. Harvey (2012), menjelaskan 
hal tersebut dengan commoning yaitu menciptakan lingkungan sosial yang 
dianggap penting. Sedangkan Hellman (2018), mengembangkannya menjadi 
commons to commoning. Artinya masyarakat melakukan mode atau cara hidup 
selanjutnya, yaitu menciptakan hubungan baik agar dapat hidup dengan teratur 
dalam lingkup masyarakat heterogen. Hubungan baik ini tidak dapat secara 
langsung terbentuk, namun akan terjalin dengan beberapa kegiatan yang sering 
mempertemukan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut masyarakat bisa 
membangun relasi dan saling mengenal hingga memiliki rasa kebersamaan.  
Kegiatan yang dilakukan di Kampung Comboran terbilang banyak, dan 
beberapa masyarakat juga menjadi bagian yang bertanggung jawab serta mengatur 
kegiatan tersebut. Pertama, tentu terdapat Ketua RT sebagai pengurus utama di 





RK (Rukun Keluarga). Terhitung Ketua RT saat ini menjadi yang ke sembilan. 
Beberapa Ketua RT menjalankan masa jabatan lebih dari satu kali. Ketua RT 
memiliki pengurus yang membantu tugasnya yaitu sekretaris, bendahara, dan 
seksi lainnya. 
Umumnya setiap kampung memiliki posyandu atau minimal salah satu 
rumah yang secara rutin digunakan untuk kegiatan penyuluhan dan penyaluran 
kesehatan dari puskesmas. Kegiatan tersebut ada di Kampung Comboran, bahkan 
sudah memiliki tempat khusus yaitu diadakan di Posyandu Fatmawati II. Ibu-ibu 
di Kampung Comboran berperan dalam mengatur kegiatan posyandu. Kegiatan 
posyandu dilaksanakan setiap hari Senin pada minggu ketiga, dan wajib diikuti 
oleh seluruh masyarakat di Kampung Comboran. Kegiatan yang dilakukan seperti 
posyandu pada umumnya, yaitu memberikan kontrol kesehatan lansia, ibu hamil, 
dan balita. Bidan dari puskesmas akan datang ke posyandu, dan dibantu oleh 
pengurus Posyandu Fatmawati II untuk melaksanakan kegiatannya. Selain itu, 
para pengurus Puskesmas Fatmawati II rutin menyalurkan penyuluhan yang 
disampaikan dari pihak puskesmas dan dinas kesehatan. Masyarakat telah 
mendapatkan perhatian dari pemerintah mengenai kesehatannya melalui pengurus 
puskesmas. Tempat tinggal ilegal tidak menjadi hambatan untuk menyalurkan 
penyuluhan mengenai kesehatan. 
Kegiatan selanjutnya masih diperankan oleh ibu-ibu yang sering menjadi 
jembatan hubungan sosial dengan tetangga, karena kebanyakan menetap di 
rumah. Umumnya setiap kampung ataupun perumahan memiliki PKK yang 





tersebut sudah ada sejak tahun 1993, yang mana dijadikan wadah perkumpulan 
ibu-ibu dengan kegiatan yasinan bersama. Saat ini, kegiatannya dilaksanakan 
minggu terakhir dalam setiap bulan. Kegiatannya diisi oleh hal-hal positif seperti 
tahlilan, penyampaian hasil penyuluhan dari dinas dan puskesmas, serta berbagi 
pengalaman pelatihan usaha yang pernah diikuti. Namun kegiatan PKK ini tidak 
diikuti oleh semua masyarakat, hanya beberapa yang bersedia. Bagi yang tidak 
mengikuti PKK, maka masyarakat yang ikut memiliki kewajiban untuk 
menyampaikan hal penting saat kegiatan berlangsung.  Sampai saat ini PKK telah 
berkembang, yang artinya masyarakat memiliki antusias terhadap kegiatan 
tersebut. Tanpa adanya keikutsertaan masyarakat, PKK tidak akan berlanjut. 
Kegiatan semacam itu dapat merekatkan hubungan ibu-ibu di Kampung 
Comboran.  
Selain kegiatan kesehatan dan pemberdayaan perempuan, juga terdapat 
kegiatan keagamaan seperti tahlilan yang dilakukan rutin oleh masyarakat karena 
mayoritas beragama islam. Pemuda di Kampung Comboran melaksanakan 
sholawatan setiap malam Jumat di masjid. Pemuda juga rutin melakukan 
pertemuan untuk membahas kegiatan yang akan diselenggarakan di kampung. 
Masyarakat memiliki banyak kegiatan yang biasanya sebagian besar diatur oleh 
ikatan pemuda dengan bantuan yang lain. Ikatan pemuda merupakan masyarakat 
usia produktif, dan kebetulan banyak anggota laki-laki dibanding perempuan. 
Mereka juga memiliki kelompok hadrah3 yang aktif mengisi kegiatan kampung. 
Selanjutnya, setiap satu bulan sekali tepatnya hari Jumat Manis, bapak dan 
                                                          






pemuda melakukan pengajian Khatmil Quran4 bergilir. Kegiatan tersebut 
dilakukan dengan cara berkeliling rumah, jadi setiap rumah di kampung 
mendapatkan giliran untuk mengadakan pengajian. Selanjutnya setiap hari Kamis 
sesudah sholat isya, diadakan acara tahlil5 dan musyawarah bersama di masjid 
yang diikuti oleh bapak dan pemuda. Ibu dan remaja putri juga berperan dalam 
kegiatan semacam ini. Kegiatan sholawatan6 khusus untuk remaja putri 
dilaksanakan satu minggu sekali pada hari Selasa setelah maghrib. Sedangkan 
kegiatan khusus untuk ibu-ibu yaitu ratib (dzikir berjamaah) dilaksanakan setiap 
dua minggu satu kali, lebih tepatnya hari Sabtu setelah maghrib. Tidak lupa semua 
masyarakat baik tua, muda, laki-laki, maupun perempuan juga berkesempatan 
mengadakan kegiatan bersama, seperti sholawatan yang dilaksanakan secara rutin 
satu bulan sekali tepatnya pada hari Jumat setelah isya.  
Selain kegiatan keagamaan rutin, juga terdapat kegiatan untuk merayakan 
hari besar. Meskipun kampung memiliki lahan yang terbatas untuk menggelar 
acara besar, namun masyarakat tetap berpartisipasi merayakannya. Saya pernah 
mengikuti acara Maulid Nabi SAW7 yang diselenggarakan oleh masyarakat. 
Rangkaian acaranya yaitu sholawat bersama, mendengarkan ceramah, dan berbagi 
makanan. Kegiatannya juga melibatkan pemuda untuk memeriahkan dengan cara 
menampilkan marawis/hadrah. Pada saat itu saya berkunjung ke rumah Ketua RT, 
terlihat semua anggota keluarga sedang sibuk mempersiapkan makanan untuk 
acara tersebut. Setiap rumah diwajibkan untuk mempersiapkan makanan. Selagi 
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ibu-ibu mempersiapkan makanan, bapak-bapak dan pemuda mempersiapkan 
panggung di lapangan yang berada di permukiman kawasan belakang. Lapangan 
tersebut yang dijadikan masyarakat sekitar untuk menggelar kegiatan selama ini. 
Kegiatan ini melibatkan semua masyarakat, dan dana yang digunakan untuk 
menyewa keperluan diperoleh dari iuran masyarakat yang dilakukan sebelumnya. 
Iuran dilakukan dengan cara setiap rumah diberikan amplop dan siapa saja yang 
ingin menyumbang maka mengembalikan amplop tersebut dengan keadaan terisi 
oleh uang. 
Selain kegiatan yang bersifat keagamaan, juga terdapat kegiatan untuk 
menjaga keamanan kampung. Setiap hari diadakan ronda atau jaga malam 
kampung yang mana orang-orang akan berkumpul di pos. Tujuan ronda sendiri 
untuk menjaga keamanan kampung, jika ada orang yang mencurigakan masuk 
kampung akan didatangi dan ditanya mengenai tujuannya. Selain tujuan utama 
yaitu mengamankan kampung, kegiatan jaga malam dapat menyambung 
silaturahmi antar masyarakat. Terdapat pembagian tugas dan jadwal untuk setiap 
malam yang terdiri dari empat orang. Jika tidak bisa melaksanakan kewajiban jaga 
malam, maka akan dikenakan sanksi. Bagi masyarakat yang izin tidak bisa jaga 
sebelumnya dengan alasan yang jelas, maka bertanggung jawab memberikan 
konsumsi kepada masyarakat yang jaga saat itu. Sedangkan masyarakat yang 
tidak jaga malam dan tidak ada keterangan maka dikenakan denda Rp. 
100.000,00. Masyarakat yang tidak bisa jaga pada hari yang sudah ditentukan 
dapat berdiskusi dengan masyarakat lainnya untuk menggantikannya agar tidak 





di tujuh titik. CCTV ini merupakan sumbangan dari bank BRI dan swadaya 
masyarakat, masing-masing empat dan tiga CCTV.  
Selanjutnya terdapat kegiatan wajib yang dilakukan setiap kampung, salah 
satunya Kampung Comboran yaitu kerja bakti. Ketua RT memberi tahu saya 
bahwa baru-baru ini melakukan kerja bakti membuat gorong-gorong. Cara untuk 
memberitahu adanya kerja bakti biasanya diumumkan saat kegiatan tahlilan. 
Masyarakat yang tidak sedang bekerja, dapat berpartisipasi dalam kegiatan 
tersebut. Masyarakat yang sedang bekerja biasanya akan memberikan camilan dan 
minuman, sehingga tetap ada kontribusi. 
Semua kegiatan yang dilakukan masyarakat sudah terdapat kesepakatan 
sebelumnya, sehingga akan berjalan dengan tertib. Kesepakatan tersebut diperoleh 
saat musyawarah setiap selesai tahlilan pada hari Kamis. Jadi masyarakat tidak 
pernah melakukan musyawarah yang diagendakan sebelumnya, namun kegiatan 
tahlilan dimanfaatkan Ketua RT untuk menanyakan keluh kesah maupun meminta 
pendapat dan kesepakatan bersama. Tujuannya agar bisa dibahas sekaligus dalam 
acara tahlilan tersebut. Dengan cara ini sudah tentu banyak masyarakat yang 
mengikuti tahlilan yaitu sekitar 120 orang. Sehingga tidak kesulitan untuk 
mengumpulkan masyarakat agar bisa datang musyawarah. Cara tersebut juga 
dianggap efisien karena dapat melakukan dua kegiatan sekaligus. Beberapa 
masyarakat yang sibuk bekerja di siang sampai sore hari, dan akan  istirahat di 
malam hari tidak akan merasa keberatan jika kegiatan yang dilakukan praktis. 
Masyarakat tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan di kampung. 





Selain iuran yang diadakan untuk membantu berjalannya sebuah acara, 
masyarakat juga aktif membayar kas kampung. Segala macam kas telah disiapkan 
untuk menghadapi situasi darurat bagi masyarakat. Masyarakat tidak terbebani 
dengan adanya beberapa tarikan kas karena untuk kepentingan bersama. 
Masyarakat juga tidak dipaksa untuk membayar iuran dengan nominal yang besar. 
Berapapun uang yang ada akan diterima, bahkan jika memang sedang tidak 
memiliki uang lebih baik tidak dipaksa untuk iuran. Masyarakat membayar kas 
kampung sejumlah Rp. 10.000,00 setiap bulan. Uang tersebut dibagi yaitu Rp. 
1000,00 untuk masjid dan madrasah, Rp. 2000,00 untuk posyandu Fatmawati II 
(kue untuk anak dan lansia), Rp. 3000,00 untuk kas kematian dan kas kampung. 
Biasanya beberapa masyarakat memberikan uang lebih sehingga dapat digunakan 
membantu dan menjenguk yang sakit. Selain itu, masyarakat wajib membayar Rp. 
5000,00 per rumah untuk jasa mengangkut sampah oleh tukang sampah. Semua 
uang kas, iuran, maupun pembayaran lain diluar itu sudah disetujui oleh 
masyarakat melalui musyawarah sebelumnya. 
Banyak kegiatan yang sudah saya jelaskan di atas, namun ada satu 
hubungan yang menurut saya sangat penting. Pemuda di Kampung Comboran 
berinisiatif membuka lapangan pekerjaan yaitu jasa antar barang (Ayus Kurir). 
Jasa antar barang ini pengantarannya mencakup wilayah Malang Raya (Malang 
kota dan kabupaten). Modal untuk membuka usaha tersebut adalah pinjaman dari 
uang kas kampung dan uang pemuda sendiri. Dengan adanya hal ini dapat 





melihat bahwa masyarakat tidak hanya produktif melaksanakan kegiatan, namun 
juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 
Penjelasan pada sub bab ini membuktikan, bahwa kampung di tengah kota 
dengan masyarakat yang heterogen dapat berbaur dan menciptakan rasa 
kebersamaan. Hal tersebut tentu menjadi modal untuk membangun dan 
mengembangkan kampung. Latar belakang kerja sama yang dilakukan masyarakat 
karena, adanya ketidakhadiran negara dalam pemenuhan fasilitas yang mereka 
butuhkan. Terutama fasilitas yang tampak fisik atau sifatnya infrastruktur. 
Permukiman yang berada di lahan ilegal, sempat dipandang sebelah mata karena 
dirasa melanggar aturan. Hal ini dibuktikan dengan bantuan pembangunan yang 
sulit didapatkan, sehingga masyarakat bekerja sama membangun dengan dana 
swadaya dan pihak luar.  
Selain itu terdapat anggapan buruk mengenai masyarakat yang mayoritas 
berasal dari Madura. Masyarakat dianggap bersikap sesuka mereka dan tidak 
memiliki aturan. Anggapan semacam itu memang sudah banyak diketahui 
masyarakat. Selain itu beberapa orang luar yang saya temui ketika menuju ke 
lokasi penelitian, mengatakan hal serupa. Menurut pandangan orang luar, 
masyarakat yang tinggal di permukiman samping rel kereta api mengalami banyak 
kecelakaan. Padahal jika kita melihat kehidupan mereka secara langsung, terdapat 
beberapa cara untuk menangani agar terhindar dari bahaya kecelakaan kereta api. 
Adanya ketidakhadiran negara dalam pembangunan infrastruktur, 
membuat masyarakat harus bersatu untuk membangun fasilitas yang diawali 





membuktikan kepada orang luar bahwa, mereka memiliki aturan dalam 
kampungnya. Ketua RT sendiri mengatakan bahwa masyarakat harus bisa bekerja 
sama sesuai aturan, karena hidup di kampung bukan alas. Oleh karena itu 
masyarakat selalu melakukan semua hal bersama-sama, sehingga rasa 
kekeluargaan semakin kuat dan menciptakan kenyamanan tinggal di permukiman 
samping rel kereta api. Hubungan sosial baik tetap terjalin meskipun Kampung 
Comboran berada di lingkungan perkotaan. Padahal biasanya masyarakat yang 
tinggal di permukiman kota cenderung individual. Dengan adanya hal ini, 
Kampung Comboran dijadikan panutan oleh RT lain. Mereka mencontoh hal-hal 
positif yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Comboran. 
Apa yang telah saya paparkan pada sub bab ini, merupakan upaya 
masyarakat memproduksi ruang huniannya menjadi milik bersama. Saya melihat 
tindakan yang dilakukan masyarakat berada dalam konsep commons to 
commoning milik Hellman (2018). Proses kepemilikan bersama terhadap ruang 
huniannya, dilakukan dengan cara menciptakan hubungan sosial baik melalui 
berbagai kegiatan. Hubungan sosial ini dibentuk untuk mewujudkan tujuan 
bersama. Tujuan tersebut berhubungan dengan masyarakat yang menciptakan 
sumber daya materi untuk kehidupannya (Nonini dalam Hellman, 2018). Sumber 
daya materi pada penelitian ini adalah fasilitas yang dibangun masyarakat, dan 
akan dipaparkan lebih jelas pada sub bab selanjutnya. 
3.3 Ruang yang Dibangun Bersama 
Benson & Emma (2012) menjelaskan bahwa mengklaim kepemilikan 





seperti penjelasan pada sub bab sebelumnya. Mengklaim kepemilikan suatu 
tempat juga diaktualisasikan melalui perbuatan. Aktualisasi perbuatan seperti 
praktik sehari-hari, penggunaan simbolis pada ruang fisik, dan proses pengaturan. 
Dalam tahap aktualisasi ini tempat tinggal diciptakan, dibentuk, dan dipelihara 
secara terus menerus (Massey dalam Benson & Emma, 2012). Saya sudah 
menjelaskan sub bab sebelumnya, mengenai praktik sehari-hari yang menciptakan 
hubungan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan belonging masyarakat, yang 
diaktualisasikan dalam pembangunan fasilitas di kampung. Hal ini berhubungan 
dengan pemaparan Hellman (2018) mengenai analisis konsep commons atau milik 
bersama. Konsep tersebut dapat menunjukkan sumber daya material yang 
diciptakan oleh masyarakat untuk mereka sendiri. Sehingga, secara fisik akan 
menunjukkan keberadaan masyarakat di lahan ilegal. 
 Hellman (2018) membenarkan pendapat dari Raharjo dalam penelitiannya 
bahwa pembangunan permukiman informal diperoleh secara bertahap melalui 
klaim teritorial yang tidak sah, dan sebagian besar melalui produksi bentuk 
binaan. Pendapat tersebut sejalan dengan pembangunan yang terjadi di Kampung 
Comboran. Mulai awal adanya Kampung Comboran sampai sekarang, sudah 
banyak masyarakat yang menempati. Banyak pula fasilitas yang dibutuhkan untuk 
kehidupan sehari-hari. Mulai dari membangun fasilitas yang paling dibutuhkan 
terlebih dahulu seperti tempat ibadah, sumur untuk kebutuhan air, listrik, jalan 
setapak, dan sebagainya. Beberapa pembangunan kampung dibiayai oleh alokasi 





pihak luar. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak dapat menyediakan 
beberapa fasilitas akibat permukiman yang dianggap informal. 
Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Kampung Comboran bukan hanya 
terdiri dari permukiman yang dibangun tepat di samping rel kereta api. Melainkan 
pada tahun 2012 terdapat ruang yang dibangun baru-baru ini oleh masyarakat. 
Lahan kosong di belakang kampung dibersihkan yang tujuan awalnya untuk 
menghindari bahaya ular masuk ke kampung. Lahan tersebut bekas dari milik 
seseorang yang memiliki usaha pembuatan papan nama kuburan. Sudah lama 
tidak digunakan dan terlihat tidak terawat karena banyak semak-semak. Selain itu 
terdapat tembok yang mengelilingi lahan tersebut. Pada akhirnya masyarakat 
dengan arahan Ketua RT gotong royong merobohkan tembok dan membersihkan 
lahan agar bisa digunakan. Sekarang lahan tersebut sudah padat perumahan, dan 
sering disebut sebagai Kampung Baru. Dalam tulisan ini saya menyebutnya 
sebagai kampung kawasan belakang karena letaknya di belakang jauh dari rel 
kereta api. 
Saya melihat pembangunan yang dilakukan masyarakat dengan merujuk 
tulisan (Susser dan Tonnelat dalam Hellman, 2018) yang mengkategorikan tiga 
jenis urban commons. Pertama, terdapat dalam kehidupan sehari-hari seperti 
produksi, konsumsi, layanan publik yang dibingkai ulang sebagai sarana umum 
untuk kehidupan sehari-hari. Pembangunan pertama pada saat rumah yang 
direlokasi telah selesai dibangun adalah fasilitas untuk beribadah, terutama bagi 
umat islam. Awalnya hanya dibangun satu mushola, lambat laun menjadi masjid. 





Pada saat itu fasilitas ibadah sudah dimiliki masyarakat, namun tidak 
dengan listrik. Listrik menjadi kebutuhan pokok di zaman modern seperti 
sekarang. Pada awal menempati kampung, masyarakat masih menggunakan 
penerangan sederhana seperti petromak. Diinformasikan bahwa listrik baru masuk 
atau dipasang di kampung sekitar tahun 1975-1980-an. Hanya beberapa orang 
yang mampu memasang listrik di rumahnya, sedangkan orang yang belum mampu 
akan menyalur tetangga atau tetap menggunakan petromak. Sekarang semua 
masyarakat telah mempunyai saluran atau meteran listrik setiap rumah. 
Masyarakat yang membutuhkan saluran listrik diharapkan untuk mengunjungi 
kantor PLN. Listrik menjadi kebutuhan yang penting sehingga masyarakat harus 
bergerak untuk mengurusnya sendiri. Syarat yang harus diserahkan pihak PLN 
yaitu KTP dan KK. Bagi yang memiliki kartu BPJS/KIS8 akan mendapatkan 
bantuan listrik subsidi.  
Selanjutnya, masyarakat juga membutuhkan air bersih untuk kebutuhan 
masak, mandi, dan sebagainya. Kebanyakan masyarakat menggunakan sumur bor 
atau sanyo yang dibangun secara pribadi. Pembangunan sumur pribadi tidak 
hanya terjadi di Kampung Comboran, umumnya juga terdapat di perumahan 
permukiman formal yang berpenghasilan menengah dan tinggi (Raharjo, 2010). 
Terhitung sebelas rumah di Kampung Comboran menggunakan PDAM untuk 
memasok kebutuhan air bersih. Selain sumur bor dan PDAM yang ditanggung 
oleh setiap individu, juga ada sumur pompa yang dibangun bersama. Sumur 
pompa dapat digunakan oleh semua masyarakat yang membutuhkan, terutama 
                                                          





yang belum memiliki persediaan air bersih. Sumur pompa dibangun di sebelah 
barat Kampung Comboran, lebih tepatnya sekarang berada di samping rumah 
salah satu masyarakat. Biasanya sumur pompa akan ditemukan di daerah 
pedesaan, namun saya juga dapat melihat sumur pompa tersebut di permukiman 
tengah kota. Sumur pompa memang sudah terlihat tua dan terkesan jadul karena 
umumnya masyarakat telah menggunakan PDAM untuk kebutuhan air bersih. 
Sumur pompa tersebut sudah dibangun sejak lama, terlihat dari keadaannya dan 
tempatnya yang tidak terlihat karena berada tepat di samping rumah salah satu 
masyarakat. 
Selain kebutuhan yang saya jelaskan di atas, tentu masyarakat 
membutuhkan kamar mandi di setiap rumahnya. Kamar mandi dapat dibangun di 
semua rumah, namun tidak dengan jamban. Masyarakat yang memiliki rumah 
kecil tidak bisa membangun jamban. Tercatat sembilan KK yang tidak memiliki 
jamban pribadi. Sehingga fasilitas MCK dibangun untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangga yang tidak memiliki jamban pribadi. MCK telah dibangun di depan 
rumah Ketua RT dengan menggunakan uang iuran masyarakat, lalu mendapatkan 
renovasi dari pemerintah. Terdapat MCK lain yang dibangun secara individu oleh 
masyarakat yaitu di ujung timur kampung, dan di kampung kawasan belakang. 
Tidak semua MCK bebas dan gratis digunakan masyarakat. Dua MCK 
yang berada di ujung timur dan belakang kampung digunakan oleh orang luar 
dengan syarat membayar saat menggunakannya, namun juga boleh digunakan 
oleh masyarakat secara gratis. Biasanya orang-orang yang berjualan di pasar akan 





sering digunakan masyarakat yang rumahnya dekat dengan fasilitas tersebut. 
Masyarakat yang rumahnya jauh seperti di ujung barat tidak menggunakan MCK 
dengan alasan terlalu jauh. Keluarga yang tinggal di sebelah barat dan tidak 
memiliki jamban pribadi akan menggunakan MCK umum yang dibangun untuk 
orang-orang pasar. Setiap menggunakan MCK akan dikenakan biaya, karena 
MCK tersebut tidak dibangun bersama masyarakat melainkan menjadi milik 
perorangan yang tujuannya untuk orang pasar. Sedangkan untuk jamban dari 
masing-masing rumah dialirkan ke gorong-gorong yang sudah dibangun 
sebelumnya, dan memiliki penampungan di ujung baik barat maupun timur. 
Adanya pembangunan sumur pompa dan MCK yang digunakan bersama 
menunjukkan, kebutuhan tersebut diperlukan mengingat sembilan keluarga tidak 
memiliki jamban. Pada praktik nyata MCK yang dianggap komunal, kurang 
menyasar semua masyarakat karena tempatnya dianggap jauh dari rumah yang 
berada di ujung kampung. Ketersediaan lahan yang minim, mempersulit 
masyarakat membangun MCK di tempat yang dapat diakses semua. Selain itu 
pemerintah sebagai salah satu pihak yang mendorong program akses toilet layak, 
tidak hadir sepenuhnya di lingkup Kampung Comboran (Lestari, 2021). 
Penjelasan sebelumnya memperlihatkan bahwa terhitung satu kali pemerintah 
membantu renovasi MCK bersama. Masyarakat yang tidak memiliki jamban akan 
menggunakan MCK kampung atau MCK umum yang diharuskan membayar. 
Fasilitas lainnya seperti madrasah untuk anak-anak di Kampung 
Comboran juga dibangun. Masyarakat yang mayoritas beragama islam 





dengan swadaya masyarakat dan bantuan pihak luar. Masyarakat dengan 
kemampuan agama islam yang cukup, dapat berkontribusi dalam mengajar anak-
anak. Selanjutnya terdapat fasilitas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pertama 
yaitu posyandu juga dibangun. Pos keamanan yang menjadi tempat untuk 
mengontrol CCTV juga telah dimiliki Kampung Comboran. Posyandu, pos 
keamanan, dan balai RT merupakan satu bangunan yang digunakan bersamaan. 
Dapat disimpulkan bahwa jenis urban commons yang pertama yaitu sarana umum 
di kawasan kampung telah dibangun, dimiliki, dan dikelola oleh masyarakat 
Kampung Comboran. 
Selanjutnya terdapat fasilitas ruang publik yang menjadi mobilitas serta 
perjumpaan secara kolektif seperti jalan, warung, dan taman umum. Fasilitas ini 
tidak kalah penting dengan fasilitas pertama yaitu jalan utama untuk masuk ke 
kampung. Jalan masuk ke kampung memiliki lebar satu meter dari rel kereta api 
dan halaman rumah masyarakat. Jalan yang tergolong kecil tersebut hanya dapat 
dilewati manusia, sepeda motor, becak, dan gerobak sampah. Dahulu hanya 
berupa jalan setapak biasa yaitu tanah yang ditumbuhi rumput liar. Setelah itu 
berganti menjadi jalan setapak dengan batu-batu, selanjutnya dicor, dan paling 
terakhir dipaving. Masyarakat juga membangun pembatas antara rel dan jalan. 
Tujuannya agar batu dari rel kereta api tidak turun ke jalan karena dapat menutupi 
jalan dan aliran air hujan. Sebelumnya keadaan tanpa pembatas rel dan jalan 
masih dibiarkan, namun karena membuat jalan tertutupi dan terkesan kotor 





Secara kasat mata, fungsi utama jalan adalah penghubung manusia untuk 
menuju sebuah kawasan tertentu. Namun berbeda halnya dengan Kampung 
Comboran karena saat ini jalan bagi mereka memiliki beberapa fungsi. Jalan yang 
dibangun bukan hanya sekedar akses untuk masuk kampung, tetapi juga sebagai 
tempat untuk berkumpulnya masyarakat. Misalnya saat tahlilan masyarakat duduk 
sampai ke jalan karena di dalam rumah sudah tidak ada ruang. Saya pernah 
mengikuti acara pemilihan Ketua RT yang dilakukan di depan balai RT. Semua 
masyarakat yang datang duduk di depan rumah masyarakat yang dekat dengan 
balai RT. Selain itu masjid juga digunakan sebagai tempat berkumpul saat acara 
tersebut karena dekat dengan balai RT. Selanjutnya masyarakat lainnya akan 
duduk di jalan setapak yang sudah digelar tikar. Suatu hari saya juga pernah 
melihat masyarakat yang memperingati 100 hari kematian keluarganya 
menggunakan jalan sebagai tempat untuk memasak. Orang yang ditugaskan untuk 
memasak berkumpul di jalan tersebut dan masakan yang sudah jadi dititipkan di 
pos. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada ruang untuk menampung orang-
orang yang membantu memasak. Pemanfaatan jalan sebagai kegiatan tahlilan 
maupun memasak sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Jalan menjadi ruang 






Gambar 7. Kegiatan Pemilihan Ketua RT  
(Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti) 
 
Selanjutnya, fasilitas publik lainnya adalah halaman depan rumah di 
kawasan belakang dijadikan tempat untuk menyelenggarakan acara besar. 
Halaman tersebut disebut lapangan oleh masyarakat karena sebelumnya luas 
seperti lapangan. Sebelum akhirnya menjadi sempit karena pembangunan rumah. 
Meskipun tidak seluas dulu, halaman tersebut tetap digunakan untuk acara besar. 
Hanya halaman tersebut yang luas di Kampung Comboran. Biasanya kegiatan 
agustusan ataupun Maulid Nabi SAW dilaksanakan di halaman dengan memasang 
tarub dan menggelar tikar. Selain itu juga digunakan hajatan besar masyarakat 
seperti pernikahan.  
Selanjutnya terdapat ruang yang menjadi perjumpaan kolektif, yaitu 
warung dan halaman rumah Ketua RT. Masyarakat memiliki warung di depan 
rumahnya yang menjual kebutuhan pokok. Saya memperhatikan warung milik Bu 
RT yang ramai pembeli baik anak kecil maupun ibu-ibu. Di depan warung Bu RT 
disediakan kursi kecil yang bisa digunakan duduk oleh pembeli. Kursi lainnya 





halaman rumah Bu RT. Biasanya ibu-ibu berkumpul di kursi tersebut untuk 
bercerita. Madrasah juga menjadi perjumpaan kolektif masyarakat karena 
pintunya tidak dikunci. Saya pernah melihat ibu-ibu sedang duduk di depan pintu 
madrasah sembari mengawasi anaknya yang sedang bermain. 
 
Gambar 8. Lapangan di Kampung Kawasan Belakang  
(Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti) 
 
Terakhir terdapat visi kolektif bahwa setiap individu dapat menemukan 
tempat untuk tinggal. Saya menafsirkan maksud dari pernyataan tersebut seperti 
rumah bersama yang ditujukkan untuk masyarakat kurang mampu. Jadi di 
Kampung Comboran terdapat satu keluarga dengan rumah tidak besar namun 
dihuni banyak orang. Tidak ada tempat tidur untuk semua orang yang berada di 
rumah, sehingga ibu beserta kedua anak yang tinggal diberikan rumah bersama 
sebagai tempat tidur. Rumah bersama memiliki tiga ruangan yang memiliki luas 
sekitar 3x3 meter. Tidak ada barang apapun di dalam ruangan tersebut, sehingga 
kebutuhan yang diperlukan ditanggung pribadi. Kampung hanya menyediakan 
bangunan dan sewa yang murah. Masyarakat yang kurang mampu serta belum 





perlu membayar uang sewa, sedangkan listrik menyalur di madrasah. Kebutuhan 
air dapat mengambil di sumur pompa atau meminta di rumah tetangga. Hasil uang 
sewa sepenuhnya dimasukkan kas kampung yang digunakan untuk membayar 
listrik madrasah, masjid, posyandu, dan kebutuhan lainnya. Disini kita dapat 
melihat bahwa kampung memiliki rumah bersama sebagai visi kolektif. 
Masyarakat yang tidak mampu membayar sewa mahal ataupun tidak memiliki 
tempat tidur di rumah akibat anggota keluarga banyak, tetap dapat  menemukan 
tempat untuk tinggal. 
Dalam sub bab ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah 
membangun, mengatur, dan mengelola berbagai fasilitas bersama. Pengelolaan 
selalu melibatkan semua masyarakat, seperti berpartisipasi gotong royong dalam 
pembangunan dan perawatan fasilitas. Dana yang digunakan untuk membangun 
sebagian dari anggaran kelurahan, swadaya masyarakat, dan bantuan pihak luar. 
Bantuan pihak luar ini seperti seseorang dari partai yang dipercaya dan kenal 
dekat dengan masyarakat, serta individu yang beramal. Biasanya Ketua RT 
memberitahukan kepada masyarakat bahwa membutuhkan dana membangun 
fasilitas, lalu beberapa masyarakat akan menyebarkan informasi tersebut ke teman 
lain. Sedangkan dana untuk pengelolaan seperti perawatan fasilitas yang tidak 
membutuhkan biaya banyak akan ditanggung masyarakat melalui kas kampung. 
Gotong-royong menjadi kegiatan wajib masyarakat yang tinggal di sebuah 
kampung. Kampung di perkotaan masih mengusung budaya tradisional di desa. 
Menurut Guinness (2009), pola kerja gotong royong merupakan pilihan 





rencana atau keinginan bersama. Tujuan utama gotong-royong dalam penelitian 
ini adalah, untuk memproduksi ruang hunian menjadi kepemilikan bersama. Hal 
ini berhubungan dengan kehadiran negara yang kurang, dalam memfasilitasi 
kehidupan masyarakat akibat tinggal di lahan ilegal. Masyarakat tidak diam, 
namun memenuhi semua yang diperlukan dengan cara mereka sendiri. Jika tidak 
dilakukan bersama atau gotong-royong, akan sulit untuk mewujudkan tujuannya. 
Sehingga terdapat beberapa aturan untuk mengatur mereka agar selalu bekerja 
sama. Aturan tersebut seperti adanya denda berupa uang jika tidak mengikuti 
ronda malam. Sanksi sosial juga akan diberikan jika tidak berpartisipasi dalam 
pembangunan kampung. Sanksi sosial tersebut berasal dari para tetangga. Bahkan 
Ketua RT mengatakan bahwa dirinya akan sulit dimintai bantuan mengenai 
administrasi surat, jika masyarakat tidak berpartisipasi sama sekali dalam 
pembangunan kampung. 
Pembahasan sub ini juga terhubung dengan konsep commons dan 
belonging. Masyarakat memproduksi sumber daya material yang berupa ruang 
hunian menjadi milik bersama (Hellman, 2018). Klaim yang dilakukan dengan 
cara aktualisasi perbuatan yaitu tempat tinggal diciptakan, dibentuk, dan 
dipelihara secara terus menerus (Massey dalam Benson & Emma, 2012). Saya 
melihat produksi dan klaim ruang yang dilakukan masyarakat melalui urban 
commons (Susser & Tonnelat dalam Hellman, 2018). Tujuannya agar lebih detail 
dan tersampaikan dengan baik, ketika memaparkannya dalam sebuah tulisan. 





dibangun di kampung. Tiga kategori dari urban commons terbukti ada semua di 
Kampung Comboran. 
3.4 Negosiasi sebagai Upaya Membangun dan Memiliki Hak Ruang Hunian 
         Tidak semua pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat di 
kampungnya mendapatkan tanggapan dan bantuan dengan cepat. Status 
permukiman yang masih dianggap ilegal karena menempati lahan PT KAI, 
menjadi penghambat turunnya dana untuk pembangunan. Beberapa kali 
masyarakat melakukan negosiasi sebagai upaya membangun apa yang 
dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan konsep negosiasi yang saya gunakan yaitu, 
proses komunikasi secara langsung antara dua belah pihak atau lebih yang sedang 
berusaha mengkoordinasikan perilaku mereka atau mengalokasikan sumber daya 
langka (Korobkin, 2009). Masyarakat berusaha mengkoordinasi kepada beberapa 
pihak untuk mengalokasikan sumber daya atau ruang huniannya. Penjelasan 
setelah ini akan memperlihatkan cara negosiasi yang dilakukan masyarakat untuk 
membangun dan memiliki hak ruang huniannya. 
Negosiasi pertama terjadi saat pembangunan mushola di awal berdirinya 
Kampung Comboran. Sesepuh Kampung Comboran melakukan negosiasi dengan 
pihak kota madya yaitu meminta izin membangun mushola di lahan kosong tepat 
di batas barat. Pihak kota madya setuju namun dengan syarat memberikan 
rancangan pembangunan mushola. Alasannya karena lokasi kampung berada di 
samping rel kereta api, sehingga bangunan yang dibangun tidak boleh terlalu 
dekat dengan rel supaya tetap aman. Selain itu sesepuh juga mencari bantuan dana 





royong membangun dengan memasang pondasi, dan baru lapor ke pihak kota 
madya. Masyarakat berpikir akan banyak tuntutan jika dilaporkan terlebih dahulu, 
sehingga mereka memilih untuk membangun pondasi langsung. Pihak kota madya 
tidak akan banyak tuntutan atau protes, karena sudah terlanjur membangun 
pondasinya. Pada saat itu masyarakat mematuhi aturan untuk tetap pada batas 
aman. Sekarang mushola telah dibangun kembali menjadi masjid agar lebih luas 
dan bisa digunakan oleh semua masyarakat. 
Negosiasi tidak hanya terjadi pada zaman dahulu, namun sampai sekarang 
masih sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan penduduk semakin bertambah, 
sehingga negosiasi banyak dilakukan untuk menciptakan permukiman yang maju. 
Negosiasi sempat terjadi saat pembangunan dan klaim di kawasan belakang. 
Menurut Ketua RT tanah tersebut sudah lama kosong jadi masyarakat berhak 
menggunakannya. Pemilik yang sebelumnya menyewa ke PT KAI tidak 
bertanggung jawab, bahkan sudah lama tidak membayar sewa sehingga sudah 
bukan kepemilikannya. Sebenarnya terdapat sedikit permasalahan karena pemilik 
mengklaim bahwa lahan masih menjadi miliknya. Namun setelah diskusi dan 
dijelaskan masalah kepemilikan akhirnya pemilik lama menyerah dan masyarakat 
tetap melanjutkan pembersihannya. Lahan tersebut masih milik PT KAI sehingga 
setelah dibersihkan, disewa oleh seseorang yang terkenal jual beli tanah di 
wilayah Comboran.  
Setiap menggunakan lahan milik pihak lain, tentu harus memiliki izin 
terlebih dahulu. Saya bertanya kepada Abah Salih yang merupakan anak dari 





beliau sudah melakukan izin dan sewa dengan PT KAI. Jika tidak diberi izin, 
maka tidak mungkin membangun rumah seperti saat ini. Jika memang tidak 
diberikan izin dari awal, mungkin PT KAI akan membangun pagar supaya tidak 
digunakan masyarakat. Bahkan menurut beliau boleh membangun apa saja 
asalkan di lahan yang tidak dibutuhkan PT KAI. Setelah mendapatkan izin, segera 
dibangun beberapa rumah untuk dijual kembali kepada masyarakat.  
Izin dan sewa sudah menjadi kewajiban untuk masyarakat yang tinggal di 
lahan bukan kepemilikannya. Namun, penyewaan hanya satu kali dilakukan yaitu 
di awal. Padahal seharusnya sewa terus berlanjut selama lahan digunakan. 
Sehingga jika pihak PT KAI menarik biaya sewa lagi, akan menjadi tanggung 
jawab pembeli. Tidak ada jaminan yang diberikan Abah Salih kepada pembeli 
seperti sertifikat tanah, akan tetapi hanya mendapatkan bukti pembelian. Awal 
penyewaan dengan PT KAI juga tidak diberi sertifikat tanah karena hanya 
menyewa. Pembeli harus menyadari dan memahami risiko menempati rumah di 
lahan PT KAI tanpa penarikan sewa resmi. Namun sampai saat ini tidak ada 
teguran dari pihak PT KAI, karena faktor pergantian kepala stasiun sehingga beda 
penanganan masalah penyewaan. Selain itu lahan belum dibutuhkan untuk 
keperluan kereta api. Jika lahan dibutuhkan mungkin akan bernasib sama dengan 
lahan yang dekat dengan Stasiun Kota Lama Malang. Beberapa rumah dan toko 
yang dekat dengan rel di stasiun digusur akibat adanya pembangunan kembali.   
Selanjutnya pembangunan lain di kampung dilakukan secara bertahap. Hal 
yang menarik dari pembangunan jalan adalah kebanyakan dilakukan masyarakat 





Sampai pada akhirnya ketika pembangunan paving, Ketua RT mengajukan 
bantuan ke kelurahan. Namun pihak kelurahan yang sebelumnya telah 
menginformasikan kepada pihak atas menolak memberikan bantuan dengan 
alasan kampung berada di lahan ilegal. Ketua RT menyadari bahwa kampung 
yang sedang beliau huni dan bangun selama ini memang berada di lahan ilegal. 
Namun beliau tetap meminta bantuan prasarana kampung untuk memenuhi hak 
sebagai warga negara. Dengan nada tegas beliau memberi tahu saya bahwa hanya 
meminta diberikan dana untuk membangun jalan paving. Menurutnya 
pembangunan paving tidak permanen, karena dapat dibongkar dengan mudah. 
Beda lagi jika beliau meminta dibangunkan jalan dengan aspal yang sulit untuk 
dibongkar.   
“Seandainya Kampung Comboran tidak diberikan bantuan 
pembangunan jalan paving, maka masyarakat saya himbau untuk tidak 
membayar PBB kepada pemerintah. Lebih baik pembayaran PBB 
dikumpulkan untuk dana pembangunan sendiri. Bukan hanya karena 
tinggal di lahan ilegal lalu masyarakat tidak diberikan hak sepenuhnya 
sebagai warga negara. Kampung Comboran selama ini juga tidak 
pernah mendapatkan program pemerintah KOTAKU (Kota Anti 
Kumuh). Padahal Kampung Comboran merupakan kampung yang 
paling kumuh di Kelurahan Sukoharjo” (Wawancara Ketua RT, 2021). 
 
Pernyataan di atas memperlihatkan cara Ketua RT menegosiasikan bantuan 
kepada pihak kelurahan. Menurut (Korobkin, 2009), negosiasi akan saling 
menguntungkan jika dirundingkan bersama dibandingkan dirundingkan oleh 
masing-masing. Dalam tahap ini telah merundingkan hal yang diinginkan 
masyarakat, dengan memberikan pemahaman bahwa apa yang diminta merupakan 
hak. Jika tidak bisa memenuhi hak masyarakat karena lahan ilegal, mereka tetap 
memberi pemahaman bahwa bantuan tidak bersifat permanen dan sedikit 





Selain pengajuan bantuan pembangunan jalan paving, masyarakat juga 
mengajukan renovasi gorong-gorong. Lokasi gorong-gorong berada di dekat 
rumah beberapa masyarakat. Masyarakat terutama Ketua RT khawatir gorong-
gorong akan longsor jika tidak diperbaiki, sehingga menyebabkan kerusakan pada 
rumah. Pengajuan bantuan tersebut juga mengalami kendali karena masalah lahan 
ilegal. Pemerintah memang mempertimbangkan pembangunan sarana di 
permukiman yang ilegal. Sehingga beberapa bantuan yang diajukan mendapatkan 
respon yang lambat, hingga akhirnya masyarakat bergerak membangun sendiri. 
Masyarakat terus melakukan pembangunan fasilitas bersama untuk kehidupannya. 
Semua fasilitas yang biasanya ada di perkampungan hampir dimiliki oleh 
Kampung Comboran. Saya merasa bahwa semua yang dibutuhkan dapat 
ditemukan di Kampung Comboran. Saat ini sudah ada fasilitas madrasah untuk 
mengaji, pos keamanan, balai RT, puskesmas, masjid, mushola, MCK, sumur 
komunal, dan rumah komunal. 
Selama penelitian lapangan, saya menemukan bahwa meskipun 
permukiman sudah memiliki pengurus RT yang artinya masuk dalam sistem 
administrasi, status lahan dan penggunaanya masih dipertanyakan. Bahkan 
bantuan pembangunan pemerintah juga sulit diperoleh masyarakat. Masyarakat 
yang tinggal di samping rel kereta api ditetapkan sebagai penghuni liar oleh pihak 
berwenang. Undang-undang melarang pembangunan di samping rel kereta api. 
Larangan tersebut ditulis dalam papan penanda milik PT KAI yang menyebutkan 
bahwa mendirikan bangunan di lahan PT KAI akan dikenakan sanksi berupa 





diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sesuai yang tertera di papan 
penanda.  
Meskipun lahan bukan kepemilikan sendiri, masyarakat yang menetap 
diwajibkan oleh Ketua RT untuk segera mengganti E-KTP beralamat Kampung 
Comboran. E-KTP dengan alamat Kampung Comboran akan memberikan 
kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus administrasi di kelurahan. Selain itu 
juga sebagai bukti bahwa mereka telah menetap di kampung agar bisa 
mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kebanyakan pendatang yang menetap di 
Kampung Comboran sudah memperbarui KK dan E-KTP. Sedangkan pendatang 
yang masih sewa rumah di Kampung Comboran belum memperbarui. Alasannya 
khawatir jika tidak memperpanjang sewa rumah maka bukan lagi menjadi 
masyarakat Kampung Comboran.  
Dengan adanya E-KTP masyarakat Kampung Comboran telah menjadi 
penduduk lokal yang membuktikan bahwa seseorang telah diakui sebagai warga 
negara. Hellman (2018) mengatakan bahwa untuk mendapatkan E-KTP 
dibutuhkan alamat tempat tinggal. Artinya rumah bukan hanya sebagai bangunan 
fisik, namun juga sebagai alat pengakuan bagian dari sistem hukum dan 
administrasi. KK dan E-KTP yang dimiliki masyarakat ditulis di alamat sesuai 
letak rumah mereka. Jika letak rumah di sebelah timur maka alamatnya akan 
berada di Jalan Sartono SH gang II, dan begitu seterusnya. Dalam hal ini dapat 
diindikasikan adanya klaim tempat tinggal. Masyarakat secara resmi menjadi 





Selain kepemilikan KK dan E-KTP yang menyangkut administrasi 
kampung, penyebutannya sebagai “kampung” sendiri merupakan upaya untuk 
menjadi bagian masyarakat lokal. Kampung dianggap sebagai tatanan 
permukiman tradisional, namun pernyataan tersebut terlalu kuno. Sekarang 
kampung menjadi bagian dari permukiman kota yang memiliki tatanan lokal 
namun dengan kondisi masyarakat heterogen. Tatanan lokal tersebut berupa 
kehidupan masyarakat yang diatur dengan sistem sosial dan budaya kehidupan di 
desa. Umumnya kampung di perkotaan merupakan permukiman informal yang 
dibangun oleh masyarakat sendiri (Kristiani dalam Noviantri, 2019). Secara fisik, 
kampung di perkotaan terlihat tidak teratur dan kumuh. Namun keberadaanya 
memperlihatkan keunikan, karena memiliki ciri khas berdasarkan sejarahnya 
(Sumintarsih dalam Noviantri, 2019).  
Pada awalnya, Kampung Comboran hanya dilihat sebagai permukiman 
ilegal dan kumuh. Masyarakat mampu membangun kehidupannya dengan baik di 
kawasan perkotaan. Mereka membangun, mengelola, menandai batas 
kepemilikan, dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan sehingga menamai 
permukimannya sebagai kampung. Selain fasilitas, masyarakat juga telah 
menandai kampungnya dengan nama jalan. Semua akses jalan menuju kampung 
diberikan papan nama yang menunjukkan nama jalan, RT, RW, kelurahan, dan 
kecamatan. Selain itu akses jalan yang tidak dilewati lalu lalang kereta api 
diberikan pagar agar kampung aman dari orang asing yang berniat tidak baik. 
Setiap pukul sepuluh malam masyarakat yang tinggal dekat dengan pagar diberi 





masyarakat yang merasa pulang malam dengan membawa kendaraan diharuskan 
memiliki kunci sendiri agar tidak merepotkan yang bertugas mengunci. Hal ini 
sudah dikoordinasi sebelumnya, dan semua masyarakat sepakat untuk keamanan 
bersama. 
   
Gambar 9. Papan Nama Jalan di Kampung Comboran  
(Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti) 
 
 Pembahasan pada bab tiga ini menjadi jawaban dari rumusan masalah 
pertama mengenai upaya masyarakat memproduksi ruang huniannya menjadi 
milik bersama. Hal tersebut dimulai dari pembentukan identitas kampung yang 
berhubungan dengan sejarah perjuangan sesepuh. Saya mengelaborasikan dengan 
konsep commons yang berhubungan dengan cara memproduksi sumber daya 
simbolis. Masyarakat juga memproduksi sumber daya material melalui 
pembangunan rumah dan fasilitas kampung. Dalam pembangunan fasilitas juga 
dibarengi negosiasi dengan beberapa pihak, hal ini relevan dengan konsep 





masyarakat menggunakan urban commons. Dalam hal ini memunculkan 
kepemilikan masyarakat atau disebut sebagai belonging. Produksi ruang dan 
klaim kepemilikan dilakukan secara bersama. Sedikit campur tangan negara atau 
pemerintah, sehingga mereka bergerak bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup 
di kampung.  
Selain itu, pada bab ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat 
membangun kampungnya secara bersama, karena kurangnya kehadiran negara. 
Meskipun begitu, negara memberikan beberapa dana untuk pembangunan. Hal 
tersebut tentu harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Negosiasi menjadi upaya 
masyarakat untuk membangun dan memiliki hak atas ruang huniannya. Tanpa 
negosiasi, dana pembangunan tidak bisa didapatkan akibat permukiman berada di 
lahan PT KAI. Penelitian saya ini menunjukkan dua sudut pandang masyarakat 
kampung. Pertama, masyarakat membangun kampung secara otonom. Kedua, 
masyarakat juga memerlukan negara untuk membantu bidang lainnya seperti 
jaminan sosial. Bahkan masyarakat juga meminta hak sebagai warga negara yang 
tinggal di kampung, untuk mendapatkan bantuan infrastruktur meskipun harus 
dinegosiasikan terlebih dahulu. Kedua pandangan ini telah dipaparkan oleh 
Guinness dan Sullivan mengenai masyarakat kampung dalam penelitiannya. Pada 
penelitian ini, saya mengambil jalan tengah yaitu disamping pembangunan 
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BAB IV 
STRATEGI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI 
KETIDAKPASTIAN HIDUP
Keberadaan masyarakat yang menempati lahan di samping rel kereta api 
sebagai tempat tinggal, tentunya bukan hal mudah untuk mereka bertahan. 
Mengingat rel tersebut masih aktif digunakan kereta api BBM. Tidak ada 
penghalang ataupun pagar yang melindungi tempat tinggal mereka. Kondisi 
tersebut memberikan risiko bahaya kecelakaan kereta api yang tidak dapat 
diprediksi. Risiko lain seperti penggusuran serta kemiskinan juga dihadapi 
masyarakat akibat masalah kepemilikan lahan dan pekerjaan. Dalam bab ini saya 
akan memperlihatkan bagaimana masyarakat menganggap risiko tersebut sebagai 
hal biasa atau normal uncertainty. Meskipun begitu, masyarakat memiliki cara 
dan perilaku penanganan risiko yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik 
individu maupun kolektif. Kemampuan untuk menangani risiko memicu 
masyarakat tetap bertahan dalam keadaan yang tidak pasti.  
Berbeda dengan pemaparan keadaan kampung pada bab tiga yang sama 
dengan pandangan Patrick Guinness. Pada bab ini saya memaparkan keadaan 
kampung kurang lebih seperti pandangan Sullivan (2015), terutama pada bagian 
penanganan risiko. Pandangannya terhadap kampung adalah, masyarakat yang 
tinggal sudah diatur oleh program negara seperti KIS sebagai bantuan kesehatan. 
Meskipun kampung pada lokasi penelitian saya kurang diayomi bidang 
infrastruktur oleh negara, namun tetap memperhatikan bidang lain. Salah satu sub 





luar infrastruktur. Seperti apa bantuan tersebut dan apakah dapat membantu 
masyarakat untuk mengatasi beberapa masalah.  
4.1 Ketidakpastian yang Dianggap Normal oleh Masyarakat 
Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sering memberikan 
wawasan mengenai masyarakat di bantaran sungai yang hidup dengan bahaya 
banjir dan bayangan penggusuran. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dan 
ketidakpastian yang nyata (Voorst, 2016). Lalu bagaimana keadaan masyarakat di 
samping rel kereta api yang memiliki risiko berbeda? Terutama pada permukiman 
yang jaraknya kurang lebih hanya satu meter dari rel kereta api. Selama penelitian 
lapangan, saya melihat aktivitas masyarakat di Kampung Comboran berjalan 
seperti masyarakat umumnya. Ada dari mereka yang duduk di depan rumah, 
memasak, melayani pembeli, mencuci baju dan piring, anak-anak bermain di jalan 
setapak, hingga pemilik bengkel yang sibuk dengan pekerjaannya.  
Meskipun rumah di Kampung Comboran dekat dengan rel kereta api, tidak 
menjadi penghalang masyarakat untuk beraktivitas. Padahal bagi saya jarak rumah 
dan rel sangat dekat, sehingga jika kereta sedang melintas rasanya seperti lindu 
(gempa kecil). Suara yang dihasilkan kereta keras dan mengganggu pendengaran 
saya. Jika kereta sedang melintas, saya menaikkan suara saat berbicara dengan 
masyarakat. Semua hal yang saya rasakan juga dirasakan oleh masyarakat di 
Kampung Comboran. Bedanya mereka sudah terbiasa, karena setiap harinya 






Gambar 10. Kereta BBM Sedang Melintas di Rel Kampung Comboran  
(Sumber: Youtube Aditya Ari F.R.C) 
 
Bagi pendatang yang baru tinggal di Kampung Comboran, ternyata pernah 
merasakan hal yang sama seperti saya. Salah satu informan mengatakan bahwa 
tidak bisa tidur selama satu minggu saat pertama kali tinggal di Kampung 
Comboran. Suara serta getaran kereta api mengganggu tidurnya. Selain itu, rasa 
was-was terjadi sesuatu yang buruk juga memengaruhinya tidak bisa tidur. Saya 
juga mendengar pembicaraan salah satu masyarakat yang mengatakan, bahwa 
beliau merasa pusing dan mual saat pertama kali tinggal di Kampung Comboran. 
Hal tersebut dikarenakan kebisingan suara kereta api menyebabkan beberapa 
gangguan kesehatan, salah satunya gangguan keseimbangan seperti pusing dan 
mual (Buchari dalam Agustiani, 2012). Memang hal tersebut wajar dirasakan oleh 
masyarakat yang baru menempati Kampung Comboran.  
Selain masyarakat baru, Bu Inah yang terhitung sudah lama tinggal di 
Kampung Comboran juga pernah merasa takut kereta akan anjlok (keluar dari rel), 
terutama jika sedang hujan. Sekarang mereka tidak lagi sering memikirkan hal 
buruk atau kemungkinan yang akan terjadi, karena mulai terbiasa hidup 





oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan konsep yang saya gunakan yaitu 
normal uncertainty. Voorst (2016) menyebutnya dengan ketidakpastian yang 
dianggap normal oleh masyarakat atau normal uncertainty. Bahaya kecelakaan 
kereta api menjadi ciri khas kehidupan sehari-hari yang dianggap normal 
sekaligus berbahaya. Sehingga disamping terbiasa dengan keadaan, masyarakat 
juga menerapkan beberapa cara atau penanganan untuk risiko-risiko yang bisa 
terjadi. 
Selain risiko bahaya kecelakaan kereta api, saya menemukan risiko baru 
yang dapat terjadi sewaktu-waktu yaitu bencana alam. Selama ini banjir tidak 
pernah terjadi di Kampung Comboran, hanya jalan yang tergenang air ketika 
hujan. Namun gempa bumi bisa terjadi di Kampung Comboran, mengingat 
wilayah Malang berada dekat dengan pantai selatan Jawa Timur. Mengingat juga 
Indonesia terutama Jawa dan Sumatera, terletak pada kawasan cincin api pasifik 
yang berpotensi gempa (Widianto, 2021). Baru-baru ini gempa terjadi di Malang 
dengan kekuatan 6,7 SR. Saya mendengar cerita bahwa masyarakat di Kampung 
Comboran panik, dan segera keluar dari rumah menuju ke tengah rel. Mereka 
berusaha mencari tempat lapang namun tidak menemukan, karena kanan dan kiri 
rel merupakan bangunan padat. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kepadatan 
permukiman di samping rel kereta api, menyebabkan tidak adanya ruang lapang 
yang berguna untuk perlindungan saat terjadi bencana gempa.  
Selain risiko bahaya, terdapat risiko lain yang seharusnya juga diresahkan 
oleh masyarakat. Hal tersebut mengenai hak milik lahan serta bangunan. 





yang digunakan untuk membangun rumah adalah kepemilikan dari PT KAI. 
Mereka tidak memiliki sertifikat tanah resmi yang biasanya menjadi bukti 
kepemilikan. Masyarakat tidak memiliki hak milik lahan, hanya memiliki hak 
milik bangunan. Namun hak milik bangunan tersebut juga tidak bisa dijadikan 
pegangan, sebab tidak ada izin atau sewa dengan pihak PT KAI.  
Saat penelitian, saya selalu memastikan hak kepemilikan lahan masyarakat 
dengan cara menanyai status lahan yang ditempati. Mereka hanya menunjukkan 
surat PBB dan surat jual beli bangunan oleh pemilik pertama. Surat jual beli 
banngunan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan 
pembeli serta satu saksi. Beberapa masyarakat yang saya wawancarai hanya 
memiliki bukti kuitansi atau surat pembelian bangunan. Mereka sering 
menyebutnya sebagai hitam di atas putih, dan itulah yang menjadi bukti 
kepemilikan sah menurut mereka. Biasanya ketua RT memiliki salinan dari surat 
tersebut sebagai bukti. Meskipun ditandatangani di atas materai 6000, surat 
tersebut tidak masuk dalam surat formal yang diakui pemerintah. Bahkan terdapat 
masyarakat yang surat pembeliannya telah hilang karena sudah lama, atau tidak 
ada surat hanya transaksi biasa antara kedua belah pihak. Maksud dari transaksi 






Gambar 11. Bukti Pembayaran PBB dan Surat Jual Beli Bangunan  
(Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti) 
 
Pada lokasi penelitian saya, masyarakat juga tidak melibatkan pihak PT 
KAI sebagai pemilik lahan atas jual beli bangunan yang dilakukan. Akibatnya 
sebagian besar masyarakat hanya memiliki hak informal atas properti mereka, 
sehingga secara aturan mereka akan digusur sewaktu-waktu. Menurut Abah Maji, 
lahan di Kampung Comboran tidak semua milik PT KAI, melainkan ada beberapa 
yang merupakan hak milik masyarakat. Hak milik yang dimaksud adalah 
pemberian dari kota madya sewaktu pemindahan, pembagian, dan perencanaan 
rumah sehat pada awal berdirinya kampung. Dengan adanya hal ini, menghasilkan 
rumah yang diinformasikan menjadi milik pribadi bukan milik PT KAI, yaitu 
mulai dari masjid sampai dengan madrasah. Masyarakat menyebut rumah tersebut 
dibangun di lahan pasar/negara/pemberian kota madya, sehingga menjadi hak 





dekat dengan rel kereta api. Terhitung hanya sebelas rumah masyarakat yang 
dapat dikatakan memiliki hak formal akibat adanya sejarah pemberian lahan oleh 
kota madya di masa lalu. Mereka yang tinggal di sebelas rumah tersebut memiliki 
sertifikat tanah resmi dari kota madya.  
Kepemilikan lahan pada sebelas rumah juga dibenarkan oleh peta milik PT 
KAI yang menunjukkan batasnya. Peta PT KAI menunjukkan bahwa terdapat 
lahan seluas sebelas rumah di Kampung Comboran tidak milik PT KAI. Padahal 
lahan tersebut diapit oleh lahan PT KAI, namun dalam peta menunjukkan bukan 
kepemilikan perusahaan tersebut. Pak Eksa yang merupakan Supervisor 
Penjagaan Aset 8.4 Malang, mengatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena 
adanya sejarah penetapan batas di masa lalu. Pak Eksa menggambarkan lahan 
tersebut sebagai persegi panjang yang di tengahnya memiliki garis tidak simetris 
akibat penetapan batas, sehingga sangat wajar. Beda lagi jika persegi panjang di 
tengahnya terdapat lingkaran kecil yang menandakan batas. Hal tersebut tidak 
wajar, karena tidak ada batas lahan hanya berpusat pada satu lingkaran kecil. 
Kepemilikan lahan memang menjadi hal yang tidak pasti di kehidupan 
masyarakat. Namun, beberapa hal yang dilakukan masyarakat menunjukkan 
bahwa mereka menganggap ketidakpastian tersebut sebagai hal yang normal. Pada 
bab sebelumnya telah saya jelaskan bahwa masyarakat mendapatkan bantuan 
kesehatan dari dinas dan puskesmas, meskipun tinggal di lahan ilegal. Namun 
tetap saja beberapa bantuan yang berhubungan dengan pembangunan kampung 
masih terkendala karena status tersebut. Uniknya, Ketua RT yang merupakan 





Penyuluhan tersebut membahas kepemilikan lahan dan cara untuk 
mendaftarkannya sebagai tanah resmi, sehingga akan mendapatkan sertifikat. 
Dalam buku penyuluhan yang diterima berisi bahwa, lahan yang merupakan aset 
BUMN seperti PT KAI tidak dapat didaftarkan sebagai tanah resmi kepemilikan 
pribadi. Dalam hal ini secara tidak langsung Ketua RT memahami, bahwa 
sebagian besar masyarakat di Kampung Comboran tidak bisa mendapatkan 
kepemilikan pribadi. Melihat pembangunan kampung dan renovasi rumah, 
masalah kepemilikan tidak begitu dipikirkan. Hal semacam ini membuktikan 
bahwa masyarakat memang sudah menganggap kondisi rentan penggusuran 
sebagai hal yang normal.  
Meskipun sebagian besar tidak memiliki bukti kepemilikan formal, 
masyarakat tetap membangun rumahnya dengan baik. Pembangunan dilakukan 
secara bertahap, misalnya dibangun tembok terlebih dahulu jika rumah awal 
merupakan bedak. Selain itu lantai dibiarkan tanpa keramik, melainkan hanya 
dilapisi semen. Setelah memiliki uang yang cukup, akan memperbaiki beberapa 
bagian rumah dan begitu seterusnya. Pak Ono mengatakan bahwa pembangunan 
rumah yang dilakukan seperti melapisi tembok dengan cat yang baik, dan 
memasang lantai dari bahan keramik agar nyaman. Sebelumnya rumahnya lembab 
dan sering berdebu yang menyebabkan anaknya sakit. Demi kenyamanan dan 
kesehatan, Pak Ono terus memperbaiki rumahnya meskipun tidak ada jaminan di 
masa depan. Beda halnya dengan Bu Ria yang membangun seadanya, sampai 
keramik yang digunakan untuk lantai dan sebagian tembok memiliki warna 





tidur dan menaruh barang. Menurutnya pembangunan seadanya saja dapat 
menenangkan hatinya jika di masa depan ada penggusuran. Tidak ada rasa kecewa 
berlebih akibat keadaan rumah yang sederhana. Menurut beliau tidak apa-apa 
membangun rumah asalkan dibangun sederhana, supaya tidak terlalu kecewa 
ketika digusur di masa depan.  
Selain itu saya juga memperhatikan beberapa rumah di samping rel kereta 
api terlihat bagus. Dibangun dengan dua lantai dan bahan yang digunakan juga 
bagus seperti rumah pada perumahan. Menurut Ketua RT, di masa depan rel 
kereta api tidak akan digunakan di tengah kota. Pertamina akan dipindah ke 
Kabupaten Malang, seperti Malang Selatan dan Blitar. Pernyataan tersebut tidak 
sejalan dengan pernyataan pihak PT KAI dari Unit Operasi Malang. Pak Kolis 
mengatakan bahwa selama masyarakat Malang masih membutuhkan BBM, maka 
kereta akan tetap beroperasi. Rel kereta api juga akan tetap digunakan untuk 
kebutuhan pengangkutan BBM. Namun informasi tersebut belum pasti, dan belum 
ada konfirmasi resmi dari PT KAI pusat dan pertamina. Dalam hal ini, masyarakat 
memiliki pandangan masing-masing dalam membangun rumah di samping rel 
kereta api. Meskipun begitu, mereka tetap berkeadaan tidak pasti selama 
bangunan masih di bawah kepemilikan PT KAI. Dari sini kita dapat melihat 
bahwa masyarakat akan mengerjakan apa yang dibutuhkan saat itu, tanpa harus 
memikirkan dampak di kemudian hari.  
Menurut Hellman (2018), masyarakat memiliki upaya untuk menghindari 
dicap sebagai penghuni liar melalui peningkatan jaminan kepemilikan. Pernyataan 





Memiliki rumah yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat menjadi langkah 
pertama atas upaya tersebut. Upaya lainnya seperti adanya E-KTP yang 
membuktikan bahwa seseorang diakui sebagai warga negara di lokasi tertentu. 
Menurut Winayanti dalam Hellman (2018), kepemilikan properti memang 
menjadi salah satu hal yang dapat diakui sebagai warga negara karena memberi 
alamat dan juga E-KTP. Dengan hal ini masyarakat yang tinggal di lahan “ilegal” 
berupaya menjadi “terlihat” di mata masyarakat.  
Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tinggal di Kampung 
Comboran tidak ditarik biaya sewa, hanya diwajibkan untuk membayar PBB. Pak 
Ono mengatakan bahwa lahan yang masyarakat tempati adalah milik PT KAI, 
masyarakat hanya memiliki bangunan yang dibangun saja. Pemerintah 
mewajibkan masyarakat membayar PBB, dan Pak Ono yang memiliki tiga 
bangunan berdampingan dikenakan biaya Rp. 21.000,00. Pak Ono mengatakan 
bahwa sebenarnya adanya sewa dari PT KAI dapat menjamin masyarakat 
mendapatkan ganti rugi jika di masa depan terdapat penggusuran. Saya 
memastikan hal tersebut kepada pihak Komersialisasi Kawasan Stasiun Malang, 
apakah akan ada ganti rugi jika masyarakat ditarik biaya sewa. Menurut Pak 
Agus, dalam PT KAI tidak ada yang namanya ganti rugi, melainkan uang boyong 
bongkar. Jika ganti rugi terkesan seperti pihak PT KAI membenarkan dan 
membiarkan masyarakat menempati lahan ilegal. Uang boyong bongkar akan 
diterima masyarakat jika lahan yang ditempati mendapatkan penarikan sewa dari 
PT KAI. Penetapan sewa sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 





aman terdiri dari tiga yaitu rumaja (jarak rumah dan rel 6 meter), rumija (jarak 
rumah dan rel 12 meter), dan ruwasja (jarak rumah dan rel lebih dari 12 meter). 
Saat ini minimal batas aman yang baik berada pada rumija atau sekitar 12 meter. 
Jika rumah atau permukiman di samping rel kereta api telah memenuhi batas 
minimal aman 12 meter, maka PT KAI wajib menarik biaya sewa. Selama lahan 
tidak dibutuhkan, masyarakat yang membangun pada jarak 12 meter setiap 
tahunnya dibebani biaya sewa. Sedangkan permukiman samping rel kereta api 
yang tidak berada pada batas aman, maka tidak akan ditarik biaya sewa. PT KAI 
tidak berani untuk menarik biaya sewa karena tidak memenuhi beberapa syarat 
dan menyalahi aturan.  
Uang boyong bongkar akan didapatkan masyarakat ketika bangunan yang 
mereka bangun memenuhi batas aman dan terdapat biaya sewa dari PT KAI. 
Besarnya uang boyong bongkar disesuaikan dengan rumah yang dibangun. 
Terdapat dua kategori rumah yaitu permanen dan semi permanen. Pembeda pada 
kedua jenis rumah tersebut berada pada tembok. Jika temboknya dari batu bata 
maka disebut permanen, sedangkan untuk tembok yang kayu/papan/seng disebut 
semi permanen. Uang boyong bongkar ditujukan untuk masyarakat agar 
digunakan saat proses boyongan dan pembongkaran. Misalnya uang dapat 
digunakan membayar tukang untuk membongkar bangunan agar bahan bangunan 
seperti kusen kayu, batu bata, keramik dapat digunakan kembali. Jika masyarakat 
belum pindah dan membongkar rumahnya secara mandiri dalam waktu yang 





berat. Hal tersebut menyebabkan rumah hancur dan rata dengan tanah, sehingga 
bahan bangunan tidak dapat digunakan kembali.  
Rumah yang dibangun tidak pada batas aman dan terlihat kumuh, tidak 
akan mendapatkan uang boyong bongkar. Biasanya penggusuran ada karena ajuan 
dari masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan penghuni di samping rel 
kereta api. Hal tersebut diajukan karena permukiman kumuh dan digunakan 
sebagai hal negatif seperti prostitusi, judi, dan lain-lain. Selain itu penggusuran 
juga dapat dilakukan ketika pihak PT KAI membutuhkan lahannya untuk 
keperluan perjalanan kereta api. Pengajuan penggusuran oleh pihak eksternal akan 
ditindaklanjuti dengan cara memberi tahu untuk segera pindah. Selanjutnya pihak 
PT KAI akan membongkar rumah-rumah yang sudah dibangun, dan masyarakat 
tidak mendapatkan uang boyong bongkar. Sedangkan pengajuan penggusuran dari 
pihak internal akibat lahan yang akan digunakan juga mendapatkan perlakuan 
yang sama, selama permukiman tidak berada pada batas aman.  
Dalam masalah boyong bongkar, masyarakat di Kampung Comboran tidak 
mengetahui secara detail mengenai hal tersebut. Mereka hanya tau mengenai 
istilah ganti rugi yang bisa saja didapatkan jika ditarik biaya sewa. Selain itu 
terdapat satu dua masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa ganti rugi bisa 
didapatkan karena rasa kemanusian PT KAI. Terakhir, masyarakat memiliki 
pemikiran bahwa penggusuran tidak hanya merugikan satu orang namun semua 
juga dirugikan. Saat hal tersebut terjadi, setidaknya akan ada rasa tenang dan baik-
baik saja karena nasib semua masyarakat sama. Meskipun begitu, tetap saja 





Meskipun tidak ada yang pasti tinggal di Kampung Comboran, akan tetapi 
nilai jual rumah terbilang cukup mahal. Rumah dengan ukuran kecil yang berada 
tepat di samping rel dijual dengan harga Rp. 50.000.000,00-Rp. 65.000.000,00. 
Sedangkan rumah dengan ukuran sedang/besar yang berada tepat di samping rel 
dijual dengan harga Rp. 80.000.000,00-Rp. 90.000.000,00. Sebelum dijual, rumah 
harus direnovasi terlebih dahulu agar pembeli tertarik dan sepakat dengan harga 
jual yang dipatok. Rumah kampung kawasan belakang memiliki nilai jual yang 
berbeda lagi, karena jarak dengan rel lebih jauh. Pendatang dari Madura membeli 
rumah dengan harga Rp. 65.000.000,00. Rumah yang didapat tidak sepenuhnya 
dibangun dengan tembok berbahan batu-bata, namun juga dari kayu. Rumah 
ukuran besar dan lantai dua juga dapat ditemukan di kampung kawasan belakang. 
Jika dilihat dari pemilihan bahan dan kemewahannya dapat dihargai kurang lebih 
Rp. 100.000.000,00. Rumah tersebut terlihat seperti bangunan baru, sepertinya 
memang sengaja dibangun untuk sendiri, apalagi lokasinya yang aman dari 
bahaya lalu lintas kereta api.  
Harga yang jual diatas sebenarnya terbilang cukup mahal untuk rumah di 
Kampung Comboran, karena keadaan yang berada di lahan ilegal dan dekat 
dengan bahaya. Selain itu tidak memiliki sertifikat resmi yang menjadi bukti 
kepemilikan dan jaminan. Namun fasilitas di sekitar permukiman yang memadai 
menjadi faktor harga beli rumah di Kampung Comboran. Beberapa kontrakan di 
Kampung Comboran memiliki harga sekitar Rp. 4.500.000,00 sampai 





Kampung Comboran sudah terbilang cukup murah, dibandingkan dengan harga 
sewa rumah yang ada di lahan legal.  
Harga sewa dan beli bangunan tidak menjadi masalah besar bagi beberapa 
masyarakat. Jika memiliki ekonomi yang kurang mampu, mereka memilih 
menyewa atau membeli rumah semi permanen kecil agar harga tidak mahal. 
Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki ekonomi sedang, mereka memilih 
membeli bangunan yang selama ini disewa atau pindah ke kampung kawasan 
belakang. Hal tersebut dilakukan untuk tetap bisa bekerja di wilayah Comboran.  
Pada sub bab ini telah dijelaskan mengenai risiko bahaya, dan tidak 
adanya hak kepemilikan formal yang menyebabkan masyarakat berkeadaan rentan 
penggusuran. Permasalahan tersebut berkaitan dengan konsep normal uncertainty 
yang saya gunakan. Masyarakat terbiasa dengan adanya risiko yang dapat 
merugikan mereka, namun bersikap normal seperti tidak akan hal yang akan 
menimpa mereka. Terlihat sangat jelas bahwa masyarakat menganggap normal 
risiko tersebut atau normal uncertainty (Voorst, 2016). Ditambah lagi dengan 
adanya ungkapan “sudah biasa” menjadikan masyarakat menganggap semua 
berjalan normal selama mereka masih aman sampai saat ini. 
4.2 Penanganan Risiko dan Kerentanan Masyarakat di Kampung Comboran 
Penanganan risiko dapat diamati dalam tindakan dan persepsi seseorang ketika 
menghadapi ketidakamanan dan ancaman yang membahayakan keselamatan serta 
kesejahteraan (Nooteboom dalam Voorst, 2016). Saya menggunakan istilah gaya 
atau risk style karena mengacu pada jenis perilaku yang dipelajari dan telah 





seseorang mengalami suatu risiko maka semakin mudah untuk mengatasi risiko 
tersebut secara efektif (Voorst, 2016). Hal ini berhubungan dengan pengalaman 
seseorang selama menempati tempat tinggalnya. Pengalaman ini dapat dilihat 
pada penghuni lama dan penghuni baru.  
Salah satu hal yang ditakutkan ketika tinggal di samping rel kereta api adalah 
kecelakaan. Kereta api dijadwalkan melintas setiap hari dengan tiga shift pagi, 
siang, dan malam. Kereta pagi bisa dijalankan hingga empat sampai sebelas 
gerakan, tergantung pengiriman BBM dari pertamina. Sedangkan siang dan 
malam, masing-masing dilakukan empat serta delapan gerakan. Maksud dari 
empat, delapan, sebelas gerakan ini adalah hitungan untuk keberangkatan kereta 
menuju lokasi yang dituju. Misalnya kereta BBM dengan tangki berisi berada di 
stasiun Kota Lama Malang, lalu dibawa ke depo untuk menyetorkan isi tersebut 
maka dihitung satu gerakan. Selanjutnya kereta dengan tangki kosong menuju 
stasiun kembali, maka dihitung satu gerakan juga dan begitu seterusnya. Ketika 
sedang melakukan beberapa gerakannya, kita tidak tahu pasti apakah kereta 
sedang keadaan baik atau tidak.  
Selain jadwal operasi, perlu diketahui bahwa kecepatan yang dapat digunakan 
kereta api BBM untuk melintasi permukiman padat hanya 20 km per jam. 
Kecepatan yang seharusnya dan sesuai aturan adalah 30 km per jam. 
Berkurangnya kecepatan tersebut diakibatkan kereta melintasi permukiman yang 
sangat padat dan medan melengkung. Bahkan ketika tangki dalam keadaan terisi, 
kecepatan akan diturunkan lagi menjadi 15 km per jam akibat beban yang berat.  





merupakan informasi baik. Melihat beberapa berita kereta api di Malang yang 
menabrak rumah di samping rel dan gerbong anjlok, menandakan bahwa kita 
tidak bisa memprediksi keadaan kereta. Terlebih lagi rel di kawasan Kampung 
Comboran dilewati kereta api BBM. Artinya kereta akan mudah terbakar jika 
tersulut percikan api. Percikan api tersebut bisa dari mesin kereta sendiri, maupun 
aktivitas masyarakat di dapur. Dalam hal ini masyarakat hanya tahu bahwa kereta 
akan melintasi rel, tanpa tahu keadaannya.  
Meskipun masyarakat tidak dapat melakukan penanganan pada bahaya yang 
tidak dapat diprediksi, namun masih bisa dilakukan pada bahaya yang sebaliknya. 
Bahaya yang dapat diketahui dan diprediksi telah dipahami masyarakat yang 
tinggal di samping rel kereta api. Bahaya yang dapat diprediksi tersebut seperti 
penghindaran dari rel saat kereta sedang melintas. Mereka sudah terbiasa sehingga 
mengetahui tanda-tanda jika kereta melintas. Bahkan anak kecil sudah mengetahui 
cara-cara menghindar jika kereta melintas. Semua orang akan berteriak jika ada 
kereta melintas “rek sepur rek, minggiro!” (awas ada kereta, segera menepi!). 
Sedangkan beberapa orang sibuk membawa barangnya seperti kasur, nasi basi, 
dan keset yang dijemur ke dalam rumah. Uniknya barang yang dijemur di tengah 
rel dan sekiranya tidak mengganggu perjalanan kereta, terkadang akan dibiarkan 
meskipun kereta akan melintas. Nasi basi dan keset yang dijemur menjadi salah 
satu barang tersebut, karena barangnya yang tipis sehingga tidak mengganggu. 
Selain mengamankan diri sendiri, barang, memberitahu tetangga, orang tua 
juga sibuk mengamankan anaknya yang sedang bermain di jalan setapak. Ada 





memegangnya agar tidak lari. Orang tua yang memiliki anak balita lebih ekstra 
dalam menangani risiko. Mereka biasanya memasang penghalang kayu di pintu 
rumahnya, agar anak tidak bisa keluar rumah. Bagi keluarga yang tinggal di 
kampung kawasan belakang tidak khawatir akan hal ini. Mereka lebih tenang 
karena permukimannya tidak dekat dengan rel kereta api. Getaran yang dihasilkan 
kereta tidak begitu dirasakan masyarakat yang tinggal di kampung kawasan 
belakang. Hanya suara saja yang terdengar, dan suara pun juga tidak sekeras di 
rumah yang dekat dengan rel kereta api. 
Dari sini kita dapat melihat bahwa masyarakat sudah memiliki cara-cara atau 
pengamanan sendiri agar terhindar dari bahaya kereta api saat melintas. Cara 
pengamanan ini diperoleh dari pengalaman serta keakraban masyarakat tinggal di 
lingkungan yang rentan bahaya. Pengalaman ini tidak hanya berlaku untuk orang 
dewasa. Anak kecil yang biasanya bermain di depan rumah dianggap lebih 
tanggap ketika kereta akan melintasi rel. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan 
yang menjadi tempat mereka bermain sehari-hari telah dikenali. Mereka paham 
sisi mana yang aman dari kereta, sehingga memiliki tempat untuk tidak dekat 
dengan bahaya. Selain itu terdapat penjaga yang berjaga di jalan raya untuk 
mengamankan jalan, dan memberi sinyal bahwa kereta akan melintas.  
Selain akrab dengan lingkungannya, faktor lain masyarakat memahami 
penghindaran karena sudah tinggal lama dan terbiasa melakukan hal tersebut 
secara terus menerus. Anggapan sederhana dari Abah Maji yaitu kucing saja bisa 
mengetahui jika kereta akan melintas, apalagi manusia yang memiliki akal pikiran 





dikhawatirkan, karena mereka tidak memahami bahwa permukiman beberapa kali 
dilewati kereta. Mungkin masyarakat luar merasa kaget karena suara dan jarak 
kereta dengan jalan serta rumah yang sangat dekat. Sedangkan untuk masyarakat 
yang sudah menetap dan terbiasa, akan terlihat santai dan tidak merasa terganggu 
dengan adanya kereta. Bahkan masyarakat melakukan beberapa kegiatan di jalan 
setapak samping rel, salah satunya kegiatan doa bersama karena rumahnya tidak 
cukup untuk menampung orang yang diundang. 
Selain penanganan keselamatan secara fisik, juga terdapat penanganan risiko 
jika pekerjaan yang dilakukan belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Dalam literatur sosiologis disebut dengan pendekatan kerentanan karena 
berhubungan dengan struktur ekonomi, sosial, dan politik. Terutama struktur 
ekonomi karena dapat membatasi kemampuan orang untuk menangani risiko 
(Voorst, 2016). Menurut (Nooteboom, 2015), ada berbagai sumber yang dapat 
memberikan dukungan pada masyarakat saat membutuhkan. Pada Kampung 
Comboran, dukungan tersebut berasal dari bantuan pemerintah, kerabat, tetangga, 
dan lembaga (seperti hubungan timbal balik, sedekah, dan asosiasi simpan 
pinjam). Peran mereka masing-masing saya paparkan pada bagian ini melalui 
perwakilan beberapa keluarga. 
Masyarakat yang tinggal di Kampung Comboran tidak semua memiliki 
pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Sehingga, beberapa masyarakat memiliki 
penanganan risiko ekonomi mulai dari pinjaman bank, pinjaman koperasi, arisan, 
tabungan di tetangga, dan bantuan pemerintah. Salah satu cerita keluarga di 





yang mereka lakukan. Bu Inah termasuk masyarakat yang memiliki perekonomian 
rendah. Ketika saya tanya mengenai strategi menghadapi permasalahan ekonomi, 
beliau menjawab dengan ragu. Sepertinya Bu Inah tidak begitu memikirkan hal 
tersebut karena beliau sendiri tidak bekerja, hanya mengandalkan penghasilan dari 
anak cucunya. Penghasilan anak cucunya pun tidak menetap, sehingga tidak bisa 
menyisihkan uang untuk ditabung. Beberapa kegiatan arisan, tabungan haji, dan 
tabungan hari raya kampung tidak ada yang diikuti. Saya melihat bahwa untuk 
kebutuhan makan sehari-hari masih bisa dipenuhi karena memasak sendiri jadi 
lebih hemat. Namun jika kebutuhan mendadak yang membutuhkan biaya banyak 
mungkin akan menjadi kendala karena tidak memiliki tabungan.  
Kesulitan untuk menabung karena penghasilan yang pas-pasan tidak 
memengaruhi Bu Inah dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Namun tidak 
semua masyarakat bersikap seperti itu. Voorst (2018), pernah menceritakan hal ini 
pada tulisannya bahwa masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh 
cenderung tidak mempercayai dokter. Mereka memilih pengobatan tradisional, 
seperti jamu maupun obat warung. Keadaan tersebut ternyata tidak terjadi di 
Kampung Comboran. Suatu hari saat saya menemui Bu Inah yang merasa tidak 
enak badan dan pusing, sehingga makanan yang dimakan juga dirasa tidak enak. 
Setelah mendengarkan ceritanya, saya menanggapi apakah beliau sudah pergi 
untuk periksa ke dokter. Awalnya saya pikir jawaban beliau tidak ke dokter, 
melainkan hanya meminum obat yang dijual di warung. Ternyata beliau 
mengatakan bahwa sudah pergi ke puskesmas terdekat, dan didiagnosa memiliki 





sakit, karena biaya ditanggung oleh Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain adanya 
KIS, saya berpikir bahwa fasilitas posyandu dan kegiatan penyuluhan kesehatan 
di kampung juga membantu masyarakat tanggap dengan kesehatannya.  
Pada bab sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa masyarakat memang 
menerima bantuan kesehatan. Permukiman informal tidak menghalangi bantuan 
yang berhubungan dengan kesehatan. Cerita Bu Inah juga membuktikan bahwa 
bantuan tersebut memberikan dampak pada pemilihan pengobatan. Permasalahan 
ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial diperlukan untuk mengatasi 
kerentanan masyarakat miskin. Jaminan sosial ini dapat diperoleh dari negara atau 
diorganisir secara lokal (Nooteboom, 2015). Salah satu jaminan sosial dari negara 
adalah bantuan sosial berupa KIS yang dimiliki Bu Inah. Dalam hal ini Bu Inah 
tidak khawatir mengenai masalah biaya kesehatan. Namun untuk kebutuhan 
mendadak masih dikhawatirkan, misalnya saat cicitnya meminta sunat. Satu 
keluarga bingung pada saat itu karena tidak memiliki cukup uang untuk biaya 
sunat yang dirasa dadakan. Untungnya saat itu terdapat sunat massal yang 
diselenggarakan oleh Bank BRI, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. 
Dengan cerita ini saya memahami bahwa kebutuhan dadakan tidak langsung dapat 
diatasi oleh keluarga Bu Inah, karena kondisi ekonomi yang pas-pasan. Beliau 
selalu mengatakan kepada saya bahwa masalah ekonomi dianggap “Senin 
Kamis”. Maksud dari perkataan tersebut adalah perekonomian beliau tidak pasti, 
sehingga diibaratkan dengan puasa hari Senin/Kamis. Jika uang sangat pas-pasan, 





pihak luar secara tidak sadar sangat membantu keadaan masyarakat yang 
berekonomi rendah seperti Bu Inah. 
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan jamban pada rumah tangga. 
Pada bab tiga saya telah menjelaskan bahwa Bu Inah tidak memiliki jamban untuk 
buang air besar. Jika ingin buang air besar, Bu Inah sekeluarga akan 
menggunakan MCK umum yang dikenai biaya Rp. 2000,00. Menurut saya hal 
tersebut tentu juga menguras uang, karena kebutuhan buang air besar tidak bisa 
dilakukan satu minggu sekali melainkan hampir setiap hari. Sebenarnya terdapat 
dua kamar mandi umum yang dibangun oleh swadaya kampung, dan masyarakat 
tidak dikenakan biaya untuk penggunaanya. Namun dua kamar mandi tersebut 
jauh dengan rumah Bu Inah, sehingga beliau memutuskan untuk menggunakan 
MCK umum berbayar yang dekat dengan rumahnya.  
Selain memanfaatkan bantuan pemerintah, beberapa orang menggunakan 
strategi peminjaman untuk mengatasi perekonomiannya. Hal ini juga terjadi pada 
masyarakat di Kampung Comboran. Misalnya, salah satu anak Bu Inah 
melakukan pinjaman ke koperasi dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor) sepeda motor. Tanpa perlu bertanya banyak, saat itu 
kebetulan terdapat pihak dari salah satu bank datang untuk menarik angsuran ke 
beberapa orang. Saya tidak bertanya sedikitpun kepada mereka saat pihak bank 
datang ke rumah. Saya hanya memandangi dan mendengarkan apa yang mereka 
kerjakan saat itu. Setelah lama saya menyimak dan memastikan juga kepada yang 






 Pinjaman dengan model angsuran menjadi pilihan lain untuk memperoleh 
uang. Angsuran bank di Kampung Comboran bersifat kolektif yang terdiri dari 
delapan sampai sepuluh orang. Pembayaran dilakukan secara bersama pada 
pertemuan yang sudah dijadwalkan. Terdapat denda yang ditetapkan jika tidak 
maupun telat menghadiri pertemuan. Denda tersebut akan masuk ke uang kas 
kelompok. Jadi mereka meminjam uang di awal, dan pembayaran akan diangsur 
bersama kelompok selama dua belas bulan. Saya bertanya kepada Mbak Ebi 
apakah ada syarat untuk mengikuti peminjaman tersebut? Jawabannya tidak ada 
syarat yang memberatkan, hanya saja menyetorkan KTP serta KK sebagai 
pengisian identitas, serta perjanjian pertemuan yang akan dikunjungi oleh pihak 
bank secara rutin. Mengambil pinjaman dari bank tersebut merupakan salah satu 
strategi masyarakat untuk mengatasi perekonomiannya. Pinjaman diperlukan 
untuk memenuhi beberapa kebutuhan besar, misalnya modal untuk usaha, 
perbaikan rumah, biaya sekolah anak dan lain-lain. 
Selain bermodal KTP dan KK untuk mendapatkan pinjaman, biasanya pihak 
bank maupun koperasi mendatangi Ketua RT untuk menanyakan mengenai 
nasabahnya. Ketua RT secara administrasi mengetahui identitas masyarakatnya. 
Namun, secara pribadi juga mengetahui perilaku masyarakat sehingga dapat 
membantu pihak bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya atau tidak. 
Menurut beliau beberapa pihak bank atau koperasi akan mendatanginya dan 
menanyakan bagaimana nasabahnya, apakah bisa dipercaya karena ada beberapa 
masyarakat yang nakal (susah membayar angsuran pinjaman). Pihak bank maupun 





jaminan jika masyarakat yang sudah diberikan pinjaman, tiba-tiba sulit untuk 
konsisten membayar angsuran tersebut. 
Selain meminjam, masyarakat juga bisa menabung dalam bentuk arisan. 
Namun, Mbak Ebi lebih memilih mengambil pinjaman dan dibayar secara rutin, 
dibandingkan mengikuti arisan. Terdapat beberapa arisan di Kampung Comboran 
yang setiap minggunya diharuskan membayar mulai Rp. 10.000,00-200.000,00 
dan penarikan saat itu juga. Sistem arisan sendiri kita akan terus membayar 
meskipun nama kita sudah keluar sebelumnya, sehingga pendapatan arisan akan 
dirasakan satu kali dan sisanya akan terus membayar. Bu Inah sendiri mengatakan 
bahwa mengikuti arisan terlalu memberatkan meskipun bisa dicicil. Akan sangat 
menakutkan jika nama keluar di awal, karena terkadang kita tidak membutuhkan 
uang tersebut pada saat itu. Berbeda halnya dengan dua masyarakat yang saya 
tanya mengenai arisan. Menurut mereka arisan menjadi tabungan berharga, karena 
lebih baik uang dibayarkan untuk arisan dibandingkan disimpan dan malah 
digunakan membeli keperluan yang tidak begitu dibutuhkan.  
“Kalau uangnya saya simpan nanti malah terpakai dan cepat 
habis, jadi mending saya ikut arisan per minggu maupun arisan hari 
lebaran” (Wawancara Istri Pak Ono dan Bu RT, 2021). 
 
 Dengan adanya hal ini dapat dilihat bahwa tingkat kerentanan memengaruhi 
tanggapan orang-orang terhadap risiko. Orang yang memiliki ekonomi sedang 
dapat menyisihkan uangnya untuk ditabung. Berbeda dengan orang dengan 
ekonomi rendah tidak cukup menyisihkan uang untuk ditabung. 
 Arisan menjadi lembaga tabungan kecil berbasis kelompok yang memiliki 





mempertanyakan analisis tersebut, karena cenderung menambah beban orang 
miskin (Lont dalam Nooteboom, 2015). Dua sudut pandang mengenai arisan ini 
terlihat pada Bu Inah dan Bu RT serta istri Pak Ono. Bu Inah masuk pada analisis 
bahwa arisan dapat menambah beban orang miskin melalui pernyataannya yang 
telah saya paparkan sebelumnya. Sedangkan Bu RT dan istri Pak Ono 
menganggap bahwa arisan membantu penghematan. Sebenarnya arisan menjadi 
salah satu program yang digalakkan pemerintah karena dianggap sebagai 
instrumen pembangunan, beradaptasi dengan budaya lokal, dan diasumsikan 
efektif penghematan (Nooteboom, 2015). Pada kenyataan di lapangan, padangan 
arisan semacam itu tidak dapat disamaratakan kepada semua masyarakat. Kondisi 
ekonomi memengaruhi seseorang memandang arisan beban atau malah menjadi 
strategi penghematan.  
Selain itu saya menemukan hal lain yang menjadi strategi masalah 
perekonomian, yaitu adanya hubungan timbal balik tetangga saat mengadakan 
acara besar. Secara tidak langsung masyarakat saling memiliki tabungan di 
tetangga. Hal ini mungkin diabaikan namun sebenarnya membantu dalam 
kehidupan sosial dan ekonomi. Tentu kita tahu bahwa setiap acara besar akan 
mengundang banyak orang, yang mana mereka membawa uang ataupun sembako 
untuk menyumbang acara tersebut. Biasanya masyarakat akan mengembalikan 
pemberian dengan nilai yang sama. Bu Inah sendiri mengatakan bahwa saat beliau 
mengadakan acara pernikahan cucunya banyak tetangga yang datang. Beliau 
merasa tidak mengundang siapapun, namun tetangga lain datang dengan 





datang ke acara mereka, sehingga melakukan pengembalian. Tanpa disadari hal 
ini menjadi tabungan bagi Bu Inah karena mendapatkan beberapa bantuan uang 
dan sembako, sehingga pengeluaran untuk acara dapat terbantu. Bu Inah tidak 
mengatakan secara langsung bahwa hal ini dapat menjadi sebuah tabungan. 
Namun beliau lebih menekankan pada hubungan baik dengan tetangga, dan 
syukur jika mendapatkan bantuan atau pengembalian. Dalam hal ini kepercayaan 
diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan menjadi strategi 
penting untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti dan tidak terkendali 
(Sztompka dalam Voorst, 2016).  
Selain cara untuk menangani bahaya dan kerentanan ekonomi, saya juga 
menanyakan rencana yang telah dipersiapkan masyarakat akibat penggusuran 
yang tidak dapat diprediksi. Hal ini menyangkut kemajuan diri individu dalam 
menghadapi risiko penggusuran. Kemajuan diri berupa kemampuan seseorang 
untuk melakukan tindakan yang diprediksi berhasil. Kemajuan diri ini membantu 
seseorang aktif dalam menghadapi risiko, terutama penggusuran. Dengan adanya 
kemajuan diri seseorang dapat mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut 
(Voorst, 2016). Saya bertanya kepada Bu Inah apakah memiliki strategi khusus 
untuk penggusuran jika dilakukan di masa depan. Beliau menjawab dengan cepat 
bahwa tidak ada strategi yang dilakukan secara spesifik. Jika terjadi penggusuran 
beliau akan menerimanya, dengan syarat harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. 
Opsi selanjutnya, Bu Inah akan kembali ke daerah asalnya karena terdapat 
beberapa keluarga yang masih tinggal disana. Sedangkan Bu Yanti memiliki 





baru. Meskipun begitu rumah yang dibeli masih dalam satu kampung, hanya saja 
jauh dari rel kereta api. Sehingga getaran, kebisingan, serta bahaya dapat 
dikurangi karena posisi rumah yang jauh. Namun untuk risiko penggusuran masih 
membayanginya akibat hanya membeli sebuah bangunan, bukan lahan.  
Kebanyakan masyarakat yang tinggal di Kampung Comboran memang belum 
memiliki rencana pribadi yang pasti untuk risiko penggusuran. Selain alasan 
ekonomi sebagai penunjang utama seseorang pindah ke tempat yang aman, 
pekerjaan juga menjadi alasan lain. Informan pernah mengatakan “jika saya 
pindah dari sini, bagaimana pekerjaan saya”.  Hal ini juga dialami Bu Yanti 
yang memilih pindah untuk menangani bahaya kecelakaan, namun tetap di lokasi 
yang sama karena dekat dengan pekerjaannya. Sedangkan Bu Inah dengan 
keadaan ekonomi yang rendah, memilih tetap bertahan sampai terdengar 
informasi penggusuran.  
Selama proses penelitian ini, saya sadar bahwa perempuan memainkan peran 
penting di Kampung Comboran. Saya telah menjelaskan kegiatan yang mereka 
lakukan di bab tiga. Selain aktif mengikuti kegiatan tersebut, ternyata mereka juga 
berperan penting dalam mengelola keuangan rumah tangga. Cara yang dilakukan 
adalah mengikuti asuransi kelompok yang diadakan oleh salah satu bank di 
Indonesia, arisan, dan hubungan timbal balik saat hajatan atau acara besar. Cara 
tersebut dapat mengatasi kesenjangan keuangan atau kerentanan ekonomi yang 
saya gunakan untuk melihat permasalahan ini. Ketika mereka setuju untuk 
mengikuti organisasi keuangan yang kebanyakan bersifat kolektif sekalipun 





secara teratur. Menurut De Swaan dalam (Lont, 2000), terdapat tekanan sosial 
ketika seseorang yang sudah setuju tidak dapat membayar. Hal tersebut 
menjadikan mereka selalu berusaha untuk menabung atau membayar kegiatan 
tersebut secara teratur.  
Selain itu, keterlibatan perempuan yang besar pada kehidupan kampung bukan 
hanya soal mengatasi kesenjangan keuangan. Perempuan di Kampung Comboran 
kebanyakan adalah ibu rumah tangga namun tetap memiliki pekerjaan sampingan. 
Pekerjaan tersebut seperti membuka warung ataupun aktif dalam organisasi 
kampung yang mendapatkan bayaran. Mereka melakukan kegiatan tersebut selalu 
berkutat pada lingkungan kampung sehingga menciptakan hubungan dengan 
perempuan lainnya. Laki-laki di Kampung Comboran selalu keluar kampung 
untuk bekerja memenuhi kebutuhan. Hal ini yang menyebabkan perempuan 
memiliki waktu banyak berada di kampung, sehingga perannya lebih terlihat. 
Selama proses penelitian di siang hari, saya selalu bertemu dengan ibu dan anak. 
Sedangkan untuk menemui bapak dilakukan di malam hari. Dengan penjelasan ini 
dapat menjadi bukti siapa yang sering berada di kampungnya. 
Pada sub bab ini dapat dirangkum bahwa masyarakat memiliki penanganan 
untuk mengatasi ketidakpastian. Saya menggunakan pengalaman, pendekatan 
kerentanan, dan kemajuan diri untuk menganalisis apa saja cara yang digunakan 
masyarakat dalam menangani ketidakpastian. Pengalaman bukan hanya dimiliki 
masyarakat yang telah tinggal lama. Pendatang juga memiliki pengalaman akibat 
akrab atau telah mengenali lingkungannya. Selain itu dalam menganalisis 





mulai dari pinjaman bank hingga tabungan dalam bentuk arisan. Meskipun 
masyarakat tinggal di lahan yang memiliki banyak risiko dan menganggapnya 
sebagai hal normal, namun mereka tetap menerapkan penanganan agar tetap bisa 
berada pada ruang huniannya. 
4.3 Ojo Mbangun Sak Karepe Dewe: Mekanisme Komunal Menghadapi 
Risiko Penggusuran 
Menurut Smith, Hoffman & Gaillard dalam Voorst (2016) masyarakat yang 
hidup di lingkungan mengancam, memungkinkan membangun mekanisme 
penanggulangan secara kultural untuk mengatasi tantangan lingkungannya. 
Maksud dari penanggulangan kultural adalah masyarakat beradaptasi menghadapi 
risiko penggusuran dengan cara yang telah mereka lakukan bersama dan berulang. 
Hal ini dapat dilihat saat mereka menunjukkan kebersihan pada rel dan berusaha 
tidak membuat rel ambles. Bagi masyarakat yang tinggal lama di Kampung 
Comboran, telah memahami keadaan dengan baik. Mereka tahu beberapa hal yang 
harus diterapkan untuk mencegah adanya risiko rusaknya jalur rel hingga 
menyebabkan kecelakaan. Seperti air bekas cuci baju dan piring yang harus 
dibuang di rel kereta api secara merata. Tujuannya agar rel tidak ambles karena air 
bekas dibuang hanya pada satu titik saja. Selain itu mereka yang tinggal lama juga 
memiliki rasa tanggung jawab untuk memberitahukan informasi penanganan 
tersebut bagi masyarakat lain. Tanpa diberitahukan pun, beberapa orang secara 
sadar akan mengamati dan meniru cara penanganan tersebut. Meskipun 





melakukannya dan dampak yang didapatkan adalah untuk seluruh masyarakat di 
Kampung Comboran. 
Penanganan risiko di atas dilakukan bukan hanya untuk menghadapi bahaya, 
melainkan juga penggusuran. Bu Inah mengatakan bahwa sebagai penghuni 
Kampung Comboran harus sadar diri dengan keadaan yang membuat mereka 
masih bisa menggunakan lahan tanpa dikenakan biaya sewa. Sehingga sebisa 
mungkin untuk menjaga lingkungan dengan membersihkan sampah di sekitar rel 
kereta api. Sampah yang berada di rel kereta memengaruhi pandangan ataupun 
keindahan sehingga harus dibersihkan. Kegiatan kerja bakti yang biasa dilakukan 
juga memiliki kontribusi banyak dalam menjaga kebersihan kampung. Selain itu 
tumpukan sampah barang bekas yang berada di samping rel juga dibersihkan 
untuk mengurangi pandangan jelek, dan juga supaya tidak ditegur oleh pihak PT 
KAI. Teguran dari PT KAI harus dihindari agar tetap bisa tinggal di Kampung 
Comboran. Citra masyarakat yang baik dibutuhkan karena memengaruhi PT KAI 
dalam ketegasan pemakaian lahan. Menurut pemikiran Bu Inah, jika sekitar rel 
kereta api bersih maka kemungkinan kecil pihak PT KAI akan menegur. 
Selanjutnya terdapat penanganan lain untuk menghadapi risiko bahaya 
sekaligus penggusuran yang terlihat dan mungkin disadari oleh beberapa orang, 
yaitu membangun rumah yang disamakan agar memiliki jalan. Biasanya Ketua RT 
memantau jika ada pembangunan rumah di kampungnya terutama yang dekat 
dengan rel. Beliau menghimbau untuk menyesuaikan yang lain ketika 
membangun dan tidak terlalu dekat dengan rel. Menurut beliau jika dibangun 





karepmu” (kalau tidak takut meninggal karena ditabrak kereta, kamu bisa 
membangun rumah sesukamu). Arti dari kalimat tersebut adalah jika membangun 
terlalu dekat ditakutkan rumah akan bergesekan dengan kereta ketika sedang 
melintas. Namun secara moral, kalimat tersebut dapat membebankan seseorang 
karena bertindak beda yang lain akan berdampak pada kehidupan sosialnya dan 
juga akan membahayakan banyak orang. Jika terjadi, sebenarnya bukan hanya 
perorang yang dirugikan dan dibahayakan, melainkan dari pihak PT KAI bahkan 
masyarakat lainnya.  
Selama tinggal di Kampung Comboran, sudah banyak fasilitas yang dibangun 
bersama. Masyarakat bersama-sama dengan swadaya membangun salah satu 
fasilitas yang tanpa disadari menguntungkan dua pihak. Masyarakat bersama-
sama memberi batasan seperti bata di samping rel kereta agar batu-batu tidak 
turun ke jalan ketika hujan. Selain membantu kenyamanan di kampung, 
sebenarnya juga membantu perjalanan kereta api. Pihak PT KAI tidak harus 
mengisi batu di rel karena batu-batu tetap aman pada tempatnya. Berbeda dengan 
dulu yang mana mereka rutin melakukan pengisian batu pada rel karena hilang 
dibawa oleh air hujan. Saya menemukan foto rel kereta api Kampung Comboran 
di laman berita malang pada tahun 2017. Keadaan menunjukkan bahwa pada saat 
itu rel kereta api memang belum ada pembatas. Terlihat batu yang berada di 
tengah rel sedikit, tidak sebanyak sekarang. Beberapa batu juga jatuh ke jalan 
setapak Kampung Comboran. Dengan adanya hal ini, masyarakat kembali 
membuat citra yang baik agar tidak membahayakan mereka sekaligus PT KAI. 





pihak eksternal yaitu kampung tetangga atau masyarakat yang kurang nyaman 
dengan kehadiran permukiman di samping rel. Beda halnya jika permukiman di 
samping rel secara kasat mata tidak terlihat buruk atau tidak terlalu kumuh. 
Kemungkinan besar tidak akan ada penggusuran yang diajukan oleh pihak 
eksternal. 
  
Gambar 12. Sebelum dan Sesudah Dibangun Pembatas  
(Sumber: Kantor Berita Kemanusiaan & Koleksi Pribadi Peneliti) 
 
Selanjutnya terdapat negosiasi yang menjadi penanganan risiko secara 
komunal masyarakat. Kali ini negosiasi yang dilakukan oleh masyarakat 
Kampung Comboran tidak dikomunikasikan secara langsung. Maksudnya tidak 
ada komunikasi secara langsung untuk merundingkan suatu hal antara dua orang 
atau lebih. Negosiasi ini lebih pada masyarakat mengerjakan sesuatu, dan pihak 
lain akan melihat pekerjaan itu. Sederhananya masyarakat berupaya menjadi 
terlihat keberadaanya oleh penduduk kampung lain maupun pemerintah. Hal ini 
terlihat dengan adanya pembangunan fasilitas, pemberian nama jalan, 
pembersihan rel kereta api dari sampah, dan melaksanakan kegiatan yang 





berusaha membuat kampungnya maju dan legal. Menurut pandangan mereka 
penggusuran tidak akan mudah dilakukan jika kampung dibangun maju. 
“Kalau digusur kita pindah, tapi tidak mungkin digusur. Mana 
berani menggusur kami karena disini sudah banyak fasilitas seperti masjid, 
posyandu dll. Kami juga berharap rel ini tidak akan digunakan lagi, 
katanya BBM akan dipindah di Malang Selatan, bukan di Kota Malang” 
(Wawancara Ketua RT, 2021). 
 
Pengakuan terhadap kampung akan memberikan dampak besar bagi 
masyarakat, karena mereka akan memperoleh banyak bantuan pembangunan dan 
pandangan baik dari pihak luar. Hal tersebut dapat membantu meminimalisir 
penggusuran terhadap kampung yang sudah dibangun. Untuk saat ini beberapa 
bantuan masih belum bisa masuk karena masih ada anggapan bahwa Kampung 
Comboran ilegal. Cara lain telah dilakukan masyarakat dan juga Ketua RT yaitu 
bekerjasama dengan orang pemerintah yang sudah mengenal Kampung 
Comboran. Salah satunya adalah mencari bantuan dana pembangunan dari caleg. 
Ada pendekatan pada calon-calon untuk meminta bantuan agar kampung memiliki 
fasilitas dan maju. Disini terjadi simbiosis mutualisme karena sama-sama 
menguntungkan kedua belah pihak. Masyarakat mendapatkan bantuan untuk 
pembangunan kampungnya, dan caleg mendapatkan dukungan dari masyarakat 
Kampung Comboran yang merupakan penduduk paling banyak di RT 07 
Kelurahan Sukoharjo. 
 Dalam sub bab ini dapat disimpulkan bahwa penanganan risiko secara 
komunal untuk mengatasi penggusuran, dilakukan masyarakat melalui tindakan 
dan pembangunan kampung. Hal ini relevan dikaitkan dengan konsep commons, 
karena ternyata strategi menangani risiko penggusuran dapat dilakukan dengan 





akan keadaannya yang rentan penggusuran akibat tinggal di lahan PT KAI. Setiap 
informan secara individu memberikan jawaban akan menerima jika digusur. 
Namun masyarakat secara bersama terus berusaha membuat citra baik dan 
kampung maju layaknya permukiman legal. Hal tersebut memicu adanya 
kepemilikan bersama, sehingga berharap bisa menjadi sesuatu yang harus 
dipertahankan dan dipikirkan oleh pihak bersangkutan jika terjadi penggusuran. 
Hal ini menunjukkan bahwa sesuai aturan yang berlaku mereka akan menerima 
jika digusur. Namun tetap memiliki harapan untuk tidak digusur sebab sudah 
memproduksi ruang secara bersama melalui pembangunan fasilitas dan kegiatan 
sosial.  
 Pada bab ini, memunculkan dua penemuan yang menjadi pondasi 
masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian di hidupnya. Pondasi yang pertama 
adalah ekonomi, karena setiap orang memiliki perekonomian yang berbeda. 
Dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan aksi untuk penanganan risiko 
menjadi berbeda. Misalnya cerita mengenai renovasi rumah yang memperlihatkan 
perbedaan dari pemilihan bahan. Selain itu kegiatan arisan yang dipandang 
berbeda, yaitu memberatkan dan membantu menekan pengeluaran yang tidak 
perlu jika uang dibiarkan tanpa dimasukkan pada putaran arisan. Terakhir 
mengenai pindah rumah yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat berekonomi 
sedang dan menengah ke atas. Meskipun masih berada di Kampung Comboran, 
namun tetap pindah ke lokasi aman yang jauh dari rel kereta api. Selanjutnya 
pondasi kedua adalah solidaritas yang memunculkan strategi sama pada 





masyarakat telah memiliki hubungan baik melalui praktik sosial. Hubungan baik 
tersebut ternyata dapat digunakan untuk penanganan risiko. Misalnya strategi 
penanganan kecelakaan kereta api yang didapatkan dari pengalaman, 
diaktualisasikan, dan ditiru oleh yang lain. Pembangunan fasilitas juga merupakan 
hasil dari solidaritas, yang secara sadar maupun tidak sadar dapat menjadi strategi 







 Fenomena permukiman yang berada di lahan samping rel kereta api dan 
bertahan dengan waktu lama, menjadi hal menarik di ruang perkotaan. 
Keberadaan masyarakat yang tinggal pada lahan milik PT KAI, membuatnya 
dianggap sebagai suatu hal yang ilegal. Secara aturan, lahan samping rel kereta 
api ditujukkan untuk penunjang keamanan lalu tintas kereta api. Adanya 
permukiman mengakibatkan bahaya untuk perjalanan kereta api, dan juga 
masyarakat sendiri. Selain itu, keberadaan permukiman sering dianggap negatif 
dan merusak citra kota. Pasalnya permukiman terlihat sangat padat dan kumuh. 
Permasalahan permukiman di samping rel kereta api tidak mudah terselesaikan, 
karena keberadaanya yang kurang jelas akibat status lahan hukum. Masyarakat 
memang tinggal di lahan ilegal, namun mereka terdaftar pada administrasi 
kelurahan dan memiliki klaim sendiri atas tempat tinggalnya.  
 Sebenarnya, tidak semua permukiman di samping rel kereta api dapat 
disebut ilegal. Pasalnya terdapat beberapa permukiman yang memiliki izin dari 
PT KAI untuk membangun. Hal tersebut dikarenakan pihak PT KAI memiliki 
aturan dalam memanfaatkan lahannya. Lahan boleh dimanfaatkan untuk 
membangun bangunan, dengan syarat harus dibangun pada jarak minimal yang 
sudah ditentukan dan bersedia membayar sewa setiap tahun. Beberapa 
permukiman di samping rel kereta api memiliki jarak yang berbeda. Kampung 
Comboran menjadi permukiman yang jauh dari minimal jarak yang ditentukan PT 
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KAI. Namun permukiman telah bertahan selama puluhan tahun, dan masyarakat 
bersama-sama membangun fasilitas yang dibutuhkan. Diawali dengan perjuangan 
sesepuh, masyarakat terus membangun hingga menciptakan identitas menjadi 
sebuah kampung. Keberadaanya mulai diketahui dan diikutsertakan menjadi 
lingkungan yang memiliki struktur RT, sehingga sama dengan permukiman legal 
lainnya. Meskipun begitu, tetap terdapat pengecualian dalam mendapatkan 
bantuan pembangunan dari pemerintah akibat kepemilikan lahan. 
 Masyarakat Kampung Comboran juga aktif membangun kampungnya, dan 
mengesampingkan risiko penggusuran yang terjadi sewaktu-waktu. Hal tersebut 
menyebabkan masyarakat berada pada hidup yang tidak pasti. Namun ternyata 
pembangunan kampung dapat menjadikannya sebagai benteng penggusuran. 
Tidak pasti benteng tersebut akan berhasil atau tidak, setidaknya hidup yang 
dijalani saat ini nyaman berkat pembangunan, kegiatan, dan hubungan sosial yang 
telah diciptakan. Risiko lain seperti bahaya kecelakaan kereta api juga dihadapi 
oleh masyarakat. Berkat adaptasi lingkungan menjadikan mereka terbiasa, dan 
menerapkan beberapa cara penanganan risiko.  
Masyarakat yang tinggal di Kampung Comboran, merupakan mereka yang 
memiliki ekonomi rendah dan ekonomi menengah yang sedang tumbuh. Beberapa 
cara telah dilakukan guna menangani risiko kemiskinan. Dalam hal ini perempuan 
memiliki peran penting, karena berupaya mengatasi permasalahan ekonomi 
dengan cara menabung melalui organisasi formal maupun informal. Meskipun 
begitu, masalah perekonomian ini menjadikan salah satu hal masyarakat tetap 
bertahan pada permukiman ilegal. Tidak adanya penghasilan lebih mengakibatkan 
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mereka kesulitan menabung untuk pindah ke permukiman legal. Sedangkan bagi 
masyarakat ekonomi menengah, memilih bertahan dengan alasan dekat fasilitas 
dan pekerjaan. Selain ketidakjelasan lahan hukum, ekonomi dan pandangan baik 
masyarakat mengenai tempat tinggalnya menjadikan permasalahan permukiman 
samping rel kereta api menjadi berkepanjangan dan sulit diatasi.  
Penjelasan di atas memperlihatkan kita mengenai usaha masyarakat dalam 
membangun ruang hunian. Mulai dari usaha memahami atau memberi penilaian 
terhadap ruang huniannya. Usaha memiliki (belonging) dengan cara mengadakan 
praktik sosial untuk menciptakan hubungan baik (commoning). Hingga usaha 
menangani risiko bahaya, penggusuran, dan kemiskinan baik individu maupun 
kolektif. Pada akhirnya, kita akan terus melihat usaha yang dilakukan masyarakat 
hingga waktu yang tidak pasti. Keinginan untuk bertahan lama, berbenturan 
dengan ketidakpastian akibat kepemilikan lahan. Saat ini masyarakat menerapkan 
pemikiran bahwa selama apa yang dilakukan masih berjalan normal, maka akan 
terus membangun, mengatur, dan mengelola kampung. Berharap usaha yang 
dilakukan selama ini selain untuk menciptakan rasa nyaman, juga dapat 
digunakan untuk menangani risiko penggusuran di masa depan. 
5.2 Saran 
 Saya berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat membuka topik 
menarik tentang permukiman ilegal dan permukiman samping rel kereta api 
lainnya. Hasil dari penelitian ini fokus pada masyarakat yang tinggal di samping 
rel kereta api dalam membangun, mengelola, dan penanganan risiko. Tidak 
dijelaskan secara detail mengenai rencana PT KAI dalam pemanfaatan lahannya, 
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yang berpengaruh pada masa depan masyarakat Kampung Comboran. Hal 
tersebut dapat menjadi penelitian lanjut oleh peneliti lain. Dengan demikian akan 
memiliki kesinambungan dengan penelitian ini, dan berharap dapat memperoleh 
solusi jangka panjang yang matang karena sudah terdapat data dari kehidupan 
masyarakat serta perencanaan oleh aktor formal. Selain itu, topik mengenai relasi 
oknum bandar tanah dengan pihak PT KAI perlu diteliti lebih lanjut. Tujuannya 
untuk mengetahui apakah terdapat jaringan ilegalitas di belakang, dengan 
memanfaatkan kebutuhan dan keterbatasan masyarakat. Hal tersebut tentu 
menjadi salah satu kendala untuk menangani permukiman ilegal, terutama di 
samping rel kereta api.  
Kita tentu tahu bahwa setiap tahunnya teknologi akan semakin maju, 
sehingga transportasi terutama kereta api berubah sesuai kebutuhan. Perlu adanya 
kerja sama dini memikirkan kemajuan tersebut untuk menyelamatkan masyarakat 
yang tinggal di wilayah jalur kereta api dari masa depan yang buruk. Keadaan 
masyarakat yang tinggal di permukiman samping rel kereta api ini tentu menjadi 
permasalahan pemerintah daerah dan pihak PT KAI sendiri. Sudut pandang PT 
KAI menyatakan bahwa permasalahan ini bukanlah pembiaran. Dengan demikian, 
hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan akademisi, PT KAI, 
dan pemerintah bekerja sama untuk mengatasi permasalahan permukiman ilegal 
serta kumuh di samping rel kereta api Kota Malang. Namun tetap dengan 
memperhatikan  aktor utama yaitu masyarakat, seperti yang sudah tertera pada 
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